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bagian-bagian

66



4 IAPD FORUM

HARRY B. HARRIS, JR.
Laksamana AL A.S.
Komandan, Komando Pasifik A.S.

Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi 
kuartal keempat Indo-
Asia-Pacific Defense 
FORUM untuk tahun 

2016, yang menekankan 
pentingnya berbagi praktik 
terbaik dan pelajaran yang 
diperoleh dari kegiatan maritim 
regional. Edisi ini mengeksplorasi 
perubahan prospek laut, 
pendekatan untuk menyelesaikan 
konflik di kawasan itu, dan 
peningkatan kesadaran maritim 
bersama untuk meningkatkan 
keamanan dan stabilitas 
sekaligus melindungi lingkungan 
dan sumber dayanya. Kami 

menciptakan edisi ini sebagai pengakuan atas perlunya pandangan komprehensif 
pada pembagian informasi maritim, yang mendasari semua operasi maritim dan 
memberikan informasi dalam kebijakan maritim yang baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di kawasan ini telah membuat 
kemajuan dalam menyeimbangkan mekanisme multilateral dan bilateral untuk 
menanggapi dengan sukses segala sesuatu mulai dari bencana alam dan krisis 
kesehatan hingga perdagangan manusia dan pembajakan di laut. Kisah sukses 
dari Mongolia hingga Selandia Baru mengungkapkan reaksi dan resolusi 
yang bertanggung jawab terhadap isu-isu di kawasan ini melalui pendekatan 
multilateral.

Akhir-akhir ini, ketegangan di Laut Cina Selatan telah meningkat. Konflik 
tersebut memang sangat menantang, mengingat kompleksitas sengketa dan 
situasi ekonomi, politik, militer, dan hukum yang mendasarinya. Banyak negara 
mempertanyakan siapa yang memiliki berbagai fitur lahan di kawasan ini dan 
di mana lokasi untuk menarik batas-batas maritim. Sementara itu, sengketa 
yurisdiksi mengenai hak mengatur zona-zona tertentu telah membuat banyak 
negara saling berselisih paham.

Meskipun adanya kompleksitas ini, negara-negara di kawasan ini telah 
semakin melibatkan diri secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan 
berbagai tantangan seperti perbedaan pendapat teritorial. Prospek keberhasilan 
mekanisme multilateral untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan 
tergantung pada kemampuan setiap negara — dan terutama Tiongkok — untuk 
memahami bagaimana kerja sama dapat melindungi kedaulatan, meningkatkan 
keamanan, dan mengelola masalah ekonomi, lingkungan, dan sumber daya.

Edisi FORUM ini mengupas arti penting tanggapan multilateral terhadap 
sengketa regional dan membahas bagaimana kekuatan dapat mewujudkan 
tercapainya resolusi damai melalui kerja sama dan kemitraan.

Saya berharap bahwa edisi ini mampu menambah wawasan dan menggugah 
pemikiran Anda, dan saya menantikan komentar Anda. Silakan hubungi staf 
FORUM di iapdf@iapdforum.com untuk menyampaikan perspektif Anda.

Indo-Asia-Pacific Defense FORUM 
adalah sebuah majalah militer 
profesional yang diterbitkan 
triwulanan oleh Komandan Komando 
Pasukan Amerika Serikat di Pasifik 
(USPACOM) untuk menyediakan 
sebuah mimbar internasional bagi 
personel militer di wilayah Indo, 
Asia dan Pasifik. Pendapat yang 
dituangkan dalam majalah ini tidak 
mewakili kebijakan-kebijakan atau 
pandangan dari komando ini maupun 
dari lembaga pemerintah Amerika 
Serikat yang lain. Semua naskah 
ditulis oleh staf FORUM kecuali bila 
disebutkan. Menteri Pertahanan A.S. 
yakin bahwa penerbitan majalah ini 
perlu adanya bagi upaya pendekatan 
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yang dikehendaki oleh Departemen 
Pertahanan A.S.
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Indo-Asia-Pacific Defense FORUM 
menawarkan konten online ekstensif, dengan 
artikel baru yang dipasang setiap hari, di 
www.iapdforum.com
Para pengunjung dapat:
n  Membaca tulisan khusus di dunia maya
n  Menengok kembali terbitan sebelumnya 
n  Mengirim umpan balik kepada kami
n  Minta berlangganan
n  Mempelajari cara untuk mengajukan tulisan

Indo-Asia-Pacific Defense FORUM melayani 
personel militer dan keamanan di kawasan 
Indo-Asia-Pasifik. Majalah triwulanan produk 
Komando Pasifik A.S. ini menyediakan konten 
berkualitas tinggi dan mendalam mengenai 
topik-topik yang memengaruhi upaya 
keamanan di seluruh kawasan — mulai dari 
kontraterorisme hingga kerja sama internasional 
dan bencana alam.

FORUM membangkitkan bahasan-bahasan yang 
mendalam dan mendorong suatu pertukaran 
gagasan-gagasan yang sehat. Ajukan tulisan, 
foto-foto, pokok-pokok bahasan, atau tanggapan-
tanggapan lainnya kepada kami lewat dunia 
maya atau ke:

Gabung dengan 
Bahasan Ini
Kami ingin mendengar 
dari ANDA!

Program Manager
Indo-Asia-Pacific Defence FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp. H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

Menjelajahi hal-hal yang memengaruhi sekian banyak jiwa.

KONTRIBUTORIAPDF
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DR. ERIKA TECHERA dan DR. JADE LINDLEY 
menulis tentang kejahatan maritim untuk edisi ini. Techera, 
profesor hukum di University of Western Australia, 
melakukan penelitian di bidang hukum lingkungan 
internasional dan komparatif. Bidang penelitian khususnya 
mencakup tata kelola lingkungan laut; hukum warisan 
budaya; dan pengelolaan lingkungan di negara-negara 
pulau kecil. Sebelum menjadi akademisi, dia bekerja 
sebagai pengacara di Sydney selama lebih dari tujuh tahun. 
Lindley, peneliti madya di Fakultas Hukum dan Oceans 
Institute, University of Western Australia, bekerja sebagai 
peneliti untuk pemerintah negara bagian dan federal, 
organisasi internasional, dan di lingkungan akademi. 
Bidang penelitiannya mencakup kejahatan transnasional 
terorganisasi dan hukum internasional. Pada tahun 2015, 
dia menerbitkan buku Somali Piracy: A Criminological 

Perspective (Pembajakan Somalia: Perspektif Kriminologi).  Ditampilkan pada Halaman 10

LAKSAMANA MADYA TIM BARRETT Kepala 
Angkatan Laut di Angkatan Laut Australia, bergabung 
pada tahun 1976 sebagai perwira pelaut dan kemudian 
mempelajari keahlian di bidang penerbangan. Dia 
merupakan perwira berkualifikasi ganda dan menerima 
penghargaan Conspicuous Service Cross pada tahun 
2006 atas prestasinya dalam aktivitas di angkatan laut dan 
penghargaan Member of the Order of Australia pada tahun 

2009 untuk penugasan dinasnya sebagai direktur Penempatan dan Komando 
Petugas Angkatan Laut di Grup Penerbangan Angkatan Laut Australia. Dia 
menerima penghargaan Officer of the Order of Australia pada tahun 2014 atas 
kepemimpinannya di Komando Perlindungan Perbatasan dan Armada Australia.  
Ditampilkan pada Halaman 56

LETNAN KOLONEL LAUT JONATHAN V. ZATA 
memimpin Unit Keamanan dan Keselamatan Maritim 
Angkatan Laut Filipina di Sekretariat Dewan Pengawasan 
Pantai Nasional. Dia merupakan mantan kapten kapal dan 
alumnus Kursus Kualifikasi “Charlie” Perwira Angkatan 
Laut dan memperoleh gelar sarjana ilmu komputer sebelum 
bergabung dengan Angkatan Laut pada tahun 1991.  
Ditampilkan pada Halaman 32

LAKSAMANA SCOTT H. SWIFT dipromosikan 
menjadi Laksamana dan memegang komando Armada 
Pasifik A.S. pada 27 Mei 2015. Dia adalah komandan 
armada ke-35 sejak berdirinya armada ini pada Februari 
1941 dengan markas besar di Pearl Harbor, Hawaii. 
Sebelum menjabat sebagai komandan Armada Pasifik A.S., 
dia ditugaskan ke Pentagon sebagai direktur Staf Angkatan 
Laut. Swift mendapatkan penghargaan saat bertugas sebagai 

komandan, Pasukan Udara Angkatan Laut, Petugas Sinyal Pendaratan Terbaik 
Armada Pasifik A.S.; bersama dengan penghargaan pribadi, satuan, dan dinas 
lainnya.  Ditampilkan pada Halaman 38

SHAHID SADIQ dan JACOB DOYLE menulis tentang 
pengungsi Pakistan untuk edisi FORUM kali ini. Sadiq 
adalah Koordinator Keamanan untuk Komite Penyelamatan 
Internasional di Pakistan yang tanggung jawab utamanya 
adalah manajemen keamanan sehari-hari terkait dengan 
komite dan mitra-mitranya. Shahid telah bekerja di 
bidang keamanan di sektor lembaga swadaya masyarakat 
internasional Pakistan sejak tahun 2010. Sebelumnya, dia 
menjabat sebagai perwira di Angkatan Darat Pakistan selama 
lebih dari satu dekade, termasuk berdinas sebagai Petugas 
Staf Pribadi komandan Senior Angkatan Darat dan sebagai 
petugas penghubung di Pasukan Pengamat P.B.B. Doyle 
merupakan wartawan veteran dengan pengalaman lebih dari 
dua dekade yang mengontribusikan karya tulisnya untuk 
publikasi seperti Budapest Business Journal dan Czech Business 
Weekly. Dia berbasis di Turki.   Ditampilkan pada Halaman 48
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>>>>> PELUNCURAN VAKSINASI DEMAM BERDARAH MASSAL PERTAMA DI DUNIA <<<<<

Bambu, yang dijuluki “baja sayuran,” 
dimanfaatkan di Nepal untuk 
membangun kembali rumah 
dan sekolah yang hancur akibat 

gempa bumi pada tahun 2015. Gempa 
bumi itu mengakibatkan ratusan ribu orang 
kehilangan tempat tinggal.

“Bambu adalah bahan yang luar biasa. 
Musuh terbesar [dalam gempa] adalah 
berat, sehingga bambu merupakan bahan 
yang sempurna karena ringan, fleksibel, 
dan sangat kuat,” kata arsitek Nepal Nripal 
Adhikary.

“Bambu bisa sekuat baja, tapi jauh 
lebih ekologis karena pembuatannya 
tidak membutuhkan energi. Orang-orang 
menyebutnya ‘baja sayuran.’”

Gempa bumi kembar pada April dan Mei 

2015 menewaskan hampir 9.000 orang dan 
menghancurkan hampir satu juta bangunan 
di negara pegunungan Himalaya itu. Donor 
telah menjanjikan bantuan rekonstruksi 
senilai 53,6 triliun rupiah (4,1 miliar dolar 
A.S.), tetapi proses pembangunan kembali 
tertunda akibat krisis politik.

Adhikary mengatakan bahwa pemerintah 
telah menyetujui penggunaan bambu 
untuk membangun kembali sekolah dan 
diharapkan menyetujui penggunaannya 
untuk merekonstruksi rumah.

Adhikary mengungkapkan bahwa bambu 
cocok digunakan untuk pembangunan 
kembali di daerah pegunungan Nepal karena 
ditanam di mana-mana dan lebih mudah 
untuk mengangkutnya daripada bahan 
yang lebih berat. Dia menambahkan bahwa 

bangunan bambu juga sekitar 50 persen 
lebih murah daripada bangunan dengan 
bahan lainnya.

Dia mengatakan bahwa kemajuan 
teknologi telah meningkatkan daya 
tahan bambu. Sementara itu sistem baru 
untuk menggabungkan panjang bambu 
membuatnya dapat digunakan untuk 
membangun struktur yang lebih besar 
daripada di masa lalu.

International Network for Bamboo and 
Rattan  bekerja sama dengan pemerintah 
Nepal pada proyek percontohan senilai 
10,5 miliar rupiah (800.000 dolar A.S.) yang 
menggunakan bambu untuk membangun 
150 rumah dan 10 sekolah. Organisasi ini 
berharap agar lembaga-lembaga lain akan 
menirunya.  Reuters

Filipina meluncurkan program imunisasi publik pertama untuk demam 
berdarah dan berupaya memberikan vaksin berlisensi pertama di dunia 
terhadap penyakit yang dibawa oleh nyamuk itu kepada satu juta anak 
sekolah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 
demam berdarah menginfeksi 390 juta orang setiap tahunnya di 
seluruh dunia.

Ketika program itu dimulai pada April 2016, ratusan anak kelas 
empat sekolah dasar negeri di kota Marikina di daerah metropolitan 
Manila diberi suntikan pertama dari tiga suntikan Dengvaxia.

Filipina memiliki insiden demam berdarah tertinggi di kawasan 
Pasifik Barat WHO pada tahun 2013 hingga 2015. Departemen 
Kesehatan Filipina mencatat 200.415 kasus pada tahun 2015.

Menteri Kesehatan Janette Garin menyebut peluncuran program 
itu sebagai “tonggak bersejarah” dalam kesehatan masyarakat. “Kami 
adalah negara pertama yang memperkenalkan, mengadopsi, dan 
menerapkan vaksin demam berdarah pertama yang pernah ada melalui 
sistem kesehatan masyarakat dan di bawah pengaturan sekolah 
negeri,” katanya.

Pemerintah menghabiskan 3,5 miliar peso (76 juta dolar A.S.) 
untuk memberikan vaksin gratis itu, yang dibeli dengan harga diskon 
3.000 peso (65 dolar A.S.) untuk tiga dosis bagi setiap anak. Program 
vaksin gratis ini memastikan bahwa “kesehatan seharusnya untuk 
semua orang, kaya maupun miskin,” kata Garin.  Agence France-Presse

FILIPINAAFP/GETTY IMAGES
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Beralih ke bambu untuk 
membangun kembali 

setelah gempa
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INDIA  TIONGKOK

India mengatakan bahwa pihaknya sedang merevisi 
undang-undang obat-obatan untuk memudahkan 
perusahaan melakukan bisnis sambil menjamin 
keamanan dan kemanjuran obat-obatan. Keputusan itu 
merupakan langkah terbaru Perdana Menteri Narendra 
Modi untuk mendorong industri.

Hingga tahun 2015, India mencoba memodifikasi 
Undang-undang Obat-obatan dan Kosmetik kuno  tahun 
1940, dan rancangan amandemen undang-undang itu 
diajukan di majelis tinggi Parlemen pada tahun 2013. 
Undang-undang itu sekarang telah ditarik.

Sebuah pernyataan pemerintah menyatakan bahwa 
para menteri memutuskan undang-undang yang ada saat 
ini tidak dapat mengatur dengan efektif bidang-bidang 
seperti obat-obatan biologis, sel punca dan obat-obatan 
regeneratif, peralatan medis, dan uji klinis.

Rancangan panduan untuk mengatur industri 
peralatan kesehatan telah disiapkan setelah melakukan 
konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Sejauh ini, peralatan medis di India diatur sebagai obat-
obatan, namun perusahaan telah meminta adanya aturan 
terpisah selama bertahun-tahun seiring pertumbuhan 
industri ini menjadi sekitar 65,4 triliun rupiah (5 miliar 
dolar A.S.).

Dalam rangka mendukung kampanye “Buatan India” 
yang diperjuangkan Modi, pemerintah menyatakan bahwa 
sektor produk medis “bersiap menuju pertumbuhan 
eksponensial dalam waktu dekat” dan “memiliki potensi 
untuk menjadi pusat kegiatan internasional.”  Reuters
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MEMPERBARUI 
UNDANG-
UNDANG 
obat-obatan untuk 
memacu perdagangan

Imbalan terhadap 
inovasi akademis 
GUNA MENDORONG 
PERTUMBUHAN EKONOMI

Tiongkok akan memberikan imbalan keuangan 
yang lebih besar kepada akademisi inovatif 
dan badan riset kecil dalam upaya mengubah 
ide-ide ilmiah menarik menjadi realitas 

komersial dan mempercepat industri teknologi tinggi 
ketika pertumbuhan ekonomi yang lebih luas mengalami 
perlambatan.

Dewan Negara Tiongkok mengatakan bahwa badan 
riset dan unit universitas yang mentransfer karya mereka 
kepada perusahaan luar untuk mengembangkan dan 
memasarkan karya itu akan menerima tidak kurang dari 
setengah pendapatan bersih yang diperoleh dari produk itu 
sebagai imbalan.

Tiongkok sedang mencoba meningkatkan industri 
teknologi tinggi, dari obat-obatan hingga chip komputer, 
untuk mengimbangi perlambatan bidang manufaktur dan 
ekspor yang telah menyeret pertumbuhan ekonominya ke 
level terendah dalam seperempat abad ini.

“Penting untuk mempercepat transfer pencapaian 
ilmiah, membuka saluran antara ilmu pengetahuan dan 
ekonomi, dan menciptakan kekuatan produktif baru 
dengan cepat,” kata Dewan Negara pada Februari 2016.

Dewan Negara mengatakan bahwa akademisi akan 
memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan 
pekerjaan paruh waktu dengan perusahaan eksternal untuk 
mengembangkan produk.

Wang Bin, wakil kepala Asosiasi Promosi Perusahaan 
Teknologi Ilmiah Swasta Tiongkok, mengatakan 
kepada Kantor Berita Xinhua bahwa peneliti sering kali 
khawatir saat mengerjakan proyek komersial karena takut 
membahayakan karier akademik mereka.

“Kebijakan baru ini akan mendorong lebih banyak upaya 
untuk berkecimpung dalam dunia bisnis,” katanya.  Reuters
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Petugas keamanan 
menjaga Menara 
Kembar Petronas 
Malaysia yang 
ikonis di Kuala 
Lumpur pada 
Januari 2014. 
Inspektur Jenderal 
Polisi Khalid Abu 
Bakar mengatakan 
bahwa polisi 
meningkatkan 
kesiagaan 
keamanan 
Malaysia ke level 
tertinggi setelah 
serangan pada 
Januari 2016 di 
Jakarta, Indonesia.
THE ASSOCIATED PRESS

PERKEMBANGAN TERORISIAPDF
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alaysia yang 
penduduknya mayoritas 
Muslim telah bersiaga 
penuh sejak militan 
melakukan serangan 
bersenjata di ibu 
kota negara tetangga, 
Indonesia, pada  
Januari 2016.

Tiga bulan kemudian, 
penyidik Malaysia menangkap 15 orang, termasuk 
seorang petugas kepolisian, yang dicurigai memiliki 
hubungan dengan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) dan 
merencanakan serangan di negara itu.

Inspektur Jenderal Polisi Khalid Abu Bakar mengatakan 
pada Maret 2016 bahwa beberapa tersangka menerima 
perintah dari Muhammad Wanndy 
Mohamed Jedi, perekrut ISIL Malaysia 
di Suriah, untuk melancarkan serangan 
di Malaysia.

Khalid menyatakan bahwa mereka 
terlibat dalam mengumpulkan dana 
untuk disalurkan ke grup yang terkait 
dengan ISIL di Filipina selatan dan 
mengatur pergerakan “dua tersangka 
teror asing” dari Malaysia ke negara 
Asia Tenggara.

Kegiatan lain termasuk berusaha 
memperoleh bahan kimia untuk 
membuat bom, merekrut warga 
Malaysia untuk bergabung dengan 
ISIL di Suriah, mengumpulkan dana 
dari simpatisan ISIL di Malaysia, dan 
menyiapkan pengaturan kerja dengan 
kelompok-kelompok militan di Asia 
Tenggara, demikian ungkapnya.

“Antara tanggal 22 dan 24 Maret 
2016, unit kontraterorisme khusus 
melancarkan operasi di tujuh negara 
bagian, termasuk ibu kota Kuala Lumpur,” kata Khalid, 
sambil menambahkan bahwa tersangka terorisme termasuk 
seorang teknisi pesawat terbang dan seorang ulama Muslim.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi 
mengatakan sebelumnya pada Maret 2016 bahwa polisi 
telah menggagalkan plot ISIL untuk menculik Perdana 
Menteri Najib Razak dan menteri senior lainnya pada tahun 

2015. Khalid juga mengumumkan bahwa polisi Malaysia 
akan menambah unit kontraterorisme di setiap negara 
bagian, demikian menurut laporan pada Maret 2016 di 
surat kabar lokal, The Star.

The Star melaporkan bahwa pihak berwenang 
menangkap para tersangka di Kuala Lumpur dan di enam 
negara bagian Malaysia, termasuk Kedah, Penang, Perak, 
Perlis, Selangor, dan Terrengganu. “Kita harus mengambil 
tindakan dengan sedikit informasi yang kita dapatkan 
tentang orang-orang yang terlibat dengan [ISIL] dan bahkan 
para simpatisan. Kita tidak bisa hanya menunggu, seperti 
yang dilakukan beberapa pihak lain,” kata Khalid kepada 
The Star.

Setidaknya 160 orang telah ditangkap di Malaysia 
sejak Januari 2015 karena dicurigai terlibat dalam 
kegiatan militan.

Kriminolog P. Sundramoorthy mengatakan kepada surat 
kabar The Straits Times bahwa meskipun memperluas 
departemen kontraterorisme ke semua negara bagian 
merupakan langkah positif, tindakan itu “tidak akan 
memecahkan akar masalahnya.” Dia mengatakan bahwa 
masyarakat harus memberikan informasi untuk membantu 
polisi dan aparat penegak hukum.

M
MALAYSIA MENANGKAP 
15 tersangka teror lainnya  REUTERS

Kepala polisi Malaysia, Inspektur Jenderal Khalid Abu Bakar, mengatakan 
pada Maret 2015 bahwa departemen kontrateroris akan diperluas sehingga 
memiliki unit di setiap negara bagian.  REUTERS    |  Tentara Malaysia menjaga 
daerah perbelanjaan di Kuala Lumpur pada Februari 2016 sebagai respons 
atas ancaman teroris.  THE ASSOCIATED PRESS
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Negara-negara harus mengambil pendekatan multinasional untuk 
mengatur dan membatasi penangkapan ikan, perdagangan, dan 

penyelundupan ilegal, serta kejahatan laut lainnya

DR. ERIKA TECHERA DAN DR. JADE LINDLEY

MENGURANGI 

ISTOCK
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MENGURANGI 

ejahatan maritim merajalela di kawasan 
Indo-Asia-Pasifik dan mengacaukan 
perdagangan global yang melewati kawasan 
itu. Kejahatan ini tidak hanya memengaruhi 

negara-negara di kawasan ini, tetapi juga negara-
negara yang menerima barang dari kawasan itu dalam 
bentuk kargo. Kabarnya, penjahat maritim yang 
beroperasi di kawasan ini melakukan penangkapan 
ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi 
(IUU); melakukan pembajakan; memperdagangkan 
narkoba; dan menyelundupkan orang untuk kerja paksa 
dan kerja gratis. Kejahatan transnasional ini menarik 
sindikat kriminal yang melakukan kejahatan berskala 
lebih kecil untuk mendanai pemindahan narkoba 
gelap menuju Australia, Selandia Baru, Jepang, dan 
Amerika Serikat. Pihak berwenang mencegat obat-
obatan terlarang dalam jumlah besar yang transit di 
kawasan Indo-Asia-Pasifik setiap tahunnya. Kantor 
PBB untuk Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) 
memperkirakan bahwa Asia Timur dan Asia Tenggara 
merupakan pasar stimulan jenis amfetamin terbesar 
di dunia. Perdagangan metamfetamin (sabu-sabu) 
dan heroin di kawasan ini sendiri menghasilkan lebih 
dari 552,93 triliun rupiah (42 miliar dolar A.S.) per 
tahun, demikian menurut data UNODC. Selagi rute 
perdagangan laut yang luas memberikan kesempatan 
untuk melakukan kejahatan ini, korupsi pejabat dan 
lemahnya kerangka kerja hukum memungkinkan 
penjahat untuk merongrong kontrol regulasi. Artikel 
ini memberikan gambaran umum tentang kejahatan 
maritim yang terjadi di kawasan Indo-Asia-Pasifik, 
menjelaskan kerangka kerja hukum dan peraturan yang 
ada, dan menawarkan beberapa solusi praktik terbaik 
untuk meningkatkan keamanan pangan dan orang-
orang dalam kawasan itu.

MENINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP 
ANCAMAN KOMPLEKS
Negara-negara di Indo-Asia-Pasifik berbatasan 
dengan laut yang terhampar luas, dan masing-
masing negara berbeda dalam hal ukuran, populasi, 
status pembangunan, konteks sosial-budaya, dan 
politik-hukum. Sifat geografis kawasan ini yang 
luas memungkinkan eksploitasi samudra dan 
kegiatan ilegal karena terbatasnya pengawasan. 
Dalam lima tahun terakhir, penangkapan ikan 
ilegal, yang difasilitasi oleh kerja paksa di atas kapal 
dan hubungannya dengan kejahatan terorganisir 
transnasional, telah muncul sebagai prioritas dalam 
agenda global. Peningkatan keterpaparan melalui 
penelitian dan perhatian media telah meningkatkan 
kewaspadaan global tidak hanya terhadap dampak 
langsung kejahatan tersebut pada ekonomi di kawasan 
itu, tetapi juga terhadap interkoneksi antara kejahatan 
maritim dan kesehatan seluruh masyarakat.

Penyelidikan yang dilakukan badan internasional, 
pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), seperti Environmental Justice Foundation, 
mengungkap masalah itu di Asia Tenggara dan 
khususnya di Thailand. Penangkapan ikan ilegal 
yang difasilitasi oleh kerja paksa merupakan masalah 
kompleks. Dibantu oleh pemerintahan yang lemah 
dan, dalam banyak kasus, korupsi, penangkapan ikan 
ilegal ini merusak persediaan perikanan dan melanggar 
hak asasi manusia di berbagai tingkatan. Berlanjutnya 
penangkapan ikan IUU yang menggunakan kerja 
paksa, sering kali melibatkan orang-orang yang 
diperdagangkan ke dalam industri itu, mengabadikan 
orang-orang yang rentan itu dalam kemiskinan 
permanen, merusak mata pencaharian nelayan yang 
sah, dan merongrong tata kelola yang baik dengan 
mendukung jaringan kejahatan terorganisir dan 
melemahkan infrastruktur keamanan.

 Pembajakan maritim dan penangkapan ikan IUU 
selalu hadir di kawasan Asia Tenggara. Skala kejahatan 
maritim tradisional tersebut dapat dikelola oleh badan 
regulasi regional dan hingga saat ini, pembajakan 
maritim menimbulkan sedikit ancaman bagi kapal 
yang lewat. 

Pembajakan maritim melibatkan tindakan ilegal 
kekerasan di laut lepas. Selama peningkatan pesat 
pembajakan Somalia pada tahun 2008, kapal angkatan 
laut yang beroperasi di bawah koalisi Uni Eropa 
dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) 
meningkatkan kehadiran mereka di Tanduk Afrika 
untuk menjaga kapal-kapal rentan yang transit di 
wilayah itu. Kapal angkatan laut yang sebelumnya 
menghalangi pembajakan di Selat Malaka dan Laut 
Cina Selatan pindah ke Samudera Hindia sehingga 
membuat kawasan Asia mengalami peningkatan 
pembajakan. Selama puncak pembajakan Somalia 
antara tahun 2008 dan 2011, perompak Indonesia 
melakukan 129 serangan, dibandingkan dengan 786 
serangan di Somalia. Dalam empat tahun berikutnya, 
data Biro Maritim Internasional mengungkapkan 
pembalikan tren ini. Ada peningkatan tiga kali lipat 
dalam jumlah pembajakan Indonesia menjadi 395 

Aparat polisi berdiri di atas kapal nelayan selama pemeriksaan 
di dermaga Songkhla, Thailand, pada Desember 2015. Pejabat 
Thailand membantah laporan bahwa ekspor makanan laut ke 
Amerika Serikat, Eropa, dan Australia melibatkan perbudakan 
dan kerja paksa.
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KERJA PAKSA DI LAUT 
MELIBATKAN PEKERJA YANG 

TIDAK MEMILIKI PILIHAN, 
TIDAK ADA CARA UNTUK 

MELARIKAN DIRI, DAN HARUS 
BEKERJA DI BAWAH KONDISI 

EKSTREM DENGAN UPAH 
KECIL ATAU TANPA UPAH.

Kiri: Pekerja migran memegang 
kartu identitas mereka ketika 

pihak berwenang melakukan 
pemeriksaan di pelabuhan di 
provinsi Samut Songkhram, 

Thailand, pada Juli 2015.

Pekerja menyortir ikan di 
pasar grosir di Mahachai, 

Thailand, pada April 2015. 
Pejabat pertanian Thailand 

berjanji untuk menindak tegas 
penangkapan ikan ilegal.

serangan dalam setahun; sementara itu, serangan Somalia 
menurun menjadi 101 serangan. Parahnya, para perompak 
Indonesia mengadopsi modus operandi perompak 
Somalia, menembak kapal yang sedang melaju, membajak 
dan menyandera untuk mendapatkan uang tebusan, 
daripada menaiki kapal yang sedang dilabuhkan atau 
dijangkarkan dan mencuri uang, perbekalan, dan kargo 
portabel dengan todongan pisau. Dengan tidak adanya 
kapal angkatan laut yang menjaga dari pembajakan di Asia 
Tenggara, perompak yang memanfaatkan kesempatan ini 
tampaknya mampu menjarah dengan bebasnya.

Selain itu, penurunan angka pembajakan di Somalia 
mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: pelabuhan 
dan kapal angkatan laut yang didukung NATO dan Uni 
Eropa mempekerjakan petugas bersenjata di atas kapal 
dan, mungkin yang lebih penting lagi, pemerintah baru 
Somalia bekerja untuk menstabilkan pantainya yang 
dikenal sukar dikendalikan. 

DAMPAK EKONOMI
Penurunan hasil tangkapan dan berkurangnya keuntungan 
membuat nelayan dan perusahaan perikanan melakukan 
metode pemotongan biaya. Kerja paksa sering kali 
melibatkan orang-orang putus asa yang menghadapi 
kemiskinan dijual, diselundupkan, atau diperdagangkan 
supaya bekerja dalam waktu yang lama di laut. Karena 
kapal-kapal nelayan beroperasi jauh di tengah lautan, 
tenaga kerja budak di atas kapal ini sulit untuk dipantau, 
sama halnya seperti penangkapan ikan IUU sebagian 
besar tersembunyi di daerah-daerah ini. Meskipun 
sudah dihapus pada abad ke-19, perbudakan terus 

terjadi di negara berkembang dan maju dalam berbagai 
bentuk. Organisasi Buruh Internasional P.B.B. (ILO) 
memperkirakan bahwa hampir 21 juta orang menjadi 
korban kerja paksa — dengan 11,4 juta diperkirakan 
perempuan dan anak perempuan dan 9,5 juta diperkirakan 
laki-laki dan anak laki-laki. Perbudakan masa modern 
melibatkan pembatasan pergerakan, pengendalian barang-
barang pribadi, dan ketiadaan persetujuan berdasarkan 
informasi yang cukup. 

Kerja paksa di laut melibatkan pekerja yang tidak 
memiliki pilihan, tidak ada cara untuk melarikan diri, 
dan harus bekerja di bawah kondisi ekstrem dengan 
upah kecil atau tanpa upah; ini pada dasarnya merupakan 
perbudakan. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan 
anak-anak, pria dan wanita yang telah pindah di dalam 
dan lintas batas dan yang, sebagai bagian dari perjalanan 
dan/atau di titik akhir, dieksploitasi dan dianiaya. Selain 
menjadi tenaga kerja murah, anak-anak dipaksa bekerja di 
industri perikanan di seluruh dunia karena jari-jari mereka 
dapat mengambil ikan dari jaring yang lebih kecil. 

Selain itu, perempuan rentan diperdagangkan untuk 
“melayani” pria di atas kapal, sedangkan laki-laki dipaksa 
bekerja dalam kondisi yang mengerikan dan berbahaya 
dengan sedikit tidur dan makanan minimal. Mereka sering 
kali dibuang ke laut jika sakit atau terluka.  

Pada tahun 1999, Organisasi Buruh Internasional mulai 
menangani kerja paksa di industri perikanan, khususnya 
melaporkan industri perikanan di Indonesia. Laporan yang 
dihasilkan mengungkapkan bahwa beberapa pekerja paksa 
di atas kapal penangkap ikan diperdagangkan — direkrut 
dan diangkut dengan cara paksa untuk dieksploitasi — 

REUTERS
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S
ebanyak 200 insiden pembajakan dan perampokan 
bersenjata terhadap kapal-kapal (187 insiden aktual 
dan 13 insiden upaya pembajakan dan perampokan) 
dilaporkan kepada Pusat Pembagian Informasi 

Perjanjian Kerja Sama Regional tentang Pemberantasan 
Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal 
(ReCAAP) pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 11 insiden 
adalah tindakan pembajakan dan 189 insiden adalah 
perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal. Dibandingkan 
dengan tahun 2014, telah terjadi peningkatan 7 persen 
dalam jumlah insiden pada tahun 2015.

Insiden yang dilaporkan pada tahun 2015 tidak begitu 
parah dibandingkan dengan tahun 2014, dengan lebih 
sedikit insiden yang melibatkan lebih dari sembilan pelaku, 
lebih sedikit kasus yang melibatkan pelaku bersenjata, dan 
lebih sedikit insiden dengan laporan bahwa anak buah kapal 
diancam, disandera, atau diserang.

Semangat yang tidak pernah padam di antara negara-
negara pesisir dan kerja sama antara otoritas dan industri 
perkapalan menunjukkan tekad dan komitmen dalam 
membasmi kejahatan maritim ilegal ini. Dengan penurunan 
jumlah insiden yang dilaporkan pada kuartal terakhir tahun 
2015, dan lebih banyak pelaku yang dihukum, masih banyak 
hal yang harus dilakukan untuk mengurangi jumlah insiden 
pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal 
di Asia.

DATA MENUNJUKKAN PERLUNYA UNTUK 
TETAP WASPADA TERHADAP PEMBAJAKAN

LOKASI INSIDEN

Asia Timur

Tiongkok

Subtotal

Asia Selatan

Bangladesh

Teluk Bengal

India 

Subtotal

Asia Tenggara

Laut Andaman

Samudra Hindia

Indonesia

Malaysia

Filipina

Laut Cina Selatan

Selat Malaka 
dan Singapura

Thailand

Vietnam

Subtotal

Total Keseluruhan

Jumlah dan lokasi insiden yang 
dilaporkan di Asia selama 2014-2015

2014 2015
Aktual        Upaya

2

16

2

2

11

29

3

3

10

20

10

1

21

4

7

10

94

1

27

165
187

13
13

10

1

1

1

13
16

4

2

1

5

1

142
171

6

44

40

5

4

43

sementara yang lainnya diselundupkan dan dipindah 
melintasi perbatasan untuk mendapatkan keuntungan. 
Dengan cara ini, penyelundup juga menghindari dan 
secara efektif merongrong undang-undang migrasi. 

Meskipun perhatian awal diberikan untuk kerja 
paksa di industri seks bagi perempuan dan kerja paksa 
di industri pertanian dan perhotelan untuk laki-
laki, baru-baru ini saja fokusnya diperluas ke sektor 
perikanan. Pemerintah semakin menyadari perlunya 
memperkuat kontrol perbatasan dan penegakan hukum 
untuk membantu mengurangi faktor-faktor yang 
memungkinkan dan mendorong kejahatan maritim.

LANGKAH KONTROL HUKUM
Kerangka kerja hukum dan kebijakan untuk 
mengendalikan masalah penangkapan ikan, keamanan 
maritim, dan tenaga kerja bersifat kompleks, dengan aturan 
dan regulasi yang tercantum dalam sejumlah instrumen 
internasional dan regional. Meskipun undang-undangnya 
sudah ada, pengawasan dan penindakan merupakan 
tantangan utama bagi tata kelola kelautan yang efektif. 
Luasnya kawasan Indo-Asia-Pasifik makin menghambat 
pengawasan kelautan yang efektif. Negara-negara pesisir 
yang bergumul dengan tata kelola pemerintahan yang 
buruk dan sumber daya terbatas biasanya memprioritaskan 
layanan penting seperti pendidikan dan pelayanan 
kesehatan daripada pemantauan wilayah perairan dan 
zona ekonomi eksklusif mereka. Kurangnya pengawasan 
telah menyebabkan penangkapan ikan berlebihan 
(menangkap ikan melampaui batas penangkapan resmi) 
dan penangkapan ikan IUU, dibantu oleh teknologi 

Aktual      Upaya

REUTERS

Dikutip dari ringkasan eksekutif laporan tahunan ReCAAP 2015
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yang difokuskan semata-mata untuk meningkatkan hasil 
perikanan. Dengan menipisnya persediaan ikan, nelayan 
(sah dan sebaliknya) beroperasi jauh ke tengah lautan 
sering kali di wilayah perairan negara lain atau di laut lepas 
— tempat penuh kebebasan yang tidak terjangkau oleh 
inspeksi dan pemantauan. 

Jelas ada peran penting bagi organisasi regional dalam 
menyikapi isu penting pemantauan dan penindakan. 
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 
sangat terorganisir dan mengoordinasikan kerja 
sama peraturan untuk para anggotanya. Akan tetapi, 
ASEAN menghadapi tantangan dalam hal efektivitas. 
Mengembangkan satu kerangka kerja hukum yang cocok 
untuk semua negara anggota ASEAN masih menjadi 
sasaran yang sulit dicapai. Meskipun kesepuluh anggota 
ASEAN memiliki keanggotaan setara, kerja sama, 
kontribusi, dan hasil yang mereka dapatkan tidak setara. 
Mengingat keanekaragaman ini, salah satu tantangan 
utama bagi ASEAN adalah bahwa penjahat salah satu 
anggota adalah warga negara anggota lainnya. 

Kegiatan kriminal di dalam kepulauan Pasifik jauh 
kurang dipahami daripada kegiatan kriminal yang terjadi 
di kawasan Asia. Kepulauan Pasifik itu sendiri merupakan 
pangkalan yang tepat untuk organisasi kriminal, 
mengingat lokasinya yang berada di tengah-tengah 
Australia, Selandia Baru, Jepang, dan A.S. Luasnya wilayah 
ini dan hubungan transnasional membantu penjahat 
terorganisir menghindari penegakan hukum. Perbatasan 
yang keropos dan kontrol perbatasan yang lemah 
membuat banyak negara Pasifik (kecuali Australia, Jepang, 
Selandia Baru, dan Amerika Serikat) tidak terlindungi dan 
terbuka untuk kegiatan ilegal.

Perjanjian penegakan hukum maritim lintas batas 
terintegrasi antara A.S. dan negara-negara Pasifik 
seperti Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, 
Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Samoa, 
Tonga, dan Tuvalu dapat menjadi prakarsa bernilai dalam 
menjembatani kesenjangan kapasitas dan kemampuan 
dengan menyediakan patroli yang dilakukan oleh 
Pasukan Penjaga Pantai A.S. di perairan terbuka. Operasi 
penegakan hukum maritim lintas batas terintegrasi 
ini biasanya terjadi ketika kapal A.S. membawa aparat 
penegak hukum negara lain dengan tujuan untuk 
menegakkan hukum di ZEE mereka. Pasukan Penjaga 
Pantai A.S. menggunakan perjanjian penegakan hukum 
maritim lintas batas terintegrasi ini untuk melakukan 
patroli di Pasifik sekitar 70 hari setiap tahun. 

Peningkatan perjanjian penegakan hukum maritim 
lintas batas terintegrasi Pasukan Penjaga Pantai A.S. 
yang dinegosiasikan dengan Palau dan Negara Federasi 
Mikronesia memperkuat penegakan hukum setempat. 
Memperluas peningkatan perjanjian penegakan hukum 
maritim lintas batas terintegrasi bilateral dengan 
pulau-pulau Pasifik lainnya atau perjanjian multilateral 
akan memperkenalkan lapisan kontrol regulasi untuk 
melindungi wilayah ini dari penangkapan ikan IUU dan 
kejahatan maritim lainnya.

MEMPERKUAT PERATURAN DAN PENINDAKAN
Kontrol regulasi yang berfokus pada isu perikanan 
melibatkan kombinasi kompleks hukum internasional 
dan domestik. Konvensi Hukum Laut Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (UNCLOS) menetapkan bahwa setiap 
negara memiliki hak berdaulat atas perairan teritorialnya, 
yang jaraknya 12 mil laut (22 kilometer) dari pantai. 
Zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara terletak di 
antara 12 hingga 200 mil laut. Dalam zona ini, negara-
negara pantai dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi 
sumber daya hayati laut hingga total tangkapan yang 
diperbolehkan, berdasarkan penilaian hasil tangkapan 
maksimum yang berkesinambungan. Laut lepas terletak 
di luar ZEE, dan tidak ada negara yang memiliki atau 
mengontrol sumber daya itu. UNCLOS mewajibkan 
negara-negara bekerja sama untuk mengelola perikanan 
laut lepas, terutama melalui perjanjian dan badan regional, 
dengan kewajiban luas bagi negara untuk melindungi dan 
melestarikan lingkungan laut.

UNCLOS sengaja dibuat tidak gamblang guna 
mendorong badan regional untuk menentukan dan 
mengatur sumber daya kehidupan yang dianggap sesuai 
untuk kawasan itu. Organisasi manajemen perikanan 
regional (RFMO) mengembangkan langkah-langkah 
pengelolaan konservasi untuk membatasi atau melarang 
tangkapan hewan tertentu, tetapi RFMO tidak menangani 
kejahatan terorganisir, kerja paksa atau kejahatan maritim 
lainnya. Menurut salah satu RFMO, Komisi Perikanan 
Pasifik Barat dan Tengah, penangkapan ikan IUU bernilai 
19,7 triliun rupiah (1,5 miliar dolar A.S.) per tahun dalam 
wilayahnya. 

Pemantauan dan penindakan merupakan bagian 
integral dari tata kelola yang efektif; akan tetapi, 
RFMO hanya dapat mengawasi kegiatan yang terjadi 
dalam yurisdiksinya, dan secara realistis hanya memiliki 
pengaruh atas anggotanya sendiri. Tidak adanya kerangka 
kerja regulasi global yang komprehensif dan terpadu 
untuk tata kelola perikanan tidak membantu manajemen 
berkelanjutan ketika faktor-faktor kompleks berperan.

Dalam mengatasi tumpang tindih penangkapan 
ikan IUU, kejahatan maritim, dan kerja paksa, maka 
sejumlah lembaga internasional yang relevan dibentuk 
dan kerangka hukum diberlakukan. Akan tetapi, tidak 
ada yang mengatasi isu ini dan interkoneksinya secara 
komprehensif. Kombinasi tenaga kerja murah atau 
tanpa biaya, kemampuan dan kapasitas terbatas untuk 
mengawasi penangkapan ikan IUU, dan ketidakmampuan 
mereka yang berada dalam rantai pasokan (dan konsumen) 
untuk membedakan produk sah dari produk ilegal di pasar 
membuat isu ini menjadi tantangan berkelanjutan. 

Menggabungkan pengawasan langsung dan tidak 
langsung dapat mencegah kejahatan maritim dalam 
wilayah yang berisiko. Pengawasan langsung mungkin 
melibatkan peningkatan kehadiran penjaga pantai untuk 
mengidentifikasi dan melacak kapal yang dicurigai agar 
dapat dilakukan pencegatan. Melakukan operasi rahasia, 
yang melibatkan pihak berwenang yang menyamar 
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Atas: Unit anti-teroris Filipina dan penjaga pantai Jepang 
bersiap menangkap sekelompok orang yang berperan sebagai 
perompak saat latihan penegakan hukum maritim gabungan di 
Teluk Manila pada Mei 2015.

Petugas kepolisian dan bea cukai Indonesia memegang 
kakaktua jambul kuning Indonesia yang langka, diletakkan di 
dalam botol minuman, yang disita dari terduga penyelundup 
satwa liar pada Mei 2015.

sebagai nelayan, dapat meningkatkan akses ke kapal. 
Akan tetapi, bentuk pengawasan ketat ini tidak 
berkelanjutan dalam jangka panjang, khususnya di 
wilayah dengan sumber daya terbatas dan prioritas lain 
yang lebih mendesak. Efektivitas pengawasan langsung 
tergantung pada kehadiran konstan dan harapan bahwa 
semua kapal dinaiki dan diperiksa. Pengawasan tidak 
langsung melalui teknologi dan identifikasi kapal canggih 
dapat menyediakan sarana untuk mengatasi tantangan 
pemantauan dan pengamatan wilayah laut yang luas. 

Menerapkan teknologi baru juga membantu 
meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan yang 
terjadi di laut untuk memberikan informasi yang lebih 
baik bagi polisi, pemerintah, dan nelayan. Misalnya, 
Palau menguji penggunaan pesawat terbang (drone) tak 
berawak untuk mendeteksi dan mencegah nelayan ilegal 
yang beroperasi di ZEE-nya. Drone mampu mengisolasi 
lokasi kapal yang beroperasi secara ilegal serta nomor 
identifikasi spesifik yang diterbitkan oleh Organisasi 
Maritim Internasional (untuk kapal dengan tonase kotor 
100 ton ke atas) dan catatan sinoptik terus-menerus 
(untuk kapal dengan tonase kotor 500 ton ke atas). 

Wahana bawah air otonom memberikan perlindungan 
tambahan yang beroperasi sebagai platform untuk sensor 
atau sebagai alat untuk mengumpulkan bukti. Teknologi 
lainnya mencakup radar dan satelit untuk memantau 
kapal dari jarak jauh. Perbedaan panas gelombang mikro 
dapat membedakan kargo hangat dari kargo beku untuk 
mendeteksi pelanggaran perikanan (dan perdagangan 
manusia). 

Alat-alat ini mengirimkan data sehingga pihak 
berwenang dapat mencegat kapal di laut atau di 

pelabuhan dan berpotensi memberikan bukti yang dapat 
digunakan di pengadilan. Langkah-langkah ini mungkin 
juga efektif untuk pembagian informasi di antara RFMO, 
penjaga pantai, dan pemangku kepentingan lainnya. 

ARAH MASA DEPAN
Mengontrol kejahatan maritim, termasuk penangkapan 
ikan ilegal, di kawasan Indo-Asia-Pasifik mengharuskan 
penerapan dan pelaksanaan tata kelola praktik terbaik. 
Lahan perikanan yang menguntungkan dapat diakses 
secara ilegal. Penguatan upaya pemerintah akan 
memberikan perlindungan bagi mereka.

Pertimbangan juga seharusnya diberikan untuk 
faktor risiko perifer di darat dan di laut yang 
meningkatkan kemungkinan perdagangan manusia, 
kerja paksa, dan buruh murah. Langkah pertama yang 
diperlukan adalah mengadopsi konvensi internasional 
yang relevan, dan perjanjian bilateral dan multilateral 
yang mendukung pembuat kebijakan dan lembaga 
regulasi untuk mengembangkan alat bantu bagi upaya 
penindakan.

Penyempurnaan dan peningkatan kemampuan 
pengawasan dapat dicapai dengan menggabungkan 
teknologi dan pengaturan kerja sama regional untuk 
memantau wilayah yang luas dari jarak jauh dan 
mengurangi kesempatan terjadinya pelanggaran 
tersembunyi. Terakhir, dan yang lebih penting, 
meningkatkan transparansi tentang kejahatan maritim di 
kalangan konsumen, khususnya penangkapan ikan IUU, 
merupakan tindakan penting untuk mendorong pilihan 
yang dibuat berdasarkan informasi yang cukup dan 
pembelian berkelanjutan.  o

AFP/GETTY IMAGES

REUTERS
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Fregat Angkatan Laut Bangladesh BNS Abu 
Bakar, latar depan, berpartisipasi dalam latihan 
maritim multinasional di lepas pantai Tiongkok 
pada April 2014.  REUTERS
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Persahabatan Abadi
Kemampuan Masa Depan 

STAF FORUM

Angkatan Laut Bangladesh berfokus untuk 
memperkuat diri sebagai mitra regional terkemuka

dan
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Simposium Angkatan 
Laut Samudra 
Hindia memperluas 
jangkauannya

Seminar perdana Simposium Angkatan Laut 
Samudra Hindia (IONS) diselenggarakan oleh 
Angkatan Laut India pada tahun 2008. Seminar 
berikutnya diselenggarakan oleh Angkatan Laut Uni 
Emirat Arab pada tahun 2010, Angkatan Laut Afrika 
Selatan pada tahun 2012, Angkatan Laut Australia 
pada tahun 2014, dan Angkatan Laut Bangladesh 
pada tahun 2016.

IONS mencakup 23 negara yang secara permanen 
menguasai wilayah yang berbatasan atau terletak di 
dalam Samudra Hindia dan tujuh negara pengamat.

ANGGOTA
Negara Pesisir Asia Selatan: Bangladesh, 
India, Maladewa, Pakistan, Seychelles, Sri 
Lanka, dan Britania Raya (Kawasan Britania 
di Samudra Hindia)

Negara Pesisir Asia Barat: Iran, Oman, Arab 
Saudi, dan Uni Emirat Arab

Negara Pesisir Afrika Timur: Prancis 
(Reunion), Kenya, Mauritius, Mozambik, 
Afrika Selatan, dan Tanzania

Negara Pesisir Asia Tenggara dan Australia: 
Australia, Indonesia, Myanmar, Singapura, 
Thailand, dan Timor-Leste

PENGAMAT
Tiongkok, Jerman, Jepang, Madagaskar, 
Malaysia, Rusia, dan Spanyol

A
ngkatan Laut Bangladesh, negara dengan 
sungai yang mengalir deras dan medan 
dataran rendah rawan banjir, dirintis pada 
tahun 1971 dengan dua kapal perang yang 
berpatroli di Teluk Benggala dan perairan 

sekitarnya. Beberapa dekade kemudian, Angkatan 
Laut Bangladesh telah berubah menjadi kekuatan 
maritim yang hampir mencapai sasarannya sebagai 
operasi “tiga-dimensi” dengan kemampuan udara, 
laut, dan bawah laut pada tahun 2030.

“Modernisasi angkatan bersenjata merupakan 
salah satu komitmen utama pemerintah saat 
ini. Penting untuk melakukan modernisasi 
dalam rangka membangun Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai 
kekuatan yang bijaksana dan efisien,” demikian 
menurut dokumen pemerintah Bangladesh yang 
menguraikan bidang belanja prioritas hingga 
tahun 2017. “Untuk melindungi kedaulatan 
dan keamanan nasional, maka perlu untuk 
memperoleh senjata, amunisi, dan peralatan 
perang modern yang penting dalam rangka 
meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata.”

Bangladesh mulai merencanakan upayanya untuk 
menjadi Angkatan Laut unggulan — dikenal secara 
nasional sebagai Sasaran Pasukan 2030 — lebih dari 
20 tahun sebelum tanggal pencapaian target itu. 
Negara ini baru saja menggenjot pesanan pembelian 
dan akuisisi peralatan militer, sambil berjuang untuk 
tetap menjadi mitra regional aktif ketika personel 
Angkatan Bersenjata meningkatkan keterampilan 
mereka melalui pelatihan tambahan di dalam negeri. 
Kesempatan pelatihan ini meliputi pelajaran tentang 
teknik perang modern dan perluasan pengetahuan 
tentang teknologi informasi baru — keduanya 

ditujukan untuk meningkatkan efisiensi semua 
pasukan pertahanan Bangladesh.

“Kami telah merencanakan masa depan yang 
cerah,” kata purnawirawan Laksamana Angkatan 
Laut Bangladesh Muhammad Farid Habib, yang 
pernah menjabat sebagai kepala Staf Angkatan 
Laut saat dia mengawasi pertemuan Simposium 
Angkatan Laut Samudra Hindia (Indian Ocean 
Naval Symposium - IONS) di Dhaka pada Januari 
2016, kepada FORUM. Angkatan Laut Bangladesh 
menjabat sebagai ketua IONS hingga tahun 2017. 

Dia mengatakan bahwa program Angkatan Laut 
ini memungkinkannya untuk mempertahankan 
talenta terbaik dan tercerdas dengan menawarkan 
serangkaian pilihan jalur karier yang lebih luas 
untuk taruna baru. “Jika mereka ingin menjadi pilot, 
jika mereka ingin berdinas di kapal selam, mereka 
memiliki semua peluang ini,” kata Habib. “Angkatan 
Laut mengalami kemajuan pesat, semakin 
berkembang. Kami memiliki kapal perang baru dan 
canggih. Rekrutan baru akan memiliki peran lebih 
besar di masa depan.”

Habib mengatakan kepada FORUM bahwa 
Bangladesh dulunya pernah mengalami kekurangan 
jumlah kapal yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
patroli yang diperlukan. Seusai diselenggarakannya 
IONS 2016 di Dhaka, negara ini menambah dua 
kapal fregat buatan Tiongkok ke armada Angkatan 
Laut Bangladesh dalam upacara di Pelabuhan 
Chittagong. Pejabat Angkatan Laut Bangladesh 
menyebutnya sebagai fregat paling mutakhir 
di armada mereka yang mampu mendeteksi, 
mengidentifikasi, dan menghancurkan target di 
permukaan dan udara, demikian menurut kantor 
berita online BDNews24. 
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Habib mengatakan bahwa Angkatan Laut 
Bangladesh juga berencana menambah helikopter 
dan mengoperasikan dua kapal selam yang dipesan 
dari Tiongkok ke armadanya pada pertengahan 
tahun 2016 sehingga memungkinkan negara ini 
untuk melindungi zona ekonomi eksklusifnya 
dengan lebih baik.

Selagi memfokuskan prioritas internalnya, negara 
ini juga terus mendorong perluasan kerja sama 
dengan sekutu di seluruh Indo-Asia-Pasifik.

“Dalam dunia saat ini, tidak ada alternatif 
selain inklusivitas,” kata Habib. “Kerja sama 
timbal balik sangat diperlukan untuk memperoleh 
manfaat yang diinginkan dari samudra. Mengingat 
semakin meningkatnya arti penting strategis dan 
ekonomi wilayah Samudra Hindia, sehubungan 
dengan tantangan kuantum yang dihadapi di 
sini, kemitraan bermakna antar negara pesisir 
merupakan hal penting.”

Dia mengatakan bahwa tidak ada negara pesisir 
yang dapat mengatasi tantangan maritim sendirian. 
Habib mengatakan bahwa semua pihak harus bekerja 
sama “bergandengan tangan” untuk mengembangkan 
“mekanisme kerja sama tangguh” yang dirancang 
untuk menghadapi tantangan masa kini.

“Arti penting geostrategis dan geoekonomi 
Samudera Hindia telah menjadikan kawasan ini 
sebagai poros dan penggerak utama ekonomi dunia 
di abad ke-21,” kata Habib. “Oleh karena itu, penting 
untuk menggali peluang bersejarah ini melalui 
keterlibatan kerja sama maritim yang tangguh.”

Dia menggambarkan kebijakan luar negeri 
Bangladesh sebagai “bersahabat dengan semua negara 
dan tidak mencari musuh.” Kebijakan ini masih 
terlihat jelas dalam dukungan dan partisipasi jangka 
panjang Bangladesh dalam program perdamaian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, Bangladesh mengirim kontingen 
pasukan penjaga perdamaian pertamanya pada tahun 
1988 dan telah menjadi salah satu kontributor penjaga 
perdamaian terbesar dengan mengirimkan lebih dari 
8.000 personel selama bertahun-tahun.

“Angkatan Laut Bangladesh selalu bekerja sama dengan 
negara-negara sahabat dan tetangga yang ramah. Apa pun kerja 
sama yang terjadi, kami akan berada di sana. Kami ingin melihat 
kehidupan yang damai untuk generasi mendatang. Kami ingin 
mewariskan dunia yang baik untuk generasi mendatang. Jika kita 
dapat bekerja sama dan berbagi pengalaman dan teknologi satu 
sama lain, semua orang akan diuntungkan.”
~ Purnawirawan Laksamana Angkatan Laut Bangladesh Muhammad Farid Habib

“Angkatan Laut Bangladesh selalu bekerja sama 
dengan negara-negara sahabat dan tetangga yang 
ramah,” kata Habib kepada FORUM. “Apa pun kerja 
sama yang terjadi, kami akan berada di sana. Kami 
ingin melihat kehidupan yang damai untuk generasi 
mendatang. Kami ingin mewariskan dunia yang baik 
untuk generasi mendatang. Jika kita dapat bekerja 
sama dan berbagi pengalaman dan teknologi satu 
sama lain, semua orang akan diuntungkan.” 

Dalam mencapai visi Angkatan Laut Bangladesh 
untuk mewujudkan Indo-Asia-Pasifik yang lebih 
kooperatif, Habib mengatakan bahwa Bangladesh 
berencana untuk memperluas hubungan kerja 
antara semua angkatan laut yang beroperasi 
di dan di sekitar Samudra Hindia selama masa 
kepemimpinan Angkatan Laut Bangladesh di 
IONS. Dia ingin melihat 35 anggota simposium ini 
berkumpul di suatu waktu pada tahun 2017 untuk 
berpartisipasi dalam latihan bantuan kemanusiaan 
dan tanggap bencana (humanitarian assistance and 
disaster response - HADR) yang merupakan latihan 
yang baru pertama kalinya diadakan untuk IONS. 

“Jika kita menjadi lebih dekat satu sama lain, 
maka mungkin masalah kita akan lebih mudah 
untuk dipecahkan,” kata Habib. “Kami ingin 
bekerja secara harmonis dalam suasana yang 
sangat menyenangkan, sehingga bersama-sama, 
kita dapat mengamankan Samudera Hindia kita 
untuk bangsa kita.”

Mengingat kekhawatiran universal terhadap 
bencana alam, Habib mengatakan bahwa latihan 
HADR tampaknya merupakan cara alami untuk 
memulai peningkatan kerja sama antar anggota 
IONS — di luar forum yang ada. Akan tetapi dia 
mengatakan bahwa isu-isu lainnya tetap sama 
pentingnya, seperti terorisme maritim.

“Setiap kali kelompok teroris mencoba 
menembus atau masuk melalui daerah pesisir, kita 
harus menghentikan mereka,” kata Habib kepada 
FORUM. “Jika setiap negara serius menghentikan 
penyusup ini di daerah mereka, maka bersama-
sama, kita dapat menghentikan ancaman ini.”  o
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Perahu kecil melaut di tengah kapal-kapal 
yang lebih besar di Selat Singapura.  REUTERS

DIJINAKKAN
Perairan yang

Tingkat kejahatan maritim di Asia 
Tenggara mengalami penurunan 

seiring upaya negara-negara 
untuk menyesuaikan strategi guna 

menangkal kegiatan bandit laut 
dan mencegah pembajakan

STAF FORUM
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nak buah kapal pengiriman dan pejabat maritim 
yang secara rutin melewati perairan di seluruh Asia 
Tenggara menerima sedikit kabar baik pada akhir 
kuartal pertama tahun 2016, ketika tim analis 

melaporkan bahwa pembajakan di kawasan itu 
jatuh ke titik terendahnya dalam satu dekade.

“Tiga bulan pertama tahun 2016 tampak menunjukkan 
sifat dinamis kejahatan maritim dan seberapa efektifnya 
tindakan untuk memeranginya dapat mengubah kondisi 
yang mendukung orang-orang baik,” kata Ian Millen, chief 
operating officer Dryad Maritime, tim operasi maritim dan 
spesialis intelijen yang berbasis di Inggris yang membahas 
kegiatan di lingkungan maritim. Dryad merilis angka-angka 
kuartal pertamanya. “Ada beberapa penyebab optimisme 
positif di kawasan tertentu, terutama Samudra Hindia tempat 
pembajakan Somalia sebagian besar masih bisa 
dikendalikan, dan di Asia Tenggara, tempat 
kita melihat perubahan luar biasa dalam enam 
bulan yang memberikan angka kuartal pertama 
terendah dalam satu dekade.”

Dryad melaporkan 13 kasus kejahatan 
maritim pada kuartal pertama tahun 2016 
dibandingkan dengan 35 insiden selama 
periode yang sama untuk tahun 2015 — 
penurunan lebih dari 50 persen. Insiden 
paling serius terjadi pada Maret 2016, 
ketika bandit laut membajak kapal minyak 
berbendera Indonesia yang membawa batu 
bara dari Indonesia ke Filipina, kemudian 
menahan 10 anak buah kapal dan menuntut 
uang tebusan 13,1 miliar rupiah (1 juta dolar 
A.S.). Pihak berwenang yakin para penjahat 
itu merupakan anggota organisasi teroris 
Kelompok Abu Sayyaf.

Lembaga lainnya juga telah mencatat dan 
menyajikan data tentang penurunan insiden yang dilaporkan, 
tetapi beberapa — seperti Biro Maritim Internasional 
(IMB) — mengevaluasi informasi tersebut dengan hati-hati. 
IMB, yang mendirikan pusat pelaporan di Kuala Lumpur, 
Malaysia, pada tahun 1992, mengatakan faktor utama 
dalam pengurangan global baru-baru ini adalah penurunan 
serangan terhadap kapal tanker bahan bakar kecil di sekitar 
garis pantai Asia Tenggara. 

“IMB terutama memuji tindakan sigap yang diambil 
oleh pihak berwenang Indonesia dan Malaysia dalam 
penangkapan dan penuntutan dua geng yang membajak kapal 
tanker. Kami juga memuji penangkapan beberapa terduga 
otak pelaku,” kata Direktur IMB Pottengal Mukundan dalam 
pernyataan pada Februari 2016 di situs web IMB. 

Menurut data IMB, 15 kapal dibajak pada tahun 2015 

dibandingkan dengan 21 kapal pada tahun 2014; 
271 sandera ditahan di kapal mereka pada tahun 
2015 dibandingkan dengan 442 sandera pada 
tahun 2014; dan tidak ada pembajakan yang 
dilaporkan selama kuartal keempat tahun 2015. 

Meskipun ada pengurangan dalam apa 
yang disebut IMB sebagai “bidang utama,” 
pejabat biro mengatakan bahwa pusat kegiatan 
pembajakan masih ada di seluruh dunia. 
Mukundan memperingatkan kapten kapal untuk 
terus melakukan “pengawasan anti-pembajakan 
dan anti-perampokan yang ketat” karena Asia 
Tenggara terus menjadi tempat terjadinya 
sebagian besar insiden di dunia, demikian 
menurut IMB.

“Kondisi dapat berubah dengan cepat, 
baik konsekuensinya baik atau buruk, jadi kita 
sama sekali tidak boleh lengah. Tanpa respons 
internasional yang komprehensif terhadap 
ancaman bajak laut Somalia, kita tidak akan 
berada dalam posisi yang menguntungkan seperti 
saat ini,” kata Millen. “Banyak penghargaan 
harus diberikan kepada pasukan angkatan laut 
internasional dan industri keamanan maritim 
yang kapal perang, helikopter, dan penjaga 

Personel unit anti-teroris Penjaga Pantai Filipina menangkap 
sekelompok orang yang berperan sebagai bajak laut yang 
membajak kapal selama latihan penegakan hukum maritim 
gabungan dengan Jepang di sebuah teluk di Manila pada 
Mei 2015.  REUTERS
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untuk mengklasifikasikan serangan berdasarkan tingkat 
kekerasan yang digunakan dan kerugian ekonomi yang 
ditimbulkan. Bateman menulis bahwa dari 200 serangan yang 
dicatat ReCAAP pada tahun 2015, 153 serangan dianggap 
insiden kecil yang melibatkan pencurian kecil dan tidak 
membahayakan awak kapal. 

“Penting untuk membedakan insiden ‘pembajakan’ dengan 
apa yang didefinisikan Organisasi Maritim Internasional 
sebagai ‘perampokan bersenjata terhadap kapal,’” tulis 
Bateman. “Pembajakan terjadi di atas kapal di laut lepas, 
sementara itu perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal 
terjadi di perairan di dalam yurisdiksi kedaulatan suatu negara 
— perairan internal, perairan kepulauan, dan laut teritorialnya. 
Sebagian besar insiden di perairan Asia sebenarnya merupakan 
'perampokan bersenjata terhadap kapal’ dan dengan 
demikian negara pantai yang terkait bertanggung jawab 
untuk mengambil tindakan penegakan hukum. Definisi tegas 
pembajakan menetapkan pembajakan sebagai ‘kejahatan 
terhadap kemanusiaan’ di luar yurisdiksi negara pantai dan 
setiap negara berhak untuk mengambil tindakan untuk 
mengatasinya.”

Laksamana Muda Achmad Taufiqqoerrochman M., mantan 
Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat, setuju bahwa 
pelabelan insiden kejahatan maritim dengan tepat membuat 
perbedaan terkait dengan reputasi bagaimana pihak berwenang 
setempat menangani bandit laut dan bajak laut di kawasan itu. 

“Kita harus menggunakan terminologi yang tepat,” kata 
Taufiqqoerrochman kepada FORUM pada Januari 2016 saat 
menghadiri Indian Ocean Naval Symposium di Bangladesh.

Taufiqqoerrochman mengatakan bahwa dia terbiasa 
membaca laporan yang merinci masalah pembajakan di Selat 

bersenjatanya telah menghalangi dan mengalahkan 
upaya pembajakan sehingga mengakibatkan 
penurunan luar biasa dari rekor tertinggi 213 
serangan terhadap pelayaran komersial pada tahun 
2011 menjadi nol pada tahun 2015 dan 2016 
hingga saat ini.”

Berfokus terlalu banyak pada angka dapat 
menyebabkan gambaran palsu dari apa yang 
persisnya sedang terjadi di kawasan tersebut, 
demikian menurut Sam Bateman, purnawirawan 
komodor Angkatan Laut Australia yang kini 
menjadi peneliti di Australian National Centre for 
Ocean Resources and Security. Dia juga merupakan 
penasihat Program Keamanan Maritim di S. 
Rajaratnam School of International Studies di 
Singapura. Dia menganjurkan untuk menggali lebih 
dalam guna menilai permasalahan yang sebenarnya.

“Angka mutlak serangan memberi kesan 
situasi yang menyesatkan,” tulis Bateman dalam 
analisis pada April 2016 berjudul “Kisah Nyata 
Pembajakan di Asia (The True Story of Piracy 
in Asia)” untuk Asia and the Pacific Policy 
Society. “Sangat penting untuk memahami arti 
di balik statistik dan melihat sifat serangan itu, 
kapal apa yang diserang, apakah kapal itu sedang 
dijangkarkan atau sedang melaut, dan di mana 
serangan itu terjadi.”

Bateman memuji Perjanjian Kerja Sama 
Regional tentang Pemberantasan Pembajakan 
dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal 
di Asia (ReCAAP) yang berbasis di Singapura 

Pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia dan Pelaut Angkatan Laut A.S. berlatih teknik pencegatan selama latihan 
Cooperation Afloat Readiness and Training di Indonesia pada Agustus 2015.  KOPRAL KEPALA JOSHUA SCOTT/ANGKATAN LAUT A.S.
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terhadap isu-isu kejahatan laut seperti yang mereka 
lakukan ketika masalah itu mencapai rekor tertinggi.

“Meskipun adanya kemajuan yang baik 
di beberapa bidang, kita harus ingat bahwa 
komplotan penjahat — maritim atau lainnya — 
beradaptasi, fleksibel, dan tidak dibatasi oleh etika, 
moralitas, atau hukum perusahaan internasional,” 
kata Millen dari Dryad Maritime. “Kita tahu 
bahwa kecerdasan bisnis mereka tidak kalah dari 
perusahaan yang sah dan patuh hukum dan akan 
beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar, 
menemukan cara baru yang tidak terlalu berisiko 
dan lebih menguntungkan untuk memperoleh 
keuntungan haram mereka. Berusaha terus 
selangkah di depan para penjahat adalah kunci 
keberhasilan, dan dasar-dasar keberhasilan terletak 
pada pemahaman tentang ancaman dan melakukan 
cara-cara untuk memitigasi risiko yang dapat 
ditimbulkan oleh penjahat.”  o

Malaka. Angkatan Lautnya mempertimbangkan laporan 
itu dengan serius dan menyelidiki bahwa menurut definisi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa ternyata apa yang terjadi 
merupakan insiden kriminal — bukan pembajakan.

Di samping masalah terminologi, pejabat Indonesia tidak 
senang dengan kegiatan yang mereka ungkap.

Taufiqqoerrochman menggambarkan Selat Malaka 
sebagai jalur laut yang sempit. Selama beberapa waktu, para 
penjahat lebih unggul daripada pihak berwenang Indonesia 
karena perahu mereka lebih cepat dan lebih kecil, sehingga 
lebih mudah bagi mereka untuk menavigasi selat itu. 
Taufiqqoerrochman mengatakan kepada FORUM bahwa 
Indonesia melengkapi Angkatan Lautnya dengan perahu serupa 
untuk mengimbangi kecepatan dan kelincahan bandit laut. 

Selain perubahan kemampuan, Indonesia mulai bekerja 
sama lebih erat dengan Malaysia untuk bertukar informasi 
tentang terduga bandit laut, dan berharap meningkatkan kerja 
sama dengan Singapura. Taufiqqoerrochman mengatakan 
bahwa peningkatan kerja sama regional membantu pejabat 
angkatan laut memperoleh bukti untuk menuntut para 
penjahat, yang sering kali membagi-bagi simpanan uangnya ke 
bank-bank di Malaysia dan Singapura.

Angkatan Laut Indonesia juga bekerja sama lebih 
erat dengan polisi dan Penjaga Pantai untuk melacak 
petunjuk tentang bandit laut yang melarikan diri ke pantai 
sebelum otoritas angkatan laut dapat menangkap mereka. 
Taufiqqoerrochman mengatakan petunjuk dan kerja sama 
antarlembaga telah memungkinkan Angkatan Laut Indonesia 
untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap lebih banyak 
bandit laut.

Kabar baik menurunnya insiden bukan menjadi alasan 
untuk bersantai. Bahkan, seiring meningkatnya kekhawatiran 
keamanan terkait kelompok teroris yang menyasar jalur 
perkapalan, para pejabat di Asia Tenggara terus mencari cara 
untuk meningkatkan patroli bersama dan menjaga perlintasan 
yang lebih aman bagi semua kapal. 

Para ahli mendorong negara-negara itu untuk tetap waspada 

Definisi kejahatan 
pembajakan yang tercantum 
dalam Pasal 101 Konvensi 
Hukum Laut Perserikatan 

Bangsa-Bangsa adalah 
sebagai berikut:

A. Setiap tindakan kekerasan atau 
penahanan ilegal, atau tindakan 
perampokan harta benda, yang dilakukan 
untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau 
penumpang kapal pribadi atau pesawat 
terbang pribadi, dan diarahkan:

• Di laut lepas, terhadap kapal atau 
pesawat terbang lain, atau terhadap 
orang atau properti di atas kapal 
atau pesawat terbang;
• Terhadap kapal, pesawat terbang, 
orang atau barang di suatu tempat 
di luar yurisdiksi Negara mana pun;

B. setiap tindakan partisipasi sukarela 
dalam pengoperasian kapal atau pesawat 
terbang dengan pengetahuan tentang 
fakta-fakta yang membuatnya menjadi 
kapal atau pesawat udara perompak;

C. setiap tindakan menghasut atau sengaja 
memfasilitasi tindakan yang dijelaskan 
dalam sub-ayat A atau B.

PEMBAJAKAN TERDIRI DARI SALAH 
SATU TINDAKAN BERIKUT INI:

Petugas polisi laut Malaysia melakukan penjagaan di Naniwa Maru 1 
di pelabuhan Klang, Malaysia, setelah kapal tanker itu dirampok oleh 
bajak laut pada April 2014.  THE ASSOCIATED PRESS
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i seluruh kawasan Indo-Asia-Pasifik, 
banyak negara berinvestasi dalam 
modernisasi angkatan abersenjata 
mereka — terutama kekuatan maritim 
mereka. Mereka memutakhirkan 
alutsista, berinvestasi di bidang teknologi 
pertahanan mutakhir, dan mengganti 
pesawat dan kapal yang berusia 30 atau 
40 tahun.

Para pemimpin Tiongkok sedang 
berupaya meningkatkan kemampuan 

angkatan bersenjata negara mereka yang 
sangat besar jumlahnya. Mereka mengembangkan pesawat 
tempur baru dan membenahi struktur komando kuno 
peninggalan era Perang Dingin. Kapal induk pertama 
Tiongkok yang dibuat di dalam negeri dengan bobot 
50.000 ton sedang dikerjakan.

Jepang sedang menguji pesawat tempur siluman 
pertamanya sambil membuat drone dan pesawat jet baru 
dalam usahanya untuk mempertahankan superioritas 
udara atas Tiongkok. Di laut, armada Jepang sekarang 
memiliki kapal perang terbesarnya sejak Perang Dunia II.

India sedang memutakhirkan Angkatan Lautnya dengan 
40 kapal perang baru, 12 kapal selam tambahan, dan kapal 
induk pertama yang dirancang dan dibuat oleh India.

Di Korea Selatan, mereka sedang menciptakan Angkatan 
Laut air biru modern yang mampu memproyeksikan 
kekuatannya jauh di luar pesisir negara itu.

Di Australia, mereka sedang meluncurkan rencana 20 
tahun untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut. Ini 
termasuk kesepakatan senilai 50 miliar dolar Australia (40 
miliar dolar A.S.) dengan Prancis untuk membuat armada 
12 kapal selam diesel-listrik Barracuda. 

Analis pertahanan mengatakan bahwa meningkatnya 
kekuatan Tiongkok dan provokasi terus menerus 
Korea Utara adalah beberapa persepsi ancaman yang 
mendorong tren ini.

Mereka mengatakan bahwa kekuatan militer yang 
berkembang di kawasan ini pada dasarnya merupakan 
reaksi terhadap meningkatnya keagresifan Beijing — 

klaim gigihnya terhadap 
lebih dari 80 persen 
wilayah Laut Cina 
Selatan. Beijing telah 
mendukung klaim ini 
dengan mengeruk pasir 
untuk membangun pulau-
pulau yang dilengkapi 
dengan lapangan udara 
dan fasilitas militer 

lainnya. Dorongan kedua di belakang peningkatan 
kekuatan militer regional adalah ancaman ambisi bom dan 
rudal nuklir Korea Utara yang dikombinasikan dengan 
perilaku tak terduga rezimnya, yang khususnya membuat 
khawatir pemimpin Korea Selatan dan Jepang.

“Keputusan akuisisi senjata di Asia-Pasifik terus 

didorong oleh banyak alasan strategis dan faktor 
domestik,” tulis Sheryn Lee dari Pusat Studi Strategis 
dan Pertahanan Australian National University dalam 
analisis untuk Lembaga Kebijakan Strategis Australia. 
“Sengketa maritim antara Tiongkok dan negara-negara 
tetangganya telah meningkatkan ketegangan dan 
memengaruhi program modernisasi militer negara-
negara itu. Ketegangan ini telah mendorong kebutuhan 
akan kemampuan pengintaian yang lebih besar dan 
sistem intelijen sinyal serta lebih banyak wahana tempur 
permukaan dengan daya tahan lebih lama dan platform 
yang mampu meluncurkan rudal anti-kapal, kapal selam, 
dan pesawat terbang jarak jauh.”

MEMPERKUAT PERTAHANAN
Hampir setiap militer besar di Indo-Asia-Pasifik telah 
mulai meningkatkan persenjataannya.

Thailand telah mengejar mimpi yang sudah lama 
ditangguhkan untuk membeli kapal selam. Vietnam telah 
memulai pembangunan militer terbesarnya sejak Perang 
Vietnam. Indonesia telah mengakuisisi rudal anti-kapal 
canggih dan mengganti pesawat terbang berusia 30 tahun 
dengan pesawat jet tempur baru.

Filipina menerbangkan pesawat supersonik 
pertamanya dalam satu dekade. Di Dhaka, mereka 
menonaktifkan kapal tua Angkatan Laut Bangladesh dan 
mengerahkan kapal baru atau kapal yang diperbarui untuk 
menggantikannya. Taiwan sedang membangun armada 
kapal selamnya sendiri.

Kecenderungan ini tidak melambat. 
Secara gabungan, militer di seluruh Indo-Asia-Pasifik 

akan membelanjakan sekitar 1,31 kuadriliun rupiah (100 
miliar dolar A.S.) lebih banyak per tahunnya pada tahun 
2020 daripada yang mereka belanjakan pada tahun 2015, 
naik dari total 5,71 kuadriliun rupiah (435 miliar dolar 
A.S.) pada tahun 2015 menjadi diperkirakan mencapai 
6,99 kuadriliun rupiah (533 miliar dolar A.S.) pada tahun 
2020, demikian menurut analisis anggaran pertahanan 
tahun fiskal 2016 yang dibuat oleh IHS Jane’s Defense.

Laporan Jane’s mengatakan bahwa negara-negara itu 
melakukan pembelanjaan strategis untuk memperoleh 
pengaruh regional yang lebih besar.

Lima negara di kawasan itu muncul pada daftar 15 negara 
dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia untuk tahun 
2015 yang diterbitkan oleh IHS Jane’s setelah A.S., yang 
berada di posisi Nomor 1: Tiongkok menduduki peringkat 
Nomor 2; India, Nomor 6; Jepang, Nomor 7; Korea Selatan, 
Nomor 10; dan Australia, Nomor 11. Sementara itu, Rusia 
menduduki peringkat Nomor 5.

“Meningkatnya ketegangan di Asia-Pasifik telah 
mengakibatkan proses modernisasi militer yang lama 
tertunda berubah menjadi agenda politik utama di 
sejumlah negara,” kata Craig Caffrey, analis utama di IHS 
Jane’s, dalam laporan itu. “Filipina, Indonesia, Jepang, dan 
Vietnam semuanya mengikuti jejak Tiongkok, dan kita 
tidak melihat tanda-tanda tren ini akan segera berakhir.”

Kapal induk helikopter kelas 
Izumo adalah kapal perang 
terbesar yang dibangun 
Jepang sejak Perang Dunia 
II. Dengan dek penerbangan 
yang menawarkan lima tempat 
pendaratan helikopter, kapal 
induk ini dapat melakukan 
operasi amfibi dan peperangan 
anti-kapal selam.  REUTERS
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MENGGABUNGKAN KEKUATAN
Pada saat yang sama, meningkatnya volatilitas di Indo-Asia-
Pasifik memacu hubungan pertahanan yang lebih dekat 
antara jaringan negara-negara utama, demikian menurut 
banyak pejabat di kawasan itu.

Misalnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop 
menyatakan pandangan ini dalam pidato pada Maret 2016 
di Tokyo. Menunjuk pada ketegangan di Laut Cina Selatan 
dan “tindakan destabilisasi serampangan” seperti uji coba 
nuklir Korea Utara baru-baru ini, Bishop mengatakan 
bahwa gejolak politik di kawasan itu mengarah pada kerja 
sama yang lebih strategis antara Tokyo dan Canberra, 
demikian menurut laporan Reuters. “Australia akan 
terpapar pada gejolak global dan regional, tetapi itu berarti 
hubungan kami dengan mitra tepercaya seperti Jepang 
menjadi jauh lebih penting,” kata Julie Bishop.

Sementara itu, Amerika Serikat berusaha mendorong 
kerja sama yang lebih erat di antara sekutu dan mitra 
Indo-Asia-Pasifiknya. Washington mendorong mereka 
untuk memikul peran keamanan yang lebih besar 
ketika kebangkitan Tiongkok mengubah keseimbangan 
kekuasaan, demikian menurut analis di kawasan itu. 
Dinamika ini bertindak sebagai katalis lain bagi 
modernisasi angkatan bersenjata negara-negara ini.

“Pemerintah [A.S.] telah berfokus pada upaya strategis 
untuk menyeimbangkan tindakan Tiongkok dengan 
meningkatkan kehadiran militer Amerika di garis depan, 
memperkuat kemampuan mitra dan sekutunya, dan 
memperdalam kemitraan keamanan di seluruh kawasan 
itu,” tulis Ashley Townshend, peneliti di Pusat Kerja Sama 
dan Tata Kelola Asia-Pasifik di Fudan University, Shanghai, 
dalam laporan pada April 2016 untuk Institut Kebijakan 
Internasional Lowy yang berbasis di Australia.

Hasilnya: Kemitraan strategis menguat ketika negara-
negara itu menggabungkan kekuatan untuk menjaga 
stabilitas di kawasan itu.  

Contoh utama adalah Filipina, yang telah menerima 
bantuan dari mitra seperti Australia, Israel, Jepang, 
Korea Selatan, dan A.S. untuk memutakhirkan Angkatan 
Bersenjatanya, demikian menurut laporan media dan 
pernyataan resmi.

Jepang meningkatkan koordinasi militernya dengan 
Filipina dan Vietnam selain terlibat dalam dialog trilateral 
berkesinambungan dengan India dan Australia untuk 
memajukan keamanan maritim, demikian menurut analisis 
pada Maret 2016 di surat kabar South China Morning Post 
yang berbasis di Hong Kong.

India dan A.S. mengumumkan pada April 2016 bahwa 
mereka hampir berhasil mencapai kesepakatan logistik 
pertahanan, demikian menurut The Associated Press, 
dan kedua negara berencana untuk bekerja sama dalam 
pembuatan kapal induk India di masa mendatang.

Para pejabat Australia mendorong untuk meningkatkan 
hubungan pertahanan dengan Vietnam, Filipina, dan 
Singapura, demikian menurut pemberitaan di media Australia.

Di seluruh kawasan, sebagian besar pemutakhiran 
militer difokuskan pada kekuatan maritim.

“Angkatan laut regional juga melakukan modernisasi — 
terutama sekali dengan membeli kapal selam,” catat majalah 
The Economist. “Selain pembelian [enam kapal selam] oleh 
Vietnam, India telah memesan enam kapal selam dari 
Prancis, dan Pakistan telah membeli delapan kapal selam 
dari Tiongkok, yang juga menyediakan dua kapal selam 
untuk Bangladesh. Jerman akan mengirimkan dua kapal 
selam ke Singapura dan lima kapal selam ke Korea Selatan, 
yang telah menjual tiga kapal selam buatannya sendiri ke 
Indonesia. Australia akan membeli antara delapan hingga 
12 kapal selam.”

Berikut ini adalah tinjauan tentang bagaimana 
negara-negara Indo-Asia-Pasifik meningkatkan angkatan 
bersenjata mereka:

Tiongkok
Militer terbesar di dunia ini sedang melakukan 
modernisasi menyeluruh terhadap pasukannya, 

meskipun analis mengatakan Tiongkok masih 
perlu menempuh jalan yang panjang untuk 

mengimbangi kemampuan A.S., yang memiliki militer paling 
kuat di dunia. Meskipun pasukan darat jumlahnya hampir 
tiga-perempat dari jumlah kekuatan pasukan Tiongkok, 
negara ini mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk 
angkatan laut dan angkatan udaranya. 

Tiongkok yang bermaksud menegaskan klaim 
maritimnya terus menambah armadanya dengan kapal 
fregat, kapal perusak, dan kapal selam nuklir baru, demikian 
menurut media dan laporan pemerintah. 

Tambahan yang paling menonjol: Liaoning, kapal induk 
bekas era-Soviet yang dibangun kembali oleh Tiongkok 
dan dioperasikan pada tahun 2012. Pada awal tahun 2016, 
Tiongkok menegaskan bahwa pihaknya sedang membuat 
kapal induk lainnya yang dikembangkan secara sepenuhnya 
dengan teknologinya sendiri. Laporan Pentagon pada 
tahun 2015 mengatakan bahwa Tiongkok bisa membuat 
beberapa kapal induk dalam 15 tahun mendatang.

Di langit, pesawat tempur Tiongkok masih tertinggal 
dari pesawat A.S. dan sekutu dekatnya, tetapi Beijing terus 
mengembangkan pesawat jet tempur modern dan siluman, 
demikian ungkap ahli militer. Tiongkok berjuang untuk 
menguasai mesin pesawat terbang canggih yang akan 

Pesawat tempur siluman J-31 Tiongkok tampil di 
Airshow China 2014.  AFP/GETTY IMAGES
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memungkinkan pesawatnya mengimbangi pesawat tempur 
Barat dalam pertempuran, demikian ungkap sumber industri 
asing dan Tiongkok kepada Reuters pada Januari 2016. 

Selain rudal nuklirnya, Tiongkok terus menambah 
persediaan 1.200 rudal balistik berhulu ledak 
konvensionalnya, bersama dengan rangkaian rudal 
permukaan-ke-udara dan rudal anti-kapal, demikian 
ungkap analis pertahanan.

“Militer Tiongkok mengirimkan sinyal yang kuat bahwa 
pihaknya bersiap-siap untuk bersaing dengan A.S. sebagai 
negara adidaya global, terlibat dalam upaya reformasi 
multisisi untuk memodernisasi dan memprofesionalkan 
militernya,” tulis Yvonne Chiu, guru besar muda di 
University of Hong Kong yang mempelajari secara khusus 
militer Tiongkok, dalam laporan CNN pada Maret 2016.

India
Kapal induk aktif tertua di dunia, INS Viraat 
buatan Inggris, akhirnya akan dinonaktifkan 

dari Angkatan Laut India dan diubah menjadi 
objek wisata, demikian menurut surat kabar The 

Times of India. Kapal induk India lainnya adalah INS 
Vikramaditya buatan Rusia, kapal induk kelas Kiev yang 
dioperasikan Angkatan Laut India pada tahun 2013 setelah 
dimodifikasi untuk mendukung apa yang disebut operasi 
short take-off but arrested recovery (STOBAR) sayap 
tetap. Sekarang India sedang merancang kapal induk 
pertama yang diproduksi di dalam negeri, INS Vikrant, 
yang direncanakan selesai pada tahun 2018 atau 2019. 
New Delhi sedang berupaya mendapatkan bantuan A.S. 
untuk memperoleh teknologi peluncuran elektromagnetik 
canggih, yang bisa meluncurkan pesawat yang lebih berat, 
demikian yang dikatakan Laksamana John Richardson, 
Kepala Operasi Angkatan Laut A.S., kepada Reuters pada 
Februari 2016. Itu akan menjadi kolaborasi militer paling 
signifikan kedua negara hingga saat ini.

Angkatan Laut India khawatir dengan keberadaan 
angkatan laut Tiongkok di Samudra Hindia dan upaya 
Tiongkok untuk membangun infrastruktur pelabuhan di 
negara-negara mulai dari Pakistan hingga Jibuti, demikian 
yang dilaporkan Reuters pada Februari 2016. Oleh karena 
itu, Angkatan Laut India memiliki rencana untuk membeli 
selusin kapal selam baru dan 40 kapal perang tambahan. 

Kapal selam bertenaga nuklir pertama India yang diproduksi 
di dalam negeri, INS Arihant, siap untuk beroperasi, 
demikian menurut laporan berita pada April 2016.

Reuters melaporkan pada Februari 2016 bahwa 
Angkatan Udara India berupaya untuk menggantikan 
skuadron pesawat tempur era Soviet yang sudah menua 
dan sedang melakukan negosiasi untuk membeli puluhan 
pesawat tempur modern dari Prancis. New Delhi berharap 
untuk mengisi sebagian besar armada Angkatan Udaranya 
dengan pesawat jet tempur produksi dalam negeri yang 
sudah lama ditunggu-tunggu.

Jepang
Untuk memperkuat pertahanan pulau-pulau 
selatannya, pusat sengketa wilayah dengan 

Tiongkok, Jepang menyusun anggaran militer 
yang memecahkan rekor tertinggi untuk tahun 

2016. Anggaran tahun 2016-nya meliputi pembuatan kapal 
selam, pengembangan sonar, dan kapal perusak canggih 
yang dilengkapi radar Aegis dengan kemampuan pertahanan 
rudal. Pembelian alutsistanya di masa mendatang meliputi 
tiga drone pengintaian Global Hawk buatan A.S. dan 42 
pesawat jet tempur Lockheed Martin F-35 Joint Strike, 
demikian menurut The Associated Press dan Reuters. 

Pejabat pertahanan mengumumkan secara terbuka pada 
awal tahun 2016 bahwa Jepang sedang menguji prototipe 
pesawat tempur siluman pertamanya yang diproduksi di 
dalam negeri. The Associated Press melaporkan bahwa 
pesawat yang disebut F-3 itu menguji teknologi siluman 
buatan Jepang yang dapat digunakan dalam desain pesawat 
jet tempur generasi mendatang yang suatu hari nanti bisa 
menggantikan armada pesawat tempur F-2 Jepang.

Sedangkan untuk Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, 
alutsista baru Angkatan Lautnya adalah kapal induk 
helikopter Izumo yang panjangnya 248 meter. Kapal induk 
Izumo yang dioperasikan pada tahun 2015 itu merupakan 
kapal perang terbesar Jepang sejak Perang Dunia II.

Australia
Perdana Menteri Malcolm Turnbull 
mengatakan kepada para tentara Angkatan 

Bersenjata di Canberra pada Februari 2016 
bahwa Australia akan meningkatkan anggaran 

pertahanannya hingga mencapai 283,5 triliun rupiah 
(21,6 miliar dolar A.S.) selama dekade mendatang dengan 
membeli kapal fregat baru, pengangkut personel lapis 
baja, pesawat jet tempur pemukul, drone, dan kapal selam, 
demikian yang dilaporkan Reuters.

Pemerintahannya membuat dokumen strategis, Buku 
Putih Pertahanan, yang mengatakan bahwa penguatan 
militer diperlukan untuk menjaga perdamaian di kawasan 
ini. Buku putih itu menyatakan bahwa Australia “sangat 
prihatin dengan kecepatan dan skala kegiatan reklamasi 
lahan Tiongkok yang belum pernah terjadi sebelumnya” di 
Laut Cina Selatan, demikian menurut The Associated Press.

Buku putih itu “menetapkan rencana paling ambisius 
untuk meregenerasi Angkatan Laut Australia sejak Perang 

Anak buah kapal berjalan di dek INS Vikramaditya, 
salah satu kapal induk Angkatan Laut India.  REUTERS
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Dunia Kedua,” tulis Marise Payne, menteri pertahanan, 
dalam kata pengantar untuk laporan itu. Buku putih itu 
“menegaskan kembali komitmen Pemerintah terhadap 
industri galangan kapal angkatan laut Australia yang kuat, 
kompetitif secara internasional, dan berkelanjutan. Kunci 
keberhasilan penyampaian dan keberlanjutan peningkatan 
kemampuan pertahanan kami adalah tingkat kolaborasi 
baru dengan industri pertahanan Australia dan organisasi 
penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.” Buku putih 
itu menyatakan bahwa pemerintah akan menginvestasikan 
16,3 triliun rupiah (1,24 miliar dolar A.S.) selama 
dekade mendatang untuk meningkatkan daya saing dan 
mempromosikan inovasi.

Agence France-Presse melaporkan bahwa rencana 
berkesinambungan untuk membuat kapal baru itu akan 
mendukung program “Fregat Di Masa Depan” Pasukan 
Pertahanan Australia dengan menambahkan sembilan kapal 
fregat dan 12 kapal patroli. Laksamana Madya Angkatan 
Laut Australia Tim Barrett mengatakan bahwa kapal fregat 
baru akan menjadi kekuatan utama Angkatan Laut selama 
beberapa dekade mendatang. Buku putih itu menyatakan 
bahwa Australia akan menambah 12 kapal selam baru yang 
“superior di kawasan ini.”

Australia juga akan membeli pesawat terbang (drone) 
tak berawak pertamanya guna mengasah kemampuannya 
untuk melindungi kedaulatan maritim, demikian menurut 
buku putih itu.

Korea Selatan
Rencana Reformasi Pertahanan Angkatan 
Laut Republik Korea 2020 mengubah fokus 

proyek pengadaan Angkatan Laut Republik 
Korea (ROKN) untuk mencapai status dan prestise 

angkatan laut air biru. ROKN akan berusaha mendapatkan 
kemampuan ekspedisi, beroperasi di perairan dalam 
di lautan terbuka, daripada berkonsentrasi pada peran 
tradisionalnya untuk mengamankan pesisir Korea Selatan 
dari penyusupan yang dilakukan oleh pasukan militer 
Korea Utara atau kapal nelayan asing. 

Kantor Berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa 
sejak tahun 2013 Angkatan Laut telah mengerahkan armada 
baru kapal fregat kelas Incheon berbobot 2.500 ton dan 
memensiunkan kapal fregat kelas Ulsan berbobot 1.500 ton 
yang dibuat pada tahun 1980-an. Pada tahun 2020, sekitar 
20 kapal fregat baru akan diluncurkan. “Sementara itu, 
penambahan kemampuan Aegis ke kapal tempur permukaan 
akan meningkatkan peran kapal tersebut secara substansial, 
baik di laut maupun dalam melindungi wilayah pesisir Korea 
Selatan terhadap pesawat terbang dan rudal balistik medan 
perang (TBM). Pasukan Angkatan Laut dan Marinir akan 
mendapatkan lebih banyak helikopter, dan elemen manuver 
Marinir akan memperoleh peningkatan jumlah kendaraan 
lapis baja, artileri jarak lebih jauh (peluncur roket ganda), 
dan kemampuan wahana udara tanpa awak (UAV) untuk 
pengintaian jarak yang cukup jauh (sekitar 80 km),” demikian 
menurut analisis RAND Corp. pada tahun 2006 mengenai 
rencana reformasi pertahanan Korea.

“Industrialisasi pascaperang Korea Selatan telah 
memungkinkannya untuk menjalankan proyek pembuatan 
kapal besar secara berturut-turut,” demikian yang 
dijelaskan situs web U.S. Naval Institute News. “Ekonomi 
Korea Selatan bergantung pada jalur laut yang aman 
dan karenanya, Angkatan Laut Korea Selatan sedang 
membangun kapal besar berteknologi tinggi untuk 
menciptakan angkatan laut lintas samudra.”

Mingi Hyun, peneliti di Korea Institute for Maritime 
Strategy, menulis dalam majalah online The Diplomat 
bahwa Korea Selatan “telah diperkuat dengan berbagai jenis 
kapal yang berpotensi memiliki jangkauan global — armada 
regional yang hanya bisa dilampaui ukurannya oleh Jepang, 
Tiongkok, dan India. Dari segi kualitas kapal diakui bahwa 
kapal Korea Selatan setara dengan ketiga negara itu.”

Dalam menanggapi uji coba bom nuklir Korea Utara 
pada Januari 2016 dan upaya berkelanjutannya untuk 
meluncurkan rudal balistik, A.S. dan Korea Selatan telah 
membahas pengiriman senjata A.S. yang lebih strategis ke 
Semenanjung Korea, demikian lapor Reuters.

Pada April 2016, Yonhap melaporkan bahwa Korea Selatan 
mengumumkan pihaknya mengerahkan lebih banyak sistem 
rudal permukaan-ke-udara barunya KM-SAM (Iron Hawk 
II) guna menggantikan 24 baterai Hawk lama yang telah 
digunakan Korea Selatan selama beberapa dekade. Unit 
KM-SAM merupakan peningkatan signifikan karena mudah 
dipindah-pindahkan, dengan peluncur yang dibawa pada truk.

Indonesia
Presiden Indonesia Joko Widodo berjanji untuk 
mengganti semua pesawat militer lama setelah 

pesawat kargo C-130 Hercules Angkatan Udara 
Indonesia pada Juni 2015 jatuh di lingkungan 

perumahan di pulau Sumatera, yang menewaskan sekitar 
140 orang. Pesawat itu sudah digunakan hampir sejak 50 
tahun yang lalu, demikian menurut majalah berita online 
The Diplomat.

Kecelakaan itu mendorong munculnya seruan 
modernisasi pesawat militer yang sangat dibutuhkan demi 
keselamatan. Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard 
Ryacudu menegaskan pada Juli 2015 bahwa negara itu akan 
menonaktifkan semua pesawat militer yang berusia lebih 
dari 30 tahun, demikian menurut The Diplomat.

Pemeriksaan terhadap pesawat terbang dan sistem 
persenjataan militer Indonesia menunjukkan bahwa lebih 
dari setengah alutsista Angkatan Bersenjata telah digunakan 
selama lebih dari tiga dekade, demikian menurut surat 
kabar The Jakarta Post. Akan tetapi, kekurangan pendanaan 
memperlambat laju modernisasi senjata.

Pada awal tahun 2016, Indonesia menegaskan niatnya 
untuk membeli delapan hingga 10 pesawat jet tempur Su-
35 Rusia, demikian menurut Pravda dan Bloomberg News. 
Ahli militer independen Alexander Yermakov mengatakan 
kepada situs web berita Rusia defendingrussia.com bahwa 
pesawat tempur berat Rusia ini cocok untuk geografi 
Indonesia. Dia mengatakan Su-35s, yang memiliki jarak 
jangkauan minimal 4.500 kilometer, berguna di negara 
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Sumber: Reuters, The Associated Press, Bloomberg, dan Agence France-Presse

Australia
Meningkatkan anggaran pertahanannya hingga mencapai 283,5 triliun 
rupiah (21,6 miliar dolar A.S.) selama dekade mendatang dengan 
membeli kapal fregat baru, pengangkut personel lapis baja, pesawat 
jet tempur pemukul, drone, dan kapal selam.

India
Merancang kapal induk INS Vikrant 
dan berencana untuk menambah 
selusin kapal selam baru dan 40 
kapal perang. Kapal selam bertenaga 
nuklirnya, INS Arihant, siap untuk 
dioperasikan, dan Angkatan Udara 
membelanjakan 115,5 triliun rupiah 
(8,8 miliar dolar A.S.) untuk membeli 
36 pesawat tempur Rafale.

Indonesia
Berencana untuk membeli delapan hingga 10 pesawat jet 
tempur Su-35 Rusia. Mengembangkan armada Angkatan 
Laut hingga memiliki 274 kapal dan menambah kapal perang 
modern, termasuk dua kapal fregat berpeluru kendali SIGMA 
10514 dengan panjang 105 meter dan tiga kapal selam serbu 
diesel-listrik Kelas Chang Bogo.

Jepang
Pembelian di masa 

mendatang meliputi tiga 
drone pengintaian Global Hawk dan 42 

pesawat jet tempur Lockheed Martin F-35 
Joint Strike. Jepang sedang menguji pesawat 
tempur siluman baru, dan alutsista andalan 

baru Angkatan Laut adalah kapal induk 
helikopter kelas Izumo.

Filipina
Membeli 12 pesawat jet tempur FA-50 buatan 

Korea. A.S. menyumbangkan kapal patroli cepat 
peninggalan Pasukan Penjaga Pantai dan 114 

kendaraan lapis baja. Negara ini menyewa 
pesawat Jepang untuk melakukan patroli di 

wilayah Laut Cina Selatan.

Korea Selatan
Telah mengerahkan armada baru kapal fregat 
kelas Incheon berbobot 2.300 ton sejak tahun 
2013. Pada tahun 2020, sekitar 20 kapal fregat 
baru akan diluncurkan.

Thailand
Membelanjakan 14,4 triliun 
rupiah (1,1 miliar dolar A.S.) 
untuk membeli tiga kapal selam 
kelas Yuan Tipe 039B.

Negara-negara Indo-Asia-Pasifik 
membelanjakan lebih banyak anggaran per 
tahun untuk memutakhirkan militer mereka, 
terutama berfokus pada kekuatan maritim.PERUBAHAN LAUT
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Vietnam
Mengakuisisi enam kapal 
selam canggih kelas Kilo dan 
telah melakukan pembicaraan 
untuk membeli pesawat 
tempur, pesawat patroli 
maritim, dan drone pengintai.
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yang memiliki jaringan lapangan udara terbatas di 13.000 
pulau yang membentang sepanjang 5.000 kilometer.

Di bawah kepemimpinan pendahulu Joko Widodo, 
Indonesia telah menetapkan langkah untuk memodernisasi 
Angkatan Lautnya. Bloomberg.com melaporkan bahwa 
pada tahun 2009, mantan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menerapkan rencana Minimum Essential Force 
yang bertujuan untuk merombak Angkatan Bersenjata pada 
tahun 2024, termasuk mengembangkan Angkatan Laut 
hingga memiliki armada 274 kapal dengan menyertakan 
lebih banyak kapal selam dan korvet. Ketika Joko Widodo 
menjabat, armada Indonesia memiliki sekitar 213 kapal, 
termasuk lebih dari 70 kapal tempur pesisir dan kapal 
patroli, demikian menurut laporan pada Desember 2015 
yang dipublikasikan dalam buletin online mingguan World 
Politics Review. Sekitar setengah dari armada ini tidak 
siap tempur. Indonesia berencana menambah lebih banyak 
kapal perang modern jika pendanaan memungkinkan, 
termasuk dua kapal fregat berpeluru kendali SIGMA 10514 
dengan panjang 105 meter yang dibuat bersama dengan 
produsen kapal Belanda DSNS dan tiga kapal selam serbu 
diesel-listrik Kelas Chang Bogo yang akan diproduksi 
bersama dengan Korea Selatan, demikian ungkap Ridzwan 
Rahmat, wartawan senior majalah IHS Jane’s Navy 
International di Singapura, kepada Bloomberg.com. 

Thailand
Pemimpin militer Thailand telah berupaya 
untuk membeli dua atau tiga kapal selam, yang 

akan memberi Thailand alutsista yang belum 
dimilikinya selama lebih dari 60 tahun, demikian 

menurut surat kabar The Bangkok Post. Para pejabat 
mengatakan bahwa kapal selam itu akan membantu Thailand 
mempertahankan kebebasan navigasi di Teluk Thailand, 
yang bisa terganggu jika sengketa teritorial di Laut Cina 
Selatan menyebar ke sana, demikian tulis The Diplomat.

Kemampuan Angkatan Udara Thailand telah meningkat 
secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini dengan 
penambahan 12 pesawat tempur Saab Gripen JAS 39C/D 
dan dua pesawat terbang Saab S100B Argus Airborne Early 
Warning yang dilengkapi dengan radar canggih, demikian 
menurut majalah Asian Military Review.

Pada tahun 2015, para pejabat mengonfirmasi 
pembentukan unit perang dunia maya yang dipimpin 
oleh militer yang dimaksudkan untuk melawan semakin 
banyaknya ancaman dunia maya, demikian menurut Agence 
France-Presse.

Filipina
Sejak tahun 2010, Filipina telah menyelesaikan 
55 proyek pemutakhiran militer senilai 11,71 

miliar peso (250 juta dolar A.S.), demikian 
menurut publikasi online diplomat.com. Program 

modernisasi militer negara itu sebagian dimotivasi oleh 
bentrokan yang terus terjadi dengan Tiongkok di Laut 
Cina Selatan. “Kami harus melindungi apa yang jelas-
jelas berada dalam yurisdiksi teritorial kami. Tentu saja, 

kami setidaknya harus dapat memantau perkembangan di 
daerah itu secara efektif, khususnya di zona sengketa,” kata 
Florencio Abad, mantan menteri Departemen Anggaran 
dan Manajemen Filipina, kepada Agence France-Presse. 

Pada tahun 2015, Brigadir Jenderal Angkatan Udara 
Filipina Guillermo Molina mengatakan pada sidang panel 
pertahanan nasional bahwa Filipina tidak memiliki pesawat 
tempur atau pesawat pengintai untuk mendeteksi intrusi 
di dalam perbatasan maritim yang luas, demikian menurut 
Reuters. Dia mengatakan bahwa Angkatan Laut Filipina 
memiliki dua kapal patroli cepat peninggalan Pasukan 
Penjaga Pantai A.S., tiga korvet peninggalan Angkatan Laut 
Kerajaan Inggris, dan kapal patroli kuno peninggalan Perang 
Vietnam dan Perang Dunia II. Di udara, Filipina memiliki 
helikopter, pesawat jet latih, dan pesawat transportasi.

Untuk memodernisasi militernya, Filipina telah 
mendapatkan bantuan dari Australia, Israel, Jepang, Korea 
Selatan, dan A.S.

Pada tahun 2015, Filipina membeli 12 pesawat jet 
tempur FA-50 buatan Korea — pesawat tempur supersonik 
pertama negara itu dalam satu dekade. Pesawat itu akan 
dikirimkan secara bertahap hingga 2017. “Kami senang 
kami akhirnya kembali ke zaman supersonik,” kata Menteri 
Pertahanan Voltaire Gazmin kepada The Associated Press.

Pada November 2015, A.S. menyumbangkan satu lagi 
kapal patroli cepat Penjaga Pantai untuk “patroli berdaya 
tahan panjang,” demikian menurut surat kabar The Sydney 
Morning Herald. A.S. juga memberikan 114 kendaraan 
lapis baja untuk membantu pasukan Filipina memerangi 
gerilyawan.

Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino III 
mengumumkan pada Maret 2016 bahwa negaranya 
menyewa pesawat terbang militer Jepang untuk melakukan 
patroli di wilayah yang diklaim Filipina di Laut Cina 
Selatan, demikian menurut Channel NewsAsia.

Pesawat patroli udara Angkatan Laut Filipina yang 
dimiliki sebelumnya hanya bisa terbang dalam jarak yang 
relatif pendek, demikian tulis surat kabar Jepang Yomiuri 
Shimbun. Sebaliknya, pesawat TC-90 Jepang menawarkan 
jarak jangkauan dua kali lebih jauh dan dapat terbang di 
atas sebagian besar Kepulauan Spratly yang disengketakan, 

Pesawat jet tempur FA-50 buatan Korea Selatan bersiap-
siap untuk mendarat di Pangkalan Udara Clark di sebelah 
utara Manila pada November 2015. Kedatangannya 
menandai kembalinya Filipina ke era pesawat tempur jet 
supersonik.  AFP/GETTY IMAGES
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demikian kata surat kabar itu.
Program National Coast Watch Center (Pusat 

Pengawasan Pantai Nasional) merupakan kemampuan baru 
lainnya. Sistem pengintaian ini dirancang untuk memantau 
lalu lintas samudra di Laut Cina Selatan, demikian menurut 
USNInews.org, situs web Institut Angkatan Laut A.S., 
dan “besar kemungkinan program itu didasarkan pada 
keberhasilan program Coast Watch South yang dilaksanakan 
sebelumnya” Pada intinya, situs itu menjelaskan, 
“Filipina menciptakan jaringan stasiun pemantauan yang 
menggabungkan radar, pengintaian maritim, dan jaringan 
radio/data yang menyediakan gambaran strategis dan taktis 
waktu-nyata lalu lintas samudra di Filipina Selatan — yang 
disebut Segitiga Laut Sulawesi.” Daerah itu mengalami 
banyak aktivitas perdagangan ilegal dan gerakan pengacau 
keamanan transnasional. "Ketika selesai pada tahun 2015, 
rangkaian Pengawasan Pantai yang menghadap ke barat 
akan memantau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina 
yang berjarak 200 mil laut dari gugusan Kepulauan Spratly 
yang diperebutkan. Di masa depan, rangkaian pemantauan 
tambahan juga akan mencakup wilayah negara itu yang 
menghadap Utara dan Timur,” tulis USNInews.org pada 
Februari 2015.

Vietnam
Vietnam telah mengubah strategi militernya 
untuk memosisikan pasukan pada “kesiapan 

tempur tinggi” — postur yang sesuai untuk 
mempertahankan diri terhadap serangan mendadak 

dari Tiongkok. Pengembangan kekuatan persenjataan 
Hanoi, digambarkan sebagai yang terbesar sejak puncak 
Perang Vietnam, mencakup pembelian alutsista utama 
untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan 
Darat Vietnam. 

Perkembangan yang paling signifikan adalah akuisisi 
enam kapal selam kelas Kilo canggih dari Rusia sehingga 
menciptakan upaya penangkalan yang lebih kuat di laut, 
demikian lapor Reuters pada Desember 2015. Vietnam 
telah melakukan pembicaraan dengan produsen senjata di 
Eropa dan A.S untuk membeli pesawat tempur, pesawat 
patroli maritim, dan drone pengintai. Vietnam telah 
meningkatkan pertahanan udara dengan radar pengintaian 
peringatan dini dan baterai rudal permukaan-ke-udara.

Reuters melaporkan bahwa Vietnam juga telah 
meningkatkan pertahanan pantainya dengan baterai 
artileri anti-kapal dan sistem K-300P Bastion mobile, yang 
dilengkapi rudal jelajah Ornyx, yang juga dapat diluncurkan 
dari kapal, pesawat terbang, dan kapal selam. 

Saat ini, peningkatan kemampuan Vietnam akan membuat 
Tiongkok menghadapi rintangan untuk mengoperasikan 
Angkatan Lautnya dalam jarak 200 hingga 300 mil laut dari 
pantai Vietnam, demikian ungkap pakar keamanan luar negeri 
kepada Reuters. Mereka menambahkan bahwa hal ini tidak 
sama seperti 10 tahun yang lalu. 

“Mereka tidak melakukan ini untuk parade hari nasional ... 
mereka sedang membangun kemampuan militer yang nyata,” 
kata Tim Huxley, ahli keamanan regional di International 

Institute of Strategic Studies di Singapura, kepada Reuters.

Taiwan
Mulai tahun 2016, Taiwan telah 
menganggarkan 1,2 triliun rupiah (91 juta 

dolar A.S.) selama empat tahun untuk tahap 
desain dari upaya selama puluhan tahun untuk 

membangun armada kapal selamnya sendiri. Taiwan 
memiliki empat kapal selam yang sudah menua — dua 
di antaranya berasal dari Perang Dunia II — meskipun 
Angkatan Bersenjatanya dianggap modern, demikian yang 
dilaporkan Reuters. 

Pada Desember 2015, A.S. mengumumkan penjualan 
persenjataan senilai 23,6 triliun rupiah (1,8 miliar dolar 
A.S.) ke Taiwan, termasuk dua kapal fregat berpeluru 
kendali, rudal anti-tank TOW, kendaraan serbu amfibi, dan 
rudal permukaan-ke-udara Stinger, demikian menurut The 
Associated Press dan Reuters.

Penjualan persenjataan besar pertama Amerika Serikat 
ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dalam 
empat tahun terakhir ini memicu amarah Tiongkok. 
Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa 
persenjataan baru itu akan memungkinkan negara itu untuk 
menjaga pertahanan yang kredibel.

KESIMPULAN
The Economist mencatat pada Februari 2016 bahwa Indo-
Asia-Pasifik sekarang menyumbang hampir setengah pasar 
global untuk persenjataan berat — hampir dua kali lipat 
dari daerah Timur Tengah yang dilanda perang. Stockholm 
International Peace Research Institute melaporkan 
bahwa India, Tiongkok, Australia, Pakistan, Vietnam, dan 
Korea Selatan merupakan enam dari 10 importir terbesar 
persenjataan tersebut. 

Namun, mungkin fitur yang paling menonjol tentang 
pengembangan kekuatan militer yang sedang berlangsung 
adalah bahwa hal itu terjadi di tengah-tengah kondisi 
kawasan yang relatif damai. Kawasan itu belum mengalami 
perang skala penuh antarnegara sejak Tiongkok menginvasi 
Vietnam pada tahun 1979 — hampir empat dekade lalu.

“Selama puluhan tahun Asia telah mengalami perdamaian 
yang lebih besar untuk jangka waktu lebih lama dari yang 
diharapkan banyak orang,” tulis Dr. Van Jackson, guru besar 
madya di College of Security Studies, Daniel K. Inouye 
Asia-Pacific Center for Security Studies, dalam esai untuk 
majalah The National Interest. “'Perdamaian Asia' bisa terjadi 
karena perhatian terhadap geopolitik di seluruh kawasan itu. 
Sumber tradisional konflik di antara negara-negara, seperti 
perlombaan persenjataan atau spiral konflik, telah dihindari 
melalui kombinasi diplomasi regional, pencegahan, dan 
komitmen keamanan A.S. — belum lagi keinginan umum di 
kalangan masyarakat sipil Asia untuk menghindari perang.”

Para ahli percaya bahwa modernisasi angkatan bersenjata 
yang sedang berlangsung di seluruh Indo-Asia-Pasifik dapat 
berkontribusi untuk menjaga stabilitas regional asalkan 
negara-negara ini terus menjangkau dan memperkuat 
hubungan keamanan dan pertahanan mereka.  o
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F ilipina merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 
pulau. Akan tetapi perairan yang mengelilingi pulau-pulau 
Filipina sering kali diabaikan. Kami memiliki salah satu garis 

pantai terpanjang di dunia yaitu 36.289 kilometer, hampir dua kali 
lebih panjang dari garis pantai Amerika Serikat. Selain itu, lebih dari 60 
persen populasi negara kami tinggal di daerah pesisir, dengan 64 dari 79 
provinsi merupakan provinsi pesisir dan dengan 25 kota-kota besar yang 
terletak di sepanjang pantai.

Selain memiliki garis pantai yang panjang, negara kami juga memiliki 
zona maritim yang luas dan perbatasan maritim yang mudah ditembus. 
Perairan teritorial, bersama-sama dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE), 
luasnya mencapai 2,2 juta kilometer persegi. Negara kami juga berada di 
tengah-tengah rute kapal tanker minyak dan jalur pelayaran komersial 
utama. Wilayah udara di atas domain maritim yang luas di negara kami 
juga berfungsi sebagai perlintasan untuk penerbangan sipil lokal dan 
internasional.

Kami telah berfokus pada pengembangan lingkungan laut karena 
memiliki arti penting dari sudut pandang integritas teritorial, 
keamanan nasional, warisan nasional, ekonomi, dan lingkungan. 
Kesatuan tanah dan air merupakan bagian integral dalam pemahaman 
teritorial nasional Filipina. 

Menjadi penyokong setia konsep doktrin kepulauan, Filipina 
merupakan salah satu di antara lima negara kepulauan berdaulat 
yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(UNCLOS) di Jamaika pada tahun 1982.

Domain maritim menyajikan kekayaan sumber daya alam. Sebagian 
besar cadangan minyak dan gas negara kami berada di lepas pantai, 
dan kekayaan mineral dasar laut yang sebagian besar masih belum 
dimanfaatkan juga terletak pada zona maritim yang luas di negara kami.

Lahan perikanan yang kaya di negara kami membuat negara kami 
menjadi salah satu negara penangkapan ikan utama di dunia. Pada 
tahun 2010, negara kami merupakan produsen tanaman air (termasuk 
rumput laut) terbesar ketiga di dunia dan terbesar kelima di dunia dalam 
produksi perikanan. Industri perikanan menghasilkan 183,1 miliar peso 
(3,9 miliar dolar A.S.) untuk harga sekarang dan 130,77 miliar peso (2,79 
miliar dolar A.S.) untuk harga konstan. Industri ini mempekerjakan 1,6 
juta operator perikanan, dari jumlah itu 1,37 juta merupakan nelayan 

LETNAN KOLONEL LAUT JONATHAN V. ZATA/ANGKATAN LAUT FILIPINA
FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

Model Filipina untuk 
Kesadaran Maritim Bersama 
Meningkatkan Tata Kelola
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KE DEPAN

SISTEM PENGAWASAN PANTAI NASIONAL 
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Pria-pria muda berjalan di 
atas perahu cadik nelayan 
yang berlabuh di mulut muara 
sungai Teluk Manila pada Mei 
2015. Penjaga Pantai Filipina 
melarang pelayaran oleh 
karena adanya Topan Noul di 
bagian utara negara itu.
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kota. Ekspor perikanan utama negara kami mencakup 
tuna, rumput laut, dan udang.

Lingkungan laut merupakan bagian dari ekosistem 
unik dan rapuh negara kami. Filipina berada dalam 
Segi Tiga Karang, pusat keanekaragaman hayati 
dunia laut. Kekayaan kehidupan laut negara kami 
mencakup spesies yang dieksploitasi secara komersial, 
serta spesies endemik dan terancam punah yang tidak 
dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Manajemen 
berkelanjutan dan konservasi lingkungan akan 
membantu memastikan dinikmatinya sumber daya ini 
oleh generasi masa depan Filipina.

Selain itu, Departemen Energi Filipina 
memperkirakan bahwa sumber daya energi lepas pantai 
di Laut Filipina Barat saja dapat memenuhi kebutuhan 
energi negara kami selama 20 tahun ke depan. Salah 
satu daerah potensial utama, Recto Bank, diperkirakan 
mengandung 8,799 triliun kaki kubik gas alam, demikian 
menurut sebuah laporan pada tahun 2012 di surat kabar 
Business Mirror. Saat ini, Malampaya, fasilitas produksi 
minyak pertama di negara kami, menyetor 13,67 triliun 
rupiah (1 miliar dolar A.S.) per tahun pada harga gas 
saat ini ke pundi-pundi nasional dan pada saat yang sama 
memberikan penghematan impor energi yang tak dapat 
dihindari senilai 6,84 triliun rupiah (500 juta dolar A.S.) 
per tahunnya.

Mengamankan daerah-daerah ini — anjungan minyak 
dan gas, jaringan pipa bawah laut dan infrastruktur terkait 
— sangat penting untuk ketahanan energi negara kami.

Seiring dengan kekayaan sumber daya dan banyaknya 
kesempatan yang dapat ditemukan di Filipina sebagai 
negara maritim, ada tantangan dan risiko yang harus 
dikelola dengan tepat. Salah satunya adalah perbatasan 
maritim negara kami yang mudah ditembus menimbulkan 
risiko keamanan serius dari gangguan asing, pembajakan 
maritim, dan kejahatan transnasional. Selain itu, bencana 
alam datang silih berganti di negara kami. Ini terlihat 
dalam banyaknya topan yang terbentuk di Samudra 
Pasifik dan letusan reguler gunung berapi bawah laut 
yang mengekspos daerah pesisir terhadap bahaya tsunami, 
di antara bahaya-bahaya lainnya. Selanjutnya, bencana 
buatan manusia memperburuk ancaman yang sudah 
melimpah ruah ini.

Selain kejadian kecelakaan laut reguler seperti tabrakan 
atau tenggelam, negara kami berada di sepanjang rute 
lalu lintas kapal tanker minyak dan menghadapi bahaya 
tumpahan minyak maritim. Luasnya hamparan zona 
maritim negara kami dan terbatasnya aset penegakan 
hukum maritim juga memaparkan negara kami terhadap 
ancaman penangkapan ikan ilegal, tidak diregulasi, dan 
tidak dilaporkan.

Semua ini menyoroti arti penting domain maritim 
untuk negara kami. Untuk menanggapi kebutuhan akan 
manajemen terpadu dan harmonis terhadap sejumlah 
masalah maritim, Filipina membentuk Sistem Pengawasan 
Pantai Nasional (National Coast Watch System - NCWS) 
pada tahun 2011. Menurut keputusan presiden yang 

mendasari penciptaannya, sistem ini berfungsi sebagai 
“mekanisme pusat antarlembaga untuk pendekatan yang 
terkoordinasi dan koheren pada masalah maritim dan 
operasi keamanan maritim guna meningkatkan tata kelola 
domain maritim negara kami.”

SEJARAH
Sebelum pembentukan NCWS, struktur antarlembaga 
dibentuk untuk membahas masalah maritim. Komite 
Kabinet tentang Perjanjian Hukum Laut tahun 1981 
mengoordinasikan pelaksanaan UNCLOS negara kami. 

Pada tahun 1988, komite tersebut disusun kembali 
dan diperluas untuk mencakup lembaga-lembaga yang 
akan mempelajari penyelarasan undang-undang dalam 
negeri dengan UNCLOS. Pada tahun 1994, komite ini 
digantikan oleh Komite Kabinet tentang Urusan Maritim 
dan Samudra (CABCOM-MOA) dengan kewenangan 
untuk merumuskan kebijakan dan mengatasi kekhawatiran 
tentang implementasi UNCLOS dan hal-hal yang 
berhubungan dengan maritim.

CABCOM-MOA diperkuat pada tahun 1999 dengan 
lebih memperluas keanggotaan dan fungsinya. Upaya 
ini mencakup perumusan dan rekomendasi kebijakan 
maritim nasional kepada presiden, mengoordinasikan 
pelaksanaannya, dan mengevaluasi secara berkala serta 
menyempurnakan kebijakan tersebut.

Pada tahun 2001, CABCOM-MOA dihapus dan 
fungsinya dilaksanakan oleh komite antarlembaga dengan 
Departemen Luar Negeri (DFA) sebagai lembaga utama 
melalui Pusat Urusan Maritim dan Samudra. Pada tahun 
2007, badan ini direorganisasi menjadi Komisi Urusan 
Maritim dan Samudra (CMOA) yang melaksanakan 
pengarahan dan yurisdiksi keseluruhan atas perumusan 
kebijakan, implementasi, dan koordinasi dengan 
departemen lain dan para ahli, baik asing maupun lokal, 
mengenai masalah maritim. Departemen urusan luar 
negeri secara historis memainkan peran penting dalam 
sebagian besar badan antarlembaga di masa lampau, baik 
sebagai sekretariat atau lembaga utama. Akan tetapi, 
diakui bahwa ada kebutuhan untuk memperluas kerja 
sama dan kolaborasi antarlembaga maritim di antara 
lembaga dan kantor pemerintah yang berbeda di luar 
aspek diplomatik. 

Pada tahun 2011, NCWS mengadopsi fungsi CMOA. 
Selain itu, keberhasilan proyek Pengawasan Pantai Selatan 
(CWS) yang diprakarsai oleh Angkatan Bersenjata Filipina 
mendorong replikasinya pada skala nasional sehingga 
membuka jalan bagi NCWS. CWS dibentuk untuk 
meningkatkan keamanan maritim di Filipina selatan. 
Upaya ini dikonsepsikan untuk lebih mengembangkan 
dan mengoperasionalkan pengawasan pantai di Filipina 
melalui pendekatan antarlembaga dan pemerintah secara 
keseluruhan, dengan keterlibatan aktif dari sektor swasta. 
CWS berperan penting dalam pelacakan dan pemantauan 
sejumlah besar kapal kargo lokal dan internasional yang 
membawa barang berbahaya saat transit di perairan 
Mindanao Barat, kapal yang sedang mengalami masalah, 
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Marinir Filipina berbaris di samping perahu patroli karet lambung kaku selama 
perayaan ulang tahun Angkatan Laut di kota Cavite pada Mei 2015.

dan kapal lainnya yang berpotensi melanggar undang-
undang maritim.

VISI
Visi NCWS adalah agar negara kami menjadi negara 
maritim global terkemuka yang sumber daya maritimnya 
dikelola dengan baik dan dilindungi. Ini adalah keadaan 
ketika mitra nasional, regional, lokal, sektor swasta, dan 
internasional dapat menerima dan mencapai tujuan 
bersama dalam berkolaborasi dan menikmati kekayaan 
sumber daya maritim dan kelautan untuk kesejahteraan 
ekonomi berdasarkan aturan hukum.

Proyek-proyek NCWS diarahkan untuk 
mempromosikan sinergi dan kolaborasi antar lembaga, 
yang dapat membantu mengoptimalkan penggunaan 
sumber daya dan kemampuan yang ada untuk operasi 
penegakan hukum maritim. Saat ini, berbagai lembaga 
mengumpulkan berbagai jenis informasi dari domain 
maritim dengan keterbatasan atau ketiadaan hubungan 
pembagian informasi. NCWS akan membangun dan 
melembagakan mekanisme pembagian informasi sehingga 
memungkinkan para pengambil keputusan untuk 
memantau situasi untuk membuat keputusan yang matang.

ORGANISASI
NCWS memiliki mandat ganda dan melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Tiga organisasi 
yang mengelola NCWS adalah Dewan Pengawasan 
Pantai Nasional, Sekretariat Dewan Pengawasan Pantai 
Nasional, dan Pusat Pengawasan Pantai Nasional 
(NCWC). Dewan ini bertugas merumuskan arahan 
strategis dan panduan kebijakan tentang masalah dan 
urusan maritim, sementara itu sekretariat memberikan 
dukungan teknis dan administratif pada dewan. Peran 
Pusat Pengawasan Pantai Nasional adalah memantau dan 
mengoordinasikan operasi keamanan maritim.

Ketua NCWC adalah sekretaris eksekutif dan 
anggotanya mencakup menteri departemen Filipina 
berikut ini: Transportasi dan Komunikasi, Pertahanan 
Nasional, Luar Negeri, Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah, Kehakiman, Energi, Keuangan, Lingkungan 
Hidup dan Sumber Daya Alam, dan Pertanian.

Lembaga pendukung menyediakan tenaga kerja, 
peralatan, dan dukungan material ke pusat tersebut dan 
operasinya. Hukum Filipina menginstruksikan semua 
lembaga pemerintah lainnya untuk berkoordinasi dan 
bekerja sama secara aktif dengan dewan tersebut guna 
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mendukung operasi keamanan maritim. Selanjutnya, 
penciptaan NCWS tidak akan mengurangi mandat, 
fungsi, dan tanggung jawab lembaga pendukung.

MEMANFAATKAN KEMITRAAN
Hal penting guna mencapai kesadaran domain maritim 
adalah kemampuan yang memungkinkan informasi 
relevan dari sumber-sumber yang berbeda untuk 
dimanfaatkan dengan tepat dalam rangka membuat 
keputusan dan tanggapan yang matang agar dapat 
melindungi dengan lebih baik domain maritim negara 
kami. Memanfaatkan kemitraan kami dengan Amerika 
Serikat menyediakan kemampuan yang dibutuhkan untuk 
menginisiasi NCWS, kami menanggapi kepentingan 
maritim bersama melalui Program Pencegahan 
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (WMD-PPP) di 
bawah Lembaga Reduksi Ancaman Pertahanan, sesuai 
dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1540 
Tahun 2004, mengenai respons efektif terhadap ancaman 
proliferasi dan terorisme global serta kebutuhan untuk 
memerangi bahaya ini dalam mengupayakan perdamaian 
dan keamanan internasional.

Kemampuan yang berbeda untuk komando dan 
komunikasi, pengawasan, deteksi, dan respons WMD 
antarlembaga yang berkesinambungan sedang diberikan 
kepada lembaga penegak hukum Filipina yang terkait 
seperti Penjaga Pantai Filipina, Grup Maritim Polisi 
Nasional Filipina, Biro Perikanan dan Sumber Daya 
Perairan, Biro Bea Cukai, serta lembaga pendukung 
maritim lainnya seperti Institut Nuklir dan Radiologi 
Filipina, Otoritas Pelabuhan Filipina, dan Biro 
Karantina.

Demikian juga, kontribusi Australia melalui Angkatan 
Laut, Komando Perlindungan Perbatasan, dan Layanan 
Bea Cukai Australia untuk pengembangan Program 
CWS Angkatan Bersenjata Filipina membantu dalam 
merumuskan sistem dan prosedur penting untuk 
pusat pembagian informasi antarlembaga 24/7, yang 
dimaksudkan untuk menjadi NCWC.

HASIL DAN JALAN KE DEPAN
Penyelesaian dan peresmian NCWC pada April 2015 
adalah tonggak bersejarah, terutama dalam menyoroti 
sifat kolaboratif dan kooperatif dari pembuatan sistem 
tersebut.

Protokol yang relevan dalam pembagian informasi, aksi 
maritim seragam, dan pengembangan kemampuan antar 
dan di antara anggota dan lembaga pendukung NCWS 
yang berbeda sudah dikembangkan untuk melengkapi 
konsep operasi NCWC. Program pengembangan 
kemampuan terfokus dan berkesinambungan, terutama 
untuk tenaga kepegawaian pusat tersebut, sedang 
dilakukan untuk lebih meningkatkan keterampilan dan 
prosedur untuk koordinasi antarlembaga, pembagian 
informasi, dan kerja sama.

Keberhasilan awal dalam pembagian informasi 
antarlembaga mengarahkan pada operasi respons 

antarlembaga yang positif, khususnya di salah satu 
pelabuhan bebas terkemuka negara ini di Luzon dan 
pelabuhan internasional lainnya di Mindanao. Ini 
menggarisbawahi relevansi kerja sama dan koordinasi 
mulus antarlembaga. Laju pemrosesan dan penerimaan 
informasi sangat penting pada saat perencanaan dan 
pelaksanaan strategi kewaspadaan bersama. Respons 
kompleks antarlembaga memerlukan perpaduan yang 
sehat dari kemampuan teknologi serta hubungan kerja 
yang baik di antara lembaga penegak hukum yang berbeda.

Kemampuan tambahan dialokasikan berdasarkan 
Tahap II WMD-PPP.

Program ini bertujuan untuk lebih mengintegrasikan 
sistem pengawasan yang ada dari lembaga maritim 
lainnya ke pusat tersebut serta untuk meningkatkan 
komunikasi, pengawasan, dan respons selama operasi 
penegakan hukum maritim antarlembaga.
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NCWC diimpikan untuk menjadi titik kontak 
tunggal negara kami mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan masalah maritim dengan mitra regional 
dan internasional seperti namun tidak terbatas 
pada: Komando Perlindungan Perbatasan Australia; 
Bakamla, Penjaga Pantai Indonesia; Komite Nasional 
Keamanan Maritim Kamboja; Organisasi Maritim 
Internasional; Penjaga Pantai Jepang; Satuan Tugas 
Gabungan Antarlembaga Barat; Lembaga Penindakan 
Maritim Malaysia; Pusat Koordinasi dan Penindakan 
Maritim, Thailand; Pusat Koordinasi Maritim 
Nasional, Brunei; Penjaga Pantai Amerika Serikat; 
Komando Pasifik A.S.; dan Polisi Maritim Vietnam.

Sekretariat NCWC juga sangat terlibat dengan 
kelompok kerja teknis dalam merancang undang-
undang maritim penting seperti mendefinisikan zona 
maritim dan jalur laut kepulauan negara ini.

Mengingat bahwa karakter sektor maritim 
suatu negara dapat dilihat sebagai mikrokosmos 
negara itu, sangat penting bagi pemerintah untuk 
mengambil tindakan dalam meningkatkan tata 
kelolanya. Upaya ini bukannya tanpa kerumitan, 
rintangan, dan tantangan, namun konsekuensi dari 
tidak berbuat sesuatu jauh lebih besar daripada 
risiko apa pun yang akan dihadapi oleh negara kami 
dalam melangkah ke depan.

NCWS merupakan konsepsi segar untuk tata kelola 
maritim. Upaya sistem ini dapat ditafsirkan sebagai 
langkah awal dalam misi mewujudkan visi Filipina 
untuk menjadi negara maritim global yang terkemuka, 
meskipun demikian upaya ini masih menjadi sebuah 
lompatan besar dalam pendekatan pemerintahan secara 
keseluruhan di negara kami dalam meningkatkan tata 
kelola dalam domain maritim.  o

Personel Penjaga Pantai Filipina naik ke atas kapal 
selama skenario pembajakan laut sebagai bagian dari 
latihan maritim gabungan Filipina-Jepang di dekat Teluk 
Manila di Laut Cina Selatan pada Mei 2015.
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STAF FORUM

KOMANDAN ARMADA A.S. LAKSAMANA SCOTT H. SWIFT 
MENAWARKAN SOLUSI UNTUK KEAMANAN MARITIM DI INDO-ASIA-PASIFIK

BERHUBUNGAN, 
BERKOLABORASI 
& MENAKLUKKAN
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Komandan Armada Pasifik A.S. 
Laksamana Scott H. Swift 
berbicara dengan FORUM 
selama Indian Ocean Naval 
Symposium (IONS), 
yang diselenggarakan di 
Dhaka oleh Angkatan Laut 
Bangladesh, pada Januari 
2016. Dia menyampaikan 
pemikirannya tentang 
bagaimana pengaturan seperti 
IONS membantu angkatan 
laut terhubung untuk memahami 
tantangan bersama mereka, berkolaborasi 
untuk membuat solusi, kemudian bekerja 
untuk menaklukkan tantangan maritim 
bersama-sama. Swift juga berbicara tentang 
modernisasi pasukan di seluruh Indo-Asia-
Pasifik dan apa yang dilakukan Armada 
Pasifik (PACFLT) untuk membantu sekutu-
sekutunya, serta tantangan yang dihadapi 
angkatan laut dalam mempertahankan 
pasukan siap tempur pada era perampingan 
personel dan kendala anggaran. 

 

FORUM: Bagaimana forum seperti ini berfungsi untuk 
memfasilitasi resolusi terkait ketegangan di seluruh 
wilayah ini, terutama ketegangan di Laut Cina Selatan?

SWIFT: Sungguh mudah untuk menilai karena 
sungguh sulit untuk memahami. Alasan kita lebih 
memilih untuk menilai adalah karena untuk 
memahami, kita harus menginvestasikan waktu 
dalam suatu hubungan. Ini kunjungan keempat saya 
ke Bangladesh. Saya terkesan dengan jumlah perwira 
muda yang mendatangi saya. Mereka mengenang 
dan mengingat kunjungan saya sebelumnya. 
Forum seperti ini mengambil contoh spesifik di 
negara tertentu dan memperluasnya di luar wilayah 

tersebut. Spanyol ada di 
sini, Inggris ada di sini, 
Jerman ada di sini, selain 
Afrika Selatan, negara-
negara Timur Tengah, 
negara-negara Asia, dan 
negara-negara Pasifik. 
Ada diskusi yang rinci 
dan mendalam tentang 

tantangan yang dihadapi 
kawasan Samudra Hindia. 

Apa yang mengejutkan saya 
adalah kesamaan tantangan-

tantangan itu yang meluas ke 
timur kawasan Samudra Hindia dan 

ke sebelah barat kawasan Samudra Hindia. Beberapa 
orang menyebut stabilitas Samudra Hindia, yang 
saya pikir telah disebabkan sebagian besar oleh 
forum seperti IONS dan kekhawatiran untuk tidak 
membiarkan adanya ketidakstabilan baik di Timur 
dan Barat menjalar ke Samudra Hindia. Saya tidak 
akan mengatakan bahwa ini merupakan pandangan 
umum, tapi hal itu bukan pandangan yang tidak 
lazim. Hal ini sering kali muncul.

Forum inklusif seperti ini menyatukan dan 
mengumpulkan berbagai pihak yang memiliki 
beragam pengalaman berbeda. Pengalaman Eropa 
— apa yang sedang mereka alami sekarang — 
sangat berbeda dari pengalaman Pasifik dalam 
konteks rinciannya. Tapi secara luas dan strategis, 
kesamaannya benar-benar sangat menakjubkan. 
Kesamaan itulah yang membawa ide-ide mereka 
ke dalam forum sejenis IONS sehingga Anda 
bisa lebih prediktif dan lebih fokus pada apa yang 
mungkin terjadi dalam waktu dekat. Mengambil 
praktik terbaik sehingga Anda lebih siap jauh-jauh 
hari sebelumnya untuk mencegah terjadinya jenis 
ketidakstabilan itu, tetapi jika hal itu terjadi, untuk 
menstabilkan kembali situasi.

FORUM: Apa yang dilakukan PACFLT saat ini untuk 
mengatasi keamanan maritim?

SWIFT: Berpartisipasi dalam forum seperti ini. 
Mendorong forum seperti ini. Saya kira ada 
pelajaran yang bisa dipetik ketika Anda melihat 
IONS — 35 negara diwakili di sini. Pengembangan 
yang dilakukan IONS membawanya semakin 
mendekati kemampuan forum lain seperti WPNS 
[Western Pacific Naval Symposium]. Anda punya 
Shangri-La Dialogue, Anda punya Australian 
Sea Power Symposium. Anda punya beberapa 
forum yang mengamati isu-isu serupa tapi dalam 
konteks geografis yang berbeda. Armada Pasifik 
berpartisipasi dalam forum-forum tersebut, serta 
di IONS, membantu meningkatkan wawasan itu 
bersama dengan sekutu, mitra, dan teman-teman. 

Amerika Serikat 
baru-baru ini 
mentransfer 
Kapal Patroli 
Cepat bekas 
Pasukan 
Penjaga Pantai 
A.S. ini ke 
Angkatan Laut 
Bangladesh.
DVIDS
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Bagian-bagian yang dapat ditindaklanjuti adalah latihan 
seperti CARAT [Cooperation Afloat Readiness and 
Training], SEACAT [Southeast Asia Cooperation and 
Training], Malabar, dan RIMPAC [Rim of the Pacific]. 
Saya pikir [ini] semua merupakan indikasi tumbuhnya 
pandangan bahwa bekerja bersama-sama secara konsensus 
adalah cara terbaik ke depannya untuk menyelesaikan 
perbedaan. Sering kali saya sebutkan meskipun kita 
memiliki lebih banyak kesamaan dan kolaborasi di wilayah 
ini, ada bidang tempat kita memiliki persaingan. Dan pada 
bidang persaingan itulah kita memfokuskan sebagian besar 
waktu kita. Forum-forum yang telah saya sebutkan, latihan 
yang telah saya sebutkan, memungkinkan Anda untuk 
berfokus pada bidang-bidang persaingan dan memastikan 
bahwa Anda mendapatkan pemahaman yang lebih dalam 
sehingga persahabatan kita tidak menjadi tidak sehat. 
Idenya adalah Anda dapat mengkritik ide tanpa mengkritik 
seseorang. Melakukan dialog tentang apa yang menjadi 
tujuannya. Menjebol beberapa ketidakpastian yang timbul 
akibat kurangnya transparansi, kurangnya kejelasan 
tentang apa yang menjadi tujuannya.

FORUM: Modernisasi pasukan tampaknya menjadi tema 
beberapa negara di kawasan Indo-Asia-Pasifik. Apa yang A.S. 
lakukan untuk membantu upaya tersebut?

SWIFT: Ada beberapa jalan untuk memberikan bantuan. 
Kami menyediakan bantuan teknis. Saya akan memberikan 

contoh di sini, di Bangladesh. Kami baru saja mentransfer 
Kapal Patroli Cepat bekas Pasukan Penjaga Pantai A.S. 
ke Angkatan Laut Bangladesh — saya kira ini kapal kedua 
yang mereka terima. Mereka tertarik dengan kapal ketiga. 
Bahwa mereka tertarik dengan kapal ketiga mencerminkan 
nilai program itu. Kami telah melakukan hal yang sama 
untuk negara-negara lain di kawasan Pasifik. Filipina juga 
telah mendapatkan keuntungan darinya. Ada tantangan 
dengan sistem teknik yang ada di kapal itu. Angkatan Laut 
Bangladesh kurang memahami sistem teknik kapal itu. 
Mereka belum menguasainya. Alih-alih menjadi tantangan, 
kami mengubahnya menjadi kesempatan. Kami membawa 
teknisi turbin gas dari Angkatan Laut A.S. ke Bangladesh 
untuk bekerja sama dengan mereka guna memahami cara 
terbaik untuk memelihara dan mempertahankan sistem 
turbin gas. Bahkan, komandan muda yang bertanggung 
jawab atas sistem itu merupakan komandan salah satu kapal 
Bangladesh yang saya kunjungi. Dia sekarang merasa cukup 
bangga karena dia bertanggung jawab atas penyertaan 
Kapal Patroli Cepat bekas Pasukan Penjaga Pantai A.S ke 
dalam armada Angkatan Laut Bangladesh. Saya mengetahui 
apa yang telah kami lakukan untuk membantu mereka 
mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang 
sistem turbin gas itu. Dia menyatakannya, dan mengatakan 
bahwa itu merupakan contoh lain dari memperkuat 
hubungan kami. Itu baru beberapa contoh saja. Kami 
memiliki serangkaian latihan, dan kami selalu mencari tahu 
wawasan dan kekhawatiran negara mana pun yang bekerja 

ARMADA PASIFIK A.S.

Laksamana Scott H. Swift, 
kiri, dan Laksamana Muda 
Mark C. Montgomery 
berunding selama konferensi 
perencanaan pemimpin.
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sama dengan kami. Dalam hal ini, Bangladesh. Menurut 
mereka di bidang mana mereka membutuhkan paling 
banyak bantuan? Kami senang memusatkan latihan kami 
ke bidang-bidang itu, sehingga ada kemajuan nyata dalam 
kapabilitas dan kapasitas mereka serta kemampuan untuk 
mempertahankan pasukan mereka sendiri.

FORUM: Bagaimana Angkatan Laut menyeimbangkan 
pemeliharaan pasukan yang siap tempur di era perampingan 
personel?

SWIFT: Saya kira itu pertanyaan yang bagus. Hal itu 
diungkapkan oleh beberapa pembicara di forum IONS. 
Beberapa orang mendekati saya dan menanyakan saya 
tentang hal itu. Tanggapan saya adalah, saya sudah 
berdinas di Angkatan Laut selama lebih dari 35 tahun, 
dan semuanya sama saja. Angkatan Laut tidak akan pernah 
memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi 
semua tantangan. Pertumbuhan dalam pelayaran maritim. 
Munculnya pembajakan yang terjadi pada tahun 2006 
ketika saya menjadi wakil komandan di NAVCENT 
[Pasukan Angkatan Laut, Komando Pusat A.S.]. Kami 
tidak pernah mengantisipasi terjadinya pembajakan, dan 
butuh beberapa waktu untuk berkumpul bersama-sama 
dan menentukan cara terbaik ke depannya. Saya kira 
kami berhasil mengatasinya sekarang oleh karena usaha 
bersama, ketika kami berhasil menekan pembajakan dan 
tindakan destabilisasi yang terjadi. Dan lihat siapa yang 

dibawa bersama-sama untuk berpartisipasi 
dalam upaya itu — Iran dan Tiongkok — dua 
negara yang tidak pernah Anda bayangkan untuk 
berkumpul dan bekerja bersama-sama. Mereka 
cenderung bekerja dalam struktur unilateral. 
Kami setidaknya berkolaborasi untuk mengatasi 
konflik dalam kegiatan kami sehingga kami tidak 
berpatroli di daerah yang sama persis. Kami 
melihat secara luas di seluruh wilayah itu untuk 
menemukan daerah tempat adanya ketegangan 
dan gesekan, dan bagaimana kami mengubah 
bidang tantangan menjadi bidang peluang?

Kami mempunyai kemampuan besar untuk 
bersatu dalam mengatasi pembajakan, tetapi 
seperti yang disebutkan sebelumnya, efektivitas 
pasukan akan meningkat jika kita bisa bekerja 
sama dengan pasukan lain. Anda harus selalu 
menyeimbangkannya. Tantangan tentang 
seberapa banyak yang Anda habiskan untuk 
modernisasi, dan seberapa banyak yang Anda 
habiskan untuk meningkatkan armada. Hal 
itu terus harus diseimbangkan untuk setiap 
angkatan laut. Saya kira periode sekarang ini 
tidak berbeda dari lima atau 10 tahun yang lalu. 
Saya kira tingkat kecemasan dan fokusnya sama 
seperti lima tahun yang lalu dan 10 tahun ke 
depan. Itu bukan untuk mengecilkan tantangan. 
Tantangannya nyata. Dan saya yakin kami akan 
mampu mengatasinya.

FORUM: Bicarakan tentang peran A.S. dalam keamanan di 
sekitar Arktik dan Antartika seiring meningkatnya persaingan 
sumber daya di daerah-daerah itu.

SWIFT: Angkatan Laut mengakui adanya peran 
kepemimpinan penting yang dimainkan Angkatan 
Laut Amerika Serikat di wilayah Antartika dan Arktik. 
Jika Anda melihat tantangan yang kami miliki dengan 
menyurutnya selubung es, wilayah itu tentunya lebih 
mudah diakses. Jalur pelayaran utara terbuka untuk waktu 
yang lebih lama. Beberapa bantuan diperlukan, tetapi Anda 
dapat berargumen bahwa jalur itu benar-benar terbuka 
sepanjang tahun dengan dukungan kapal pemecah es untuk 
menjaganya agar tetap terbuka. Selubung es telah surut 
dan memaparkan landas kontinen untuk dieksploitasi. Dan 
hal itu telah meningkatkan minat di wilayah Antartika 
dan Arktik. Dari persaingan sumber daya itu muncul 
banyak dialog yang sama yang Anda lihat di daerah 
lain seperti Samudra Hindia dan Mediterania serta di 
tempat lain. Bagaimana Anda mendamaikan kepentingan 
nasional di ruang internasional — ruang baru — yang 
sebelumnya ditutupi oleh gumpalan es terapung? Ada 
peran kepemimpinan kuat yang dimainkan Penjaga Pantai 
di sana. Angkatan Laut Amerika Serikat dan Penjaga 
Pantai Amerika Serikat bekerja sama untuk memusatkan 
perhatian pada peluang baru yang disajikan di sana serta 
tantangan baru.  o

Kapal perusak Pasukan 
Bela Diri Maritim Jepang 
JS Hyuga berangkat dari 
Pangkalan Bersama Pearl 
Harbor-Hickam setelah 
menyelesaikan latihan Rim of 
the Pacific 2016.

DVIDS
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INTERVENSI 
SEPIHAK, 

BILATERAL ATAU 
MULTILATERAL

Pilot helikopter Angkatan Darat 
India membongkar barang bantuan 
untuk desa Nepal di distrik Gorkha 
pada April 2015. AFP/GETTY IMAGES
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K
etika rangkaian gempa bumi 
dahsyat menghantam Nepal 
pada April dan Mei 2015, 
lebih dari 8.635 orang tewas 
dan lebih dari 21.485 lainnya 

terluka sehingga mencatat rekor 
sebagai bencana paling mematikan 
di negara itu. Tanggapan multilateral 
terhadap bencana alam dan tingkat 
kerja sama dari seluruh wilayah 
adalah hal yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. 

Segera setelah terjadinya gempa, 
18 negara segera mengirim personel 
militer untuk memberikan bantuan 
yang terkoordinasi. India menawarkan 
13 helikopter, termasuk Mi-17 
buatan Rusia dan mesin utilitas India 
yang dikenal sebagai Helikopter 
Ringan Mutakhir; A.S. mengerahkan 
tujuh helikopter; dan Tiongkok 
menerbangkan tiga helikopter untuk 
membantu upaya pencarian dan 
penyelamatan, mengevakuasi korban 
yang terluka, dan mengantarkan 
pasokan bantuan, serta kegiatan-
kegiatan lainnya, demikian ungkap 
situs web indianexpress.com.

Tanggapan regional multilateral 
untuk segala sesuatu mulai dari 
bencana alam dan krisis kesehatan 
hingga perdagangan manusia dan 
pembajakan semakin terbukti 
efektif di kawasan Indo Asia Pasifik 
dan sekitarnya. Selain bantuan 
kemanusiaan baru-baru ini yang 
dipasok ke Nepal, kemenangan 
multilateral yang melibatkan negara-
negara Indo-Asia-Pasifik berkisar dari 
tanggapan efektif terhadap krisis Ebola 
di Sierra Leone, Liberia, dan Guinea 
hingga upaya anti-pembajakan yang 
sukses di sekitar Tanduk Afrika. 

Negara-negara di wilayah ini 
semakin menunjukkan bahwa 
mereka tahu cara menjadi aktor yang 
bertanggung jawab ketika waktunya 

untuk mengatasi masalah yang jauh 
lebih sulit dan rumit seperti perselisihan 
pendapat teritorial di antara negara-
negara itu. Pertimbangkan pengambilan 
sikap antara India dan Tiongkok 
dalam sengketa perbatasan seperti 
Garis McMahon yang ditetapkan 
Inggris, yang pada saat itu menguasai 
daerah tersebut, sebagai batas dalam 
kesepakatan perjanjian tahun 1914 
dengan Tibet. Dalam siaran pers Mei 
2015, Perdana Menteri India Narendra 
Modi mengatakan bahwa dia dan 
Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang 
akan menemukan “resolusi yang adil, 
masuk akal, dan dapat diterima oleh 
kedua belah pihak” terhadap masalah 
ini. Sebagai tanggapan, Li sepakat 
bahwa “kepentingan bersama kedua 
negara jauh lebih besar daripada 
perbedaan kami,” lapor versi bahasa 
Inggris dari situs web lankaherald.com 
pada Mei 2015. 

Akan tetapi, ketika waktunya untuk 
mengatasi ketegangan di Laut Cina 
Selatan, salah satu pemain utama, 
yakni Tiongkok, telah berulang kali 
menolak intervensi multilateral, 
serta permintaan untuk bertindak 
secara bertanggung jawab di wilayah 
tersebut. Pada Agustus 2013, Menteri 
Pertahanan Tiongkok Jenderal 
Chang Wanquan mengkritik solusi 
multilateral untuk menyelesaikan 
klaim teritorial tumpang tindih di 
wilayah tersebut. “Sengketa ini harus 
diselesaikan secara langsung oleh 
negara-negara yang bersangkutan,” 
kata Jenderal Chang, demikian 
menurut laporan surat kabar The Wall 
Street Journal. “Kami menentang setiap 
upaya untuk menginternasionalisasi 
atau memperumit sengketa tersebut.” 
Meskipun demikian, Tiongkok juga 
menyatakan pada konferensi pers 
yang sama bahwa negara itu akan 
bernegosiasi dengan Perhimpunan 

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 
(ASEAN) mengenai pedoman perilaku 
maritim bersama untuk kawasan ini, 
demikian kata laporan itu. 

Provokasi
Sejak saat itu, Tiongkok telah 
meningkatkan sikap tegasnya di wilayah 
ini, sering kali bertindak secara sepihak 
untuk menyatakan klaimnya. Pada akhir 
November 2013, Tiongkok menyatakan 
Zona Identifikasi Pertahanan Udara 
(ADIZ) di atas Laut Cina Timur yang 
pada dasarnya mengklaim kontrol 
daerah yang disengketakan dengan 
Jepang dan Korea Selatan. Pesawat 
yang terbang di daerah tersebut, 
bahkan ketika zona itu melampaui 
wilayah suatu negara tertentu, dapat 
diinterogasi dan dicegat untuk 
diidentifikasi sebelum menyeberang ke 
wilayah udara berdaulat negara yang 
bersangkutan. 

Langkah ini memicu 
kekhawatiran bahwa Tiongkok 
bermaksud untuk memperluas 
ADIZ dengan memasukkan wilayah 
yang diperebutkan di Laut Cina 
Selatan, yang akan berpotensi 
memiliki konsekuensi ekonomi dan 
perdagangan signifikan, demikian 
menurut artikel di situs web Asia 
Times, www.atimes.com pada 
Desember 2013.

Tiongkok bisa saja melakukannya, 
demikian ungkap Laksamana Tentara 
Pembebasan Rakyat Tiongkok Sun 
Jianguo pada Dialog Shangri-La 
2015, KTT tahunan keamanan Asia 
Pasifik di Singapura. “Apakah kami 
akan menetapkan ADIZ di Laut 
Cina Selatan akan tergantung pada 
apakah keamanan maritim kami 
akan terancam,” katanya, demikian 
menurut laporan di The Wall Street 
Journal pada Mei 2015.

Provokasi keseluruhan Tiongkok 

Manakah pendekatan terbaik yang akan 
menyelesaikan ketegangan di Laut Cina Selatan?
STAF FORUM

AFP/GETTY IMAGES
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sudah bersifat membahayakan. Kapal 
Penjaga Pantai Tiongkok telah 
berulang kali mengganggu nelayan 
Vietnam dan Filipina. Sementara 
itu, nelayan Tiongkok terlihat 
menangkap ikan secara ilegal jauh 
ke bagian barat hingga mencapai 
pantai Afrika, demikian lapor Reuters 
pada Mei 2015. Tiongkok telah 
memprovokasi pasukan keamanan 
maritim lainnya dengan membayangi 
pesawat terbang, menghalangi 
pekerjaan eksplorasi, dan melanggar 
batas wilayah negara lain. Pada 
Juni 2015, misalnya, Tiongkok 
melabuhkan kapal Penjaga Pantai 
di zona ekonomi eksklusif (ZEE) 
Malaysia sehingga menuai protes dari 
pejabat Malaysia. 

Ketegangan semacam ini 
dapat mengakibatkan konsekuensi 
diplomatik, demikian tulis Vijay 
Sakhuja, direktur National Maritime 
Foundation di New Delhi pada 
analisis Center for Strategic and 
International Studies (CSIS) terbitan 
Mei 2015. Hal ini dapat mengakibatkan 

“hubungan yang memburuk dan 
memudarkan prakarsa ‘tebar pesona’ 
yang telah dengan cerdiknya dilakukan 
oleh Tiongkok melalui sejumlah 
keterlibatan ekonomi dengan 
negara-negara Asia Tenggara. Bank 

Investasi Infrastruktur Asia, sebuah 
prakarsa Tiongkok untuk membiayai 
pembangunan infrastruktur di benua 
ini, mungkin mengalami bahaya serius 
jika Tiongkok tidak menghentikan 
perilaku provokatif di Laut Cina 
Selatan,” tulis Sakhuja. “Demikian 
juga, negara-negara Asia Tenggara 
dapat menjauhi prakarsa jalur sutera 
maritim abad ke-21 Tiongkok, yang 
bisa menjadi kemunduran besar bagi 
kepemimpinan Tiongkok, yang melihat 
Asia Tenggara sebagai batu loncatan 
untuk meluncurkan prakarsa tersebut.”

Sementara itu Tiongkok telah 
menjalankan proyek ambisius, 
membangun landasan pendaratan 
besar, landasan helikopter, kubah 
radar, pabrik beton portabel, dan 
berbagai macam fasilitas pendukung 
militer seperti sekolah untuk 
anak-anak personel militer di atas 
beberapa terumbu karang yang 
disengketakan, demikian menurut 
Prakarsa Transparansi Maritim 
Asia CSIS. Sejauh ini, upaya 
penciptaan lahan negara lain seperti 

Penjaga Pantai Taiwan melakukan patroli selama 
latihan di dekat pelabuhan Kaohsiung pada Juni 
2015. Taiwan mengerahkan dua kapal 3.000 ton, 
kapal terbesar negara ini, untuk bertugas di tengah 
kekhawatiran tentang semakin meningkatnya 
keberadaan Tiongkok di Laut Cina Selatan.  REUTERS

Laksamana Tiongkok Sun Jianguo, 
wakil kepala staf umum Tentara 
Pembebasan Rakyat, menyebut akan 
membuat Zona Identifikasi Pertahanan 
Udara di atas Laut Cina Selatan, ketika 
dia berbicara pada Dialog Shangri-La di 
Singapura pada 31 Mei 2015.  
AFP/GETTY IMAGES
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yang dilakukan oleh Malaysia dan 
Vietnam telah berlangsung dalam 
skala yang lebih kecil.

Kegiatan Tiongkok sangat kontras 
dengan kegiatan negara penggugat 
lainnya. Membandingkan tindakan 
Tiongkok dengan tindakan Taiwan, 
misalnya, memberikan wawasan 
yang berguna. Taiwan belum 
melakukan pengembangan fasilitas 
militer secara besar-besaran di Laut 
Cina Selatan, meskipun Taiwan 
memegang teguh klaim yang serupa 
dengan klaim Tiongkok. Taiwan 
sedang membangun pelabuhan 
senilai 1,4 triliun rupiah (100 
juta dolar A.S.) di Itu Aba, yang 
merupakan satu-satunya pulau yang 
ditempati Taiwan di Laut Cina 
Selatan, demikian menurut laporan 
Reuters pada Mei 2014. Para pejabat 
mengatakan kepada Reuters bahwa 
pelabuhan baru itu akan mendukung 
perdagangan, membantu nelayan 
laut dalam, dan penelitian laut 
dan mineral Taiwan di daerah itu. 
Setiap tahun, lalu lintas barang yang 

nilainya sekitar 70 kuadriliun rupiah 
(sekitar 5 triliun dolar A.S.) melewati 
Laut Cina Selatan.

Kepala Angkatan Bersenjata 
Malaysia Jenderal Zulkifeli Mohd. 
Zin mempertanyakan motivasi 
Tiongkok di balik kegiatan 
penciptaan lahannya selama Dialog 
Shangri-La, demikian lapor The 
Wall Street Journal pada Mei 2015. 
“Kita tidak tahu apa yang sedang 
mereka coba lakukan,” katanya. 
“Akan lebih baik jika Tiongkok bisa 
mengungkapkan secara terbuka dan 
mengumumkan apa yang mereka 
lakukan, sehingga mereka dapat 
terlihat menjadi lebih transparan.”

Seruan bersama dari pemain dan 
pakar internasional menunjukkan 
bahwa intervensi multilateral 
dan kerja sama regional dapat 
memaksimalkan kemampuan sekutu 
dan mitra Indo-Asia-Pasifik untuk 
mengatasi tindakan tegas Beijing 
di Laut Cina Selatan dan mencapai 
resolusi damai sesuai dengan norma-
norma internasional. 

Akar Kerja Sama Regional
Sejak tahun 1960-an, ASEAN 
telah berperan sebagai sumber 
multilateralisme regional dan telah 
lama berada di garis depan untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat 
di Laut Cina Selatan. Pada tahun 
2002, ASEAN dan Tiongkok 
menandatangani Deklarasi Perilaku 
Para Pihak di Laut Cina Selatan. 
Perjanjian tersebut berusaha untuk 
“meningkatkan kondisi yang 
menguntungkan untuk solusi damai 
dan tahan lama terhadap perbedaan 
dan perselisihan di antara negara-
negara yang bersangkutan.”

Meskipun hubungan Tiongkok 
dengan ASEAN telah semakin 
kuat dalam beberapa dekade sejak 
deklarasi tersebut ditandatangani, 
resolusi yang layak masih belum 
muncul. Negara-negara penggugat 
sejak itu menyerukan adanya 
Pedoman Perilaku formal untuk 
menggantikan deklarasi sebelumnya 
dan menyertakan tantangan yang 
muncul sejak pergantian milenium. 

Personel Angkatan Laut Filipina berbaris di pantai San 
Antonio pada April 2015 sebelum latihan pendaratan 
amfibi di provinsi Zambales sebagai bagian dari 
Balikatan, latihan permainan perang gabungan tahunan 
dengan pasukan A.S.  AFP/GETTY IMAGES
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Peran Amerika Serikat di sini 
adalah mendukung ASEAN untuk 
memegang peran kepemimpinan 
dalam mencapai resolusi terhadap 
sengketa tersebut.

Penolakan Tiongkok untuk 
menyepakati komitmen multilateral 
di Laut Cina Selatan patut 
dipertanyakan. Negara ini telah 
berhasil terlibat dalam solusi 
multilateral untuk menyelesaikan 
situasi lain, termasuk sengketa 
perbatasan Asia, yang menunjukkan 
bahwa negara ini dapat bekerja secara 
multilateral dengan sukses dan tidak 
terpaku pada perjanjian bilateral yang 
secara historis merupakan pendekatan 
alternatif yang diambil negara ini 
untuk mempertahankan status quo. 

Meskipun pada umumnya 
Tiongkok mendukung dialog 

keamanan regional, ketika waktunya 
untuk mengambil tindakan, negara 
ini biasanya menghindari komitmen 
terhadap perjanjian formal. Dalam 
hal ini, Tiongkok menggunakan 
multilateralisme secara selektif pada 
umumnya dan khususnya di Laut 
Cina Selatan. 

Dalam beberapa dekade 
terakhir ini, banyak pihak yang 
membuktikan arti penting 
tanggapan multilateral terhadap 
sengketa di wilayah tersebut. 
Keengganan Tiongkok untuk 
berpartisipasi dalam pendekatan 
multilateral terhadap Laut 
Cina Selatan dalam mengatasi 
meningkatnya perselisihan 
menyajikan peluang bagi sekutu dan 
mitra regional untuk memperkuat 
usaha dan kemitraan bersama.

Memperkuat Multilateralisme
Negara-negara Indo-Asia-Pasifik 
semakin menyadari bahwa kemitraan 
dapat meningkatkan tanggapan 
multilateral. Contohnya, Deklarasi 
Bersama Jepang-Filipina pada 
Juni 2015 menegaskan pentingnya 
kerja sama keamanan antara kedua 
negara, serta dengan sekutu lainnya, 
“pada saat lingkungan keamanan di 
wilayah tersebut menghadapi banyak 
tantangan.” 

“Pengembangan kemitraan 
strategis Filipina-Jepang merupakan 
bagian dari tren yang berkembang 
di antara sekutu dan mitra keamanan 
A.S. di wilayah tersebut dalam 
menghadapi berkembangnya kekuatan 
angkatan laut Tiongkok,” tulis Renato 
Cruz de Castro, seorang profesor 
studi internasional di De La Salle 

Bantuan internasional dikucurkan ke Nepal setelah terjadinya dua gempa bumi yang meluluhlantakkan negara ini 
pada April dan Mei 2015. Anggota kru pesawat kargo C-17 A.S. bersiap membongkar helikopter Huey yang mereka 
angkut ke bandara internasional Kathmandu pada Mei 2015. Pesawat angkut militer dari Tiongkok dan Rusia 
diparkir di sebelah C-17, semuanya merupakan bagian dari upaya bantuan multilateral.  AFP/GETTY IMAGES
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University di Manila, dalam sebuah 
analisis untuk Prakarsa Transparansi 
Maritim Asia CSIS pada Juli 2015. 

Lewat kemitraan dengan Jepang, 
Filipina dapat mempertahankan 
kemandirian ekonominya dari 
Tiongkok. Sementara itu, Jepang 
dapat mendukung aliansi A.S.-
Filipina untuk melawan ekspansi 
agresif Tiongkok di Laut Cina 
Selatan. “Mitra-mitra ini menganggap 
kehadiran strategis Amerika sebagai 
jaminan terbaik terhadap perdamaian 
dan keamanan di Asia Timur; akan 
tetapi, mereka juga melihat urgensi 
untuk membangun dan memperkuat 
hubungan keamanan di antara diri 
mereka sendiri untuk memperkuat 
efek penstabilan dari aliansi dan 
kehadiran A.S. yang ditempatkan 
pada garis depan di wilayah ini,” tulis 
Cruz de Castro. 

Filipina dan Vietnam juga telah 
memperkuat kemitraan mereka untuk 
melindungi kepentingan bersama 
di Laut Cina Selatan. Mereka telah 
menyusun perjanjian kemitraan 
strategis untuk menciptakan dialog 
bilateral, menyinkronisasikan sikap 
diplomatik mereka, dan memfasilitasi 
latihan angkatan laut dan penjaga 
pantai bersama serta penelitian ilmiah 
di Laut Cina Selatan, demikian 
ungkap philstar.com, situs online Grup 
Publikasi STAR, pada April 2015. 

Ketika Perdana Menteri Vietnam 
Nguyen Tan Dung mengunjungi 
Manila pada pertengahan 2014, dia 
meminta Filipina untuk memberikan 
saran tentang penggunaan Konvensi 
P.B.B. tentang Hukum Laut untuk 
menyelesaikan sengketa tersebut. 
“Mengingat kedekatan geografis 
Vietnam dan ketergantungan ekonomi 
Vietnam pada Tiongkok, belum lagi 
hubungan partai ke partai yang kuat di 
negara itu, Vietnam harus melangkah 
dengan lebih hati-hati daripada 
Filipina, yang menikmati aliansi 
perjanjian dengan Washington,” tulis 
Richard Javad Heydarian, asisten 
profesor ilmu politik di De La Salle 
University di Manila, dalam sebuah 
analisis untuk Prakarsa Transparansi 
Maritim Asia CSIS pada Juli 2015. 

“Meskipun demikian, tampak jelas 
bahwa meskipun sudah lama berseteru 
di Spratly, Manila dan Hanoi sama-
sama merasa terancam oleh tindakan 
Tiongkok.”

Selain itu, Filipina dan Vietnam 
telah menghubungi kekuatan eksternal 
termasuk Amerika Serikat dan 
Jepang dengan mengundang mereka 
untuk membantu meningkatkan 
kewaspadaan wilayah dan kemampuan 
pencegahan, demikian menurut 
artikel di situs web Asia Times 
pada Desember 2013. Filipina, 
misalnya, sedang mengevaluasi untuk 
memungkinkan pasukan Jepang 
mengakses pangkalan militer Filipina 
di dekat Laut Cina Selatan, demikian 

lapor dailybalita.com, situs web 
Filipina. Sebagai gantinya, Jepang 
sedang mempertimbangkan untuk 
membagikan pesawat pengintai anti-
kapal selam P-3C dan teknologi radar 
kepada Filipina, demikian lapor situs 
web tersebut. Pada faktanya, perjanjian 
multilateral dan bilateral tidak perlu 
bersifat eksklusif satu sama lain.

Jalan Ke Depan
Semua negara harus berupaya untuk 
mencapai keseimbangan yang tepat 
antara intervensi multilateral dan 
bilateral di Laut Cina Selatan. Kisah 
sukses dari Nepal hingga Tanduk 
Afrika mengungkapkan reaksi 
dan resolusi yang bertanggung 
jawab terhadap isu-isu di 
wilayah ini melalui pendekatan 
multilateral guna mengatasi 
sengketa. Keberhasilan mekanisme 
multilateral di Laut Cina Selatan 
untuk jangka panjang tergantung 
pada setiap negara dan terutama 
kemampuan Tiongkok untuk 
memahami bagaimana kerja sama 
dapat memberikan perlindungan 
terbaik terhadap kedaulatan tiap 
negara, meningkatkan keamanan, 
dan mengelola masalah ekonomi, 
lingkungan, serta sumber daya.

Para pakar sepakat bahwa 
keuntungan tanggapan multilateral 
untuk mencapai sasaran transnasional 
dan keamanan regional jauh lebih 
besar daripada hilangnya pengaruh 
yang dirasakan oleh suatu negara 
tertentu. Selain itu, intervensi 
multilateral akan menjadi semakin 
penting untuk memerangi terorisme, 
pembajakan, perdagangan manusia, 
dan kejahatan lainnya ketika ekonomi 
global terus berkembang.

Para pemimpin regional tetap 
berharap bahwa Tiongkok akan 
bertindak secara bertanggung 
jawab di Laut Cina Selatan. Kepala 
Angkatan Bersenjata Malaysia 
Jenderal Zulkifeli terkesan 
oleh kesediaan nyata Tiongkok 
untuk terlibat dengan pemangku 
kepentingan lainnya di Laut Cina 
Selatan selama Dialog Shangri-
La, demikian lapor The Wall Street 
Journal pada Mei 2015. “Saya 
yakin dengan apa yang dikatakan 
[Laksamana Sun Jianguo] karena 
dia mengatakan bahwa Tiongkok 
akan terus melaksanakan Pedoman 
Perilaku — yang artinya Tiongkok 
tidak menolaknya,” kata Jenderal 
Zulkifeli. “Inilah saatnya bagi ASEAN 
dan negara-negara penggugat untuk 
membantu mereka melakukannya.”  o

Laksamana Yuji Sato, kanan, komandan 
Penjaga Pantai Jepang, berjalan bersama 
dengan personel senior Penjaga Pantai 
Filipina di Markas Besar Penjaga 
Pantai di Manila pada Mei 2015. Kedua 
negara terlibat dalam pembicaraan 
bilateral selama latihan Penegakan 
Hukum Maritim ke-5 untuk memerangi 
pembajakan dan perampokan bersenjata 
di laut. AFP/GETTY IMAGES
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Tentara Pakistan melindungi 
pengungsi di dekat Waziristan Utara.
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RAKYAT  PAKISTAN 

OLEH SHAHID SADIQ DAN JACOB DOYLE

Di hari musim semi yang hangat pada Maret 2015, 
kafilah 26 kendaraan menurunkan 62 keluarga di pos 
pemeriksaan Khajuri di Mir Ali, Waziristan Utara, 
Pakistan. Mereka disambut oleh Mayjen. Jamil Akhtar 
Rao dan perwira Angkatan Darat Pakistan lainnya. 
Ketika angin lembut menggoyang pohon-pohon palem 
di sekitarnya, sekelompok pelaku perjalanan berkum-
pul di tempat terbuka untuk menunggu pemrosesan. 
Seorang pria mulai menabuh drum duff tradisional 
sementara beberapa orang lainnya bergoyang menarikan 
versi tarian rakyat Bhangra. Setelah mengungsi selama 
satu tahun atau lebih, sekelompok laki-laki, perempuan, 
dan anak-anak itu telah kembali ke kampung halaman 
mereka, dan mereka sedang merayakannya.    

Kembali Ke Kampung 

Halaman

AFP/G
ETTY IM

AG
ES

KERJA SAMA SIPIL-MILITER 

MEMBANTU MEMBERSIHKAN 

TERORIS DARI WILAYAH PAKISTAN
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Kepulangan ke Daerah Suku yang Dikelola secara Federal 
(Federally Administered Tribal Area - FATA) Pakistan yang 
dilanda perang ini bisa dilakukan melalui upaya terkoordi-
nasi antara Angkatan Darat Pakistan, Otoritas Manajemen 
Bencana (DMA), berbagai badan Perserikatan Bangsa-
Bangsa termasuk Kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi 
(UNHCR), dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. 
Pemulangan ini menandai awal aliran kembalinya pengungsi 
internal yang stabil dan semakin meningkat yang baru-baru ini 
diperkirakan mencapai 38 persen dari pengungsi awal.

“Dengan keberanian dan tekad bulat, suku FATA kami 
dan masyarakat Khyber Pakhtunkhwa berjuang melawan 
kekejaman teroris, memukul mundur teroris, dan meming-
girkan mereka dalam masyarakat,” kata Kepala Staf Angkatan 
Darat Pakistan Jenderal Raheel Sharif saat membahas topik 
kembalinya pengungsi pada pertemuan Februari 2016 di 
Peshawar. “Kami berada dalam fase yang paling sulit dari 
operasi itu, membangun kembali secara fisik daerah yang 
rusak akibat perang, memukimkan kembali pengungsi inter-
nal, dan akhirnya membuat sistem administrasi yang berfokus 
pada kebutuhan dan aspirasi rakyat.”

Operasi militer melawan teroris yang diluncurkan pada 
tahun 2009 dan 2014 di distrik FATA di Waziristan Utara 
dan Selatan dan operasi sebelumnya di provinsi Balochistan, 
Pakistan menyebabkan hingga 2 juta warga Pakistan dari 
sekitar 300.000 keluarga harus mengungsi. Banyak dari orang-
orang ini ditampung di kamp-kamp, sementara itu masih 
banyak lagi yang tinggal dengan kerabat dan teman-teman, 
biasanya di kota-kota.

Otoritas Manajemen Bencana FATA memperkirakan 75 
persen populasi pengungsi adalah perempuan dan anak-anak, 
dan sekitar 21 persen rumah tangga yang kembali ke kampung 
halaman sejauh ini dikepalai oleh perempuan.

Koordinasi    bantuan
Kamp untuk pengungsi sebagian besar dijalankan oleh 
lembaga-lembaga sipil Pakistan dan terletak di FATA dan 
provinsi tetangga Khyber Pakhtunkhwa, tempat kamp ini 
dikelola oleh Otoritas Manajemen Bencana Provinsi setempat. 
Uang dan pasokan bantuan berasal dari sejumlah sumber, 
termasuk Program Pangan Dunia P.B.B., Angkatan Darat 
Pakistan, kontribusi sipil, dan negara-negara donor seperti 
Kanada, Denmark, Jerman, Jepang, Luksemburg, Norwegia, 
Swedia, Swiss, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.

Akan tetapi, kebanyakan pengungsi ini memilih untuk ting-
gal dengan masyarakat yang menampungnya, bukan di kamp-
kamp, yang telah memengaruhi respons pemerintah terhadap 
pengungsian mereka. Pengungsian dalam waktu yang panjang 
ini juga memiliki dampak. Banyak keluarga yang mengungsi 
akibat operasi militer tahun 2014 diharapkan untuk kembali 
ke kampung halaman dalam tiga sampai empat bulan — peri-
ode itu ternyata meningkat menjadi hampir dua tahun.

Angkatan Darat Pakistan telah memainkan peran sentral 
dalam membantu pengungsi, mulai dari menyediakan paso-
kan bantuan pada saat pengungsian hingga memberikan izin 
keamanan bagi badan-badan bantuan LSM dan membantu 
masyarakat kembali ke daerah asal mereka. Ketika kelu-
arga pengungsi direlokasi dari Waziristan Utara pada awal 

upaya kontraterorisme Operasi Zarb-e-Azb pada Juni 2014, 
Angkatan Darat ada di sana untuk bertemu dengan mereka 
dan mendistribusikan barang bantuan di pemukiman Bannu, 
Dera Ismail Khan, dan Tank, demikian menurut kantor 
Hubungan Masyarakat Antarlayanan Angkatan Bersenjata 
Pakistan.

Selain itu, Angkatan Darat mengumpulkan pasokan 
bantuan di titik-titik sumbangan di seluruh Pakistan, merawat 
ribuan orang pengungsi di rumah sakit Khalifa Gul Nawaz 
di Bannu, dan mengatur perawatan kedokteran hewan bagi 
hewan ternak keluarga pengungsi. Baru-baru ini, Angkatan 
Darat bekerja sama dengan otoritas manajemen bencana 
regional untuk memfasilitasi setiap babak pemulangan 
kembali pengungsi, membimbing konvoi melalui pos pemerik-
saan untuk mencapai wilayah kampung halaman mereka.

Peran    P.B.B.
Dalam menanggapi kebutuhan pengungsi Pakistan, UNHCR 
telah mengambil pendekatan kelompok yang pertama kali 
diterapkan di Pakistan setelah gempa bumi tahun 2005. 
Pendekatan ini mengumpulkan sumber daya organisasi P.B.B. 
dan non-P.B.B. untuk mengatasi kebutuhan masyarakat pada 
saat bencana.

Di daerah seperti Waziristan Selatan, Bara di Khyber 
Agency, dan Waziristan Utara, UNHCR mendukung 
kembalinya 750.000 orang pengungsi pada tahun 2015 dan 
awal tahun 2016. UNHCR memimpin pengelolaan kamp dan 
tempat penampungan serta menyediakan barang-barang non-
makanan untuk ratusan ribu orang.

Tantangan    LSM
Menyertakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada 
berbagai kelompok pada saat dibutuhkan telah menyajikan 
tantangan tersendiri, seperti yang dilaporkan secara luas di 
media Pakistan. Kebutuhan izin keamanan dan legitimasi dise-
but sebagai alasan untuk membatasi operasi LSM di Pakistan 
sampai mereka mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan 
Angkatan Darat.

Kantor P.B.B. untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan 
(UNOCHA) melaporkan pada Oktober 2015 bahwa 
penundaan dalam menerima izin tersebut telah memperu-
mit sejumlah proyek yang didukung oleh Kumpulan Dana 
Kemanusiaan Pakistan P.B.B. Mereka menyatakan bahwa 
waktu tunggu rata-rata adalah 26 hari. Akan tetapi, laporan 
yang sama menyatakan bahwa 23 proyek dilaksanakan di 
daerah yang menampung pengungsi, difasilitasi oleh LSM 
kelompok yang telah menerima izin.

Di antara LSM yang disetujui adalah Hayat Foundation 
yang berbasis di Uni Emirat Arab, Centre of Excellence for 
Rural Development , dan National Rural Support Program. 
LSM memberikan berbagai macam layanan, salah satunya 
adalah mendidik warga tentang risiko ranjau darat melalui 
diskusi, selebaran, dan brosur.

Lembaga bantuan dan pemerintah menggunakan siaran 
TV dan radio, serta kunjungan ke kamp, untuk memub-
likasikan babak pemulangan dan menyebarkan informasi 
penting kepada calon pengungsi yang berniat untuk kembali 
ke kampung halaman. UNOCHA melaporkan keberhasilan 
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pada musim panas 2015 dengan program pemberian hibah 
tunai kepada pengungsi yang kembali ke kampung halaman 
untuk memudahkan pemukiman kembali mereka. UNOCHA 
mencontohkan Khan Auro, ibu yang memiliki 11 anak, yang 
mampu membangun kembali rumahnya di Khyber Agency 
dan membeli perbekalan dengan dana hibah 3,3 juta rupiah 
(250 dolar A.S.) yang diberikan kepadanya dalam bentuk 
kartu ATM prabayar.

“Kami pergi ke Peshawar untuk menarik dana itu,” kata 
Auro, yang mengakui tidak adanya mesin ATM di dekat 
rumahnya, “dan menggunakan kartu itu di toko-toko resmi 
EasyPaisa. Saya menerima uang dalam tiga kali angsuran.”

Keluarga yang rumahnya hancur memenuhi syarat 
untuk menerima hibah tambahan dan tempat penampungan 
sementara.

Masalah yang mengganggu terus membayangi keluarga 
pengungsi, seperti kurangnya akses mudah dan terjangkau 
pada perawatan kesehatan dan pertanyaan mengenai mata 
pencaharian berkelanjutan bagi pengungsi yang kembali ke 
kampung halaman. Akan tetapi, komitmen pengungsi untuk 
kembali ke kampung halaman tetap kuat.

“Ada tanda-tanda perbaikan. Semuanya menjadi lebih 
baik,” kata Shahid Ehsan, manajer program di Society for 
Human Rights and Prisoners’ Aid yang berbasis di Pakistan. 
“Semakin banyak orang yang kembali ke tempat asal mereka 
karena mayoritas daerah ini menjadi semakin aman.” Survei 
niat untuk kembali ke kampung halaman yang diadakan 
baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas pengungsi ingin 
segera kembali, dan jumlah yang sangat kecil lebih memilih 
untuk kembali dalam waktu satu bulan ke depan karena 
adanya komitmen berkelanjutan di daerah penampungan.”

Dukungan    militer
Sejauh ini, Angkatan Darat Pakistan, dan khususnya Jenderal 
Sharif, mendapatkan dukungan kuat dari rakyat untuk 
membersihkan wilayah itu dari teroris dan membantu 
kembalinya para pengungsi. Sampai seberapa lama daerah 
FATA dan Khyber yang sudah diamankan akan tetap bebas 
dari terorisme merupakan topik perdebatan di antara para ahli.

“Apakah aktor non-negara yang melarikan diri ke 
Afganistan selama operasi militer FATA kembali atau tidak,” 
kata Rebecca Zimmerman, analis kebijakan madya di Rand 
Corp., “sebagian tergantung pada seberapa baik Pakistan 
dalam mengajak tokoh-tokoh Taliban untuk berunding.”

Zimmerman menambahkan bahwa kondisi di sisi perba-
tasan Afganistan dengan Waziristan juga bisa memainkan 
peran — yaitu kekuatan dan keberhasilan pemerintah dan 
militer Afganistan. Dia mengakui bahwa ada gangguan dalam 
negosiasi antara pemerintah Pakistan dan aktor non-negara 
yang menyebabkan operasi militer pada tahun 2014. Dia 
menyatakan bahwa solusi yang langgeng mungkin harus 
berbentuk “upaya lintas batas,” yang melibatkan empat 
peserta dalam Pembicaraan Kuadrilateral pada Februari 2016 
— Afganistan, Tiongkok, Pakistan, dan Amerika Serikat.

“Jika kekuatan regional utama tidak mampu bekerja sama 
dalam isu-isu itu,” kata Zimmerman, “hal ini kemungkinan 
akan berdampak pada fenomena pengungsi.”

Untuk saat ini, bagian Pakistan utara ini relatif damai, 
dan keluarga pengungsi terus kembali ke wilayah asal 
mereka. Pemerintah Pakistan dan mitranya bersumpah untuk 
membangun kembali infrastruktur guna memastikan bahwa 
pemukiman kembali itu dapat bertahan dalam jangka waktu 
lama dan sukses.  o

Pengungsi internal Pakistan menunggu barang-barang bantuan dari Perserikatan 
Bangsa-Bangsa di pusat distribusi di Peshawar, Pakistan, pada Desember 2014. 

THE ASSOCIATED PRESS
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Oleh sebagian besar analisis selain 
analisis Tiongkok sendiri, sikap 
Tiongkok di Laut Cina Selatan telah 
meningkatkan ketegangan di perairan 
yang disengketakan hingga mencapai 
rekor tertinggi — dan tidak ada tanda-
tanda menyurutnya tekanan tersebut 
dalam waktu dekat. 

Bahkan, citra satelit komersial yang 
muncul pada akhir Juni 2015 yang 
menggambarkan landas pacu 3.000 
meter yang dibangun oleh Tiongkok di 
Kepulauan Spratly hanya menambah 
semakin banyaknya daftar titik kilas 
ketegangan yang menghasilkan 
kekhawatiran di antara negara-negara 
penggugat di Laut Cina Selatan dan 
pakar keamanan internasional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri 
Tiongkok Hua Chunying menegaskan 
bahwa Tiongkok telah menyelesaikan 
proyek penciptaan lahan di beberapa 
fitur dan terumbu karang di Laut Cina 
Selatan, akan tetapi tidak mengatakan di 
mana adanya lokasi tersebut.

“Pembangunan ini terutama untuk 
memberikan layanan untuk memenuhi 
tuntutan warga sipil sehingga lebih 
memudahkan upaya Tiongkok pada 
pencarian dan penyelamatan maritim, 
pengurangan dan pencegahan bencana, 
penelitian maritim, pengamatan 
meteorologi, perlindungan lingkungan, 
keselamatan navigasi, layanan perikanan 
dan sebagainya, sesuai dengan tanggung 
jawab dan kewajiban internasional 
[kami],” ungkapnya, demikian menurut 
Reuters.

Selain pembangunan perluasan 
landasan udara pada Fiery Cross Reef, 
citra satelit telah menunjukkan personel 
militer Tiongkok berjalan mengelilingi 
pulau itu, dan kapal angkatan laut telah 
ditambatkan di pelabuhan laut dalam 
yang baru saja dibangun, demikian 
menurut laporan Prakarsa Transparansi 
Maritim Asia (Asia Maritime 
Transparency Initiative, AMTI) Pusat 
Studi Strategis dan Internasional (Center 
for Strategic and International Studies, 
CSIS). Citra satelit Johnson South Reef 
menunjukkan fasilitas militer bertingkat 

dibangun di dekat bagian tengah pulau, 
dengan setengah lusin menara keamanan 
dan pengawasan yang sedang dibangun 
bersama dengan bangunan yang tampak 
seperti menara senjata, demikian ungkap 
AMTI. Perubahan dramatis juga dapat 
dilihat dalam citra satelit untuk Subi 
Reef dan Mischief Reef, tempat pintu 
masuk selatan telah diperlebar yang 
menunjukkan persiapan untuk pangkalan 
angkatan laut, demikian menurut AMTI.

“Tiongkok menunjukkan bahwa — 
sebagai kekuatan utama — negara ini 
dapat mengontrol eskalasi, negara ini 
memiliki inisiatif, dan negara ini bisa 
melakukan apa yang dilihatnya cocok 
untuk kepentingannya,” ungkap Huang 
Jing, seorang ahli kebijakan luar negeri 
Tiongkok di Lee Kuan Yew School of 
Public Policy di Singapura kepada surat 
kabar The Wall Street Journal pada  
Juni 2015.

Sekalipun tindakan Tiongkok di Laut 
Cina Selatan menimbulkan pengawasan 
paling intensif, negara ini bukan satu-
satunya penggugat yang menyebabkan 
kegemparan. Brunei, Malaysia, Filipina, 
Taiwan, dan Vietnam juga memiliki 
sengketa wilayah laut dengan Tiongkok.

A N A L I S I S  T A K T I S
Dr. Christopher Yung dan Patrick 
McNulty, mantan peneliti di National 
Defense University di Washington, 
D.C., menghabiskan waktu satu tahun 
untuk meneliti taktik semua negara 
penggugat yang berseteru di Laut Cina 
Selatan. Penelitian mereka difokuskan 
pada kegiatan yang dilakukan negara 
penggugat mulai dari tahun 1995 hingga 
2013 yang bisa ditemukan melalui 
pencarian sumber terbuka di Internet.
Inilah yang berhasil disimpulkan dari 
penelitian mereka: 

• Tiongkok menyumbang lebih 
dari 500 tindakan selama periode 
penelitian 18 tahun (1995-2013).

• Filipina mencatat kurang lebih 300 
tindakan.

• Vietnam dan Taiwan masing-masing 
melakukan sekitar 150 tindakan.

• Malaysia hanya melakukan lebih 
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dari 50 tindakan; dan Brunei memiliki paling 
sedikit catatan yaitu kurang dari 20 tindakan.

Yung dan McNulty mengatakan bahwa 
Tiongkok berpendapat bahwa tindakan A.S. untuk 
menyeimbangkan kembali kekuatan di kawasan 
Indo Asia Pasifik mendorong negara-negara pesaing 
Tiongkok untuk bertindak “secara provokatif” di 
wilayah tersebut, sehingga memicu tanggapan dari 
Tiongkok.

Dalam sebuah wawancara dengan FORUM, Yung, 
yang sekarang ini menjadi seorang analis politik-
militer independen, mengakui bahwa jumlah kegiatan 
sebenarnya per negara cenderung jauh melebihi apa 
yang dia dan McNulty tangkap (meskipun Tiongkok 
masih lebih banyak daripada yang lain), mengingat 
adanya parameter tertentu dalam penelitian mereka. 
Ketika dia membagikan temuannya kepada Tiongkok, 
mereka juga terkejut dengan angka tersebut dan 
mengharapkan angka tersebut lebih tinggi. Ketika 
Yung berbicara dengan pihak Vietnam tentang 
temuannya, mereka mengatakan bahwa mereka terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan “yang belum tentu akan 
dipublikasikan.”

Meskipun demikian, Tiongkok masih mendominasi 
berita utama dan tetap menjadi tema utama setiap kali 
Laut Cina Selatan disebutkan. 

“Dari perspektif Tiongkok, penjelasan yang paling 
transparan dan langsung tentang meningkatnya 

ketegasan Tiongkok di Laut Cina Selatan adalah 
sederhana saja: Tiongkok percaya bahwa penahanan 
diri sepihak yang dilakukannya di masa lalu sama sekali 
tidak menghasilkan peningkatan dalam memperbaiki 
posisinya sehubungan dengan sengketa di Laut Cina 
Selatan, dan kelambanan ini pada kenyataannya 
telah membuat negara-negara penggugat lainnya 
memperkuat kehadiran dan klaim mereka,” tulis Yun 
Sun, peneliti senior Program Asia Timur di Stimson 
Center di Washington, D.C. untuk East-West 
Center dalam analisis perhitungan Tiongkok di Laut 
Cina Selatan pada Juni 2014. “Oleh karena itu, agar 
Tiongkok meningkatkan posisinya dalam iklim saat ini 
atau untuk negosiasi di masa depan, negara ini harus 
terlebih dahulu mengubah status quo melalui semua 
cara yang diperlukan yang bisa ditempuh.”

Kebijakan Tiongkok yang memungkinkan sikap 
maritim lebih tegas telah terjadi selama beberapa tahun, 
demikian menurut Yun. Presiden Xi Jinping baru-
baru ini telah menggunakan wewenang itu karena dia 
membutuhkan sikap kebijakan luar negeri yang kuat 
untuk meningkatkan basis kekuatan dalam negerinya, 
demikian ungkapnya.

“Xi membutuhkan penghargaan sebanyak mungkin 
atas kebijakan luar negerinya untuk membangun citra 
orang kuat dan meredakan kritik internal terhadap 
berbagai agenda domestiknya,” yang telah mencakup 
memperdalam hubungan ekonomi dan kampanye 
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antikorupsi yang kuat, demikian tulis Yun. “Hal ini 
tidak berarti menunjukkan atau membuktikan bahwa 
Xi secara pribadi tidak mendukung kebijakan luar 
negeri yang tegas, tetapi kebijakan semacam itu 
menambah lapisan motivasi yang lebih kuat untuk 
melaksanakannya.”

Tiongkok masih bersikap selektif terhadap target-
targetnya, demikian ungkap Yung kepada FORUM. 
Tiongkok melibatkan diri secara lebih terbuka dalam 
sengketa dengan negara-negara seperti Filipina dan 
Vietnam, dibandingkan dengan negara-negara lebih 
kecil seperti Brunei, karena Tiongkok “tidak ingin 
menampilkan dirinya sebagai sebuah negara tidak 
bersahabat yang terlalu agresif,” kata Yung. “Itu 
merupakan bagian dari strategi Tiongkok.”

“Tiongkok berperilaku tegas di Laut Cina Selatan 
karena percaya mampu mengatasinya,” tulis Yun. 
“Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada semakin 
berkembangnya kemampuan militer Tiongkok, yang 
mungkin tidak bisa ditandingi oleh kemampuan 
gabungan semua negara penggugat di Asia Tenggara, 
tetapi juga pada keyakinan yang kuat di Tiongkok 
bahwa Amerika Serikat tidak akan menggunakan 
upaya keras untuk melawan tindakan Tiongkok.”

Atau akankah hal itu terjadi?
Pada Juni 2015, Wakil Menteri Luar Negeri 

A.S. Antony Blinken mengatakan bahwa Amerika 
Serikat tidak mengambil posisi pada klaim tumpang 

tindih ini namun memiliki minat yang kuat dalam 
bagaimana masalah ini diselesaikan dan dalam 
memastikan bahwa masih ada kebebasan navigasi, 
demikian menurut Reuters.

“Jalan ke depan adalah bagi Tiongkok, dan semua 
negara penggugat, untuk membekukan kegiatan 
reklamasi mereka dan menyelesaikan perbedaan 
mereka sesuai [dengan] aturan hukum,” komentar 
Blinken ketika dia membandingkan tindakan 
Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan tindakan 
Rusia di bagian timur Ukraina. “Dalam insiden di 
bagian timur Ukraina dan Laut Cina Selatan, kita 
menyaksikan upaya untuk mengubah status quo 
secara sepihak dan secara paksa — pelanggaran yang 
akan dilawan secara bersama-sama oleh Amerika 
Serikat dan sekutu kami.”  o

DARI KIRI:
Tentara Filipina melakukan patroli di Pulau Pag-asa pada Mei 
2015, di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.  THE ASSOCIATED PRESS

Kapal patroli Penjaga Pantai Taiwan berpartisipasi dalam latihan 
di dekat pelabuhan Kaohsiung pada Juni 2015. Penjaga Pantai 
Taiwan meningkatkan pertahanannya di tengah kekhawatiran 
tentang semakin meningkatnya keberadaan Tiongkok di Laut 
Cina Selatan.  REUTERS

Kapal penjaga pantai Tiongkok berlayar di dekat kapal Penjaga 
Pantai Vietnam pada Mei 2014 di Laut Cina Selatan, sekitar 210 
kilometer lepas pantai Vietnam.  REUTERS
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Laksamana Madya Tim Barrett, Kepala Angkatan 
Laut Australia (Royal Australian Navy - RAN), 
diwawancarai oleh FORUM selama Indian Ocean 

Naval Symposium (ION) di Dhaka, Bangladesh, pada 
Januari 2016. Dia membicarakan berbagai topik dari 
perspektif yang lebih luas menyusul kepemimpinan 
Australia di IONS, yang diselenggarakan Angkatan 
Laut Australia di Perth, Australia, pada Maret 2014. 
Di antara beberapa tema yang dibahas, Barrett 
menyampaikan pemikiran tentang kerja sama maritim 
regional, perlunya diskusi berkelanjutan tentang isu-isu 
yang memengaruhi kawasan Samudra Hindia di antara 
pemangku kepentingan, dan kontribusi Angkatan Laut 
Australia pada perlawanan Australia terhadap Negara 
Islam Irak dan Levant.

Barrett bergabung dengan Angkatan Laut Australia 
pada tahun 1976 sebagai perwira pelaut dan kemudian 
mempelajari keahlian di bidang penerbangan. Dia 
memegang komando Angkatan Laut Australia pada 1 
Juli 2014. Barrett merupakan perwira dengan kualifikasi 
ganda dan pernah berdinas di kapal Her Majesty 
Australia (HMA) Melbourne, Perth, dan Brisbane dan 
HMS Orkney sebagai perwira pelaut dan kemudian 
sebagai komandan penerbang di kapal HMA Stalwart, 
Adelaide, dan Canberra. Dia pernah menjabat sebagai 
komandan Skuadron 817, komandan HMAS Albatross, 
komandan Grup Penerbangan Angkatan Laut Australia, 
komandan Komando Perlindungan Perbatasan, dan 
yang terbaru, komandan Armada Australia.

Dia memegang gelar sarjana di bidang politik dan 
sejarah serta magister studi pertahanan, keduanya 
dari University of New South Wales. Dia baru saja 
menyelesaikan Program Manajemen Lanjutan di 
Harvard Business School. Dia dan istrinya, Jenny, 
memiliki dua orang anak perempuan.

FORUM: Apa yang Anda ketahui sekarang atau lebih 
Anda pahami tentang kemampuan angkatan laut 
regional setelah Anda menjabat sebagai ketua IONS?

BARRETT: Saya lebih memahami dengan jelas 
apa yang bisa diberikan negara lain, baik dalam arti 
kolektif maupun apa yang bisa kami bagikan. Selain 
itu, saya sudah melihat ada sejumlah negara yang 
masih mengembangkan organisasi mereka untuk 
mempersiapkan diri agar dapat menanggapi apa yang 
bisa menjadi masalah keamanan kolektif. Saya kira saya 
melihat berbagai jenis perkembangan, tetapi saya juga 

PROFIL PEMIMPIN 
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Kepala Angkatan Laut Australia menyampaikan 
wawasannya tentang isu maritim yang terjadi di 

Samudra Pasifik dan Hindia serta Laut Cina Selatan
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melihat kendala yang masih dihadapi beberapa 
negara yang lebih kecil dalam mengoptimalkan 
kemampuannya.

FORUM: Bagaimana keberadaan IONS 
mengubah pembicaraan tentang isu-isu 
maritim untuk negara-negara yang memiliki 
kepentingan di Samudra Hindia? 

BARRETT: IONS memberi mereka suara, 
ketika mereka sebelumnya mungkin mencoba 
mengelola situasi melalui beberapa pemerintah 
yang bekerja secara terpisah satu sama lain. 
IONS, dan kekuatan besar IONS, adalah bahwa 
ada orang-orang dengan pemikiran yang sama 
— pelaut — yang memahami isu-isu yang bisa 
dihadapi angkatan laut dan cara angkatan laut 
dapat membantu. Kami mampu melakukan 
pembicaraan itu dalam forum yang saya kira 
tidak bisa mereka peroleh di forum lain. Jika kita 
lihat Indian Ocean Rim Association, misalnya, 
telah berkembang selama beberapa waktu, tetapi 
masih berupaya mencapai beberapa hasil yang 
direncanakannya. IONS, oleh karena kedekatan 
di antara angkatan laut — dan kami tahu dengan 
baik apa yang dilakukan masing-masing di laut 
— kami mampu mencapai kemajuan sedikit 
lebih jauh dalam hal kelompok kerja, dan saya 
kira hal itu memungkinkan beberapa negara 
yang lebih kecil untuk merasa bahwa mereka 
dapat memiliki suara. 

FORUM: Harap jelaskan lebih lanjut 
komentar yang Anda berikan selama IONS 
mengenai menciptakan direktori pertukaran 
dan informasi maritim.

BARRETT: Saya menggunakan contoh 
pencarian MH370, hilangnya pesawat terbang 

Malaysia Airlines. Pencarian itu membuat 
sejumlah negara di wilayah itu putus asa, 
karena ada penumpang dari berbagai negara di 
dalam pesawat tersebut. Setiap orang memiliki 
kebutuhan dan keinginan untuk menjadi bagian 
dari pencarian itu. Pencarian itu harus dilakukan 
dengan segera, karena pada awalnya kami kira 
kami sedang mencari korban yang selamat. 
Kemudian dengan cepat, kami menyadari 
ternyata berubah menjadi pencarian puing-
puing. Apa yang kami temukan adalah ketika 
menyatukan semua pihak secara bersama-sama 
dalam waktu singkat, kami ternyata, saya tidak 
mengatakan bingung, tapi kami menghabiskan 
banyak waktu berharga untuk mempelajari 
terlebih dulu kemampuan masing-masing negara. 
Jika kami memiliki kedekatan dan pengetahuan 
sebelumnya mengenai kemampuan setiap negara, 
tanggapan kami mungkin sedikit berbeda sejak 
dini untuk dapat memadukan dan mencocokkan 
kemampuan yang dibutuhkan guna memenuhi 
apa yang kami pikir diperlukan pada saat itu. 

Kami menemukan ternyata kami ini 
reaktif, bukannya proaktif dalam melakukan 
pencarian itu. Saya bahkan berpendapat 
bahwa tak seberapa lama setelah terjadinya 
tragedi pesawat Malaysia itu, di sebelah 
utara Indonesia, bahkan pada waktu itu, ada 
perubahan nyata sehubungan dengan yang 
dirasakan masyarakat tentang apa yang bisa 
diberikan oleh negara lain. Saya pikir IONS — 
dengan mengembangkan direktori informasi, 
termasuk kemampuan dan jenis kesiapan 
yang dimiliki oleh setiap negara, mengetahui 
bagaimana situasi kerja militer dan sipil dalam 
hal pencarian dan penyelamatan serta tanggung 
jawab antara organisasi militer dan organisasi 
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sipil, struktur komando dan kontrol di setiap 
negara — semakin banyak informasi yang 
dapat kami bagikan secara terbuka tentang 
hal itu, semakin cepat kami dapat membuat 
keputusan yang tepat sejak dini ketika terjadi 
tragedi semacam itu. 

FORUM: Berbicara tentang modernisasi 
pasukan, yang tampaknya menjadi tema 
di seluruh kawasan Indo-Asia-Pasifik. Apa 
yang terjadi di Australia dengan Angkatan 
Laut Anda dan ke depannya?

BARRETT: Ada penambahan anggaran 
pada Angkatan Laut kami saat ini. Hal ini 
terkait dengan buku putih pertahanan kami 
[dirilis 25 Februari 2016], yang menjelaskan 
posisi pemerintah kami. Buku putih itu 
menunjukkan bahwa Australia menerima 
bahwa negara kami memiliki tanggung jawab 
regional sehubungan dengan keamanan untuk 
pertahanannya sendiri, tetapi juga untuk 
memberikan tingkat keamanan di kawasan 
untuk pihak lain. Ada tanggung jawab global 
bagi kami untuk menunjukkan diri kami 
sebagai warga negara yang baik dan bertindak 
ketika kami memerlukannya di seluruh 
dunia. Buku putih itu juga mengakui bahwa 
kami masih mendapatkan sebagian besar 
perdagangan kami melalui lautan dan bahwa 
mitra dagang utama kami berada di kawasan 
Asia, yaitu Tiongkok dan Jepang. 

Dengan mempertimbangkan semua hal 
itu, terlihat dengan jelas bahwa kami harus 
meningkatkan strategi maritim kami. Oleh 
karena itu, Angkatan Laut akan mendapatkan 
suntikan anggaran. Kami sudah memulainya, 

dan hal itu akan menunjukkan dorongan 
untuk tingkat keterlibatan yang lebih besar 
yang kami miliki di laut, tidak hanya melalui 
diri kami sendiri dalam kemampuan berdaulat 
kami, tetapi juga ketika kami beroperasi 
dengan sekutu kami. 

Kedua hal itu menentukan arah yang 
ditempuh pasukan ini, bentuk pasukan, dan 
juga sifat pasukan ketika kami berusaha untuk 
beroperasi bersama pihak lain. Oleh karena 
itu kami sedang mengembangkan pasukan 
yang berorientasi pada kelompok tugas dan 
akan memungkinkan kami untuk beroperasi 
dalam segala hal mulai dari fungsi pengawasan 
atau fungsi HADR [bantuan kemanusiaan 
dan tanggap bencana], hingga pertempuran 
mutakhir, mengetahui bahwa kami dapat 
melakukannya bersama dengan pihak lain.

FORUM: Mengenai topik keamanan 
kawasan, Australia telah sangat proaktif 
dalam memerangi Negara Islam Irak 
dan Levant. Jelaskan apa yang dilakukan 
Angkatan Laut untuk tidak hanya 
mengamankan perairan di sekitar Australia 
tetapi juga di perairan negara tetangga.

BARRETT: Contoh paling jelas adalah 
kegiatan kami di Timur Tengah. Kami 
menyediakan fregat hampir secara terus-
menerus sejak tahun 1991, dan kami sudah 
melakukan 62 rotasi. Pada prinsipnya di sana 
kami melaksanakan operasi anti-pembajakan. 
Kami merasa hal itu penting. Kapal-kapal 
itu ditugaskan untuk menghentikan aliran 
dan perdagangan narkotika, yang digunakan 
untuk mendanai kegiatan teroris, bukan hanya 
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di Timur Tengah, tetapi di seluruh dunia. Kami akan 
terus melakukan operasi itu. Kami juga menyediakan 
personel di Timur Tengah untuk mengoperasikan Satuan 
Tugas Gabungan 150, dan saat ini Australia memegang 
komando di satgas itu. Setiap operasi itu memberi kami 
kesempatan untuk memberikan kontribusi pada hal yang 
menjadi masalah global sehubungan dengan terorisme 
di luar Australia. Kami sudah mencapai sukses besar. 
Kapal-kapal yang telah kami kirimkan ke sana dalam 18 
sampai 24 bulan terakhir telah mencegat lebih dari 5 ton 
obat-obatan terlarang — harga jual di pasar gelapnya 
sangat besar. Itulah kontribusi kami untuk menunjukkan 
bahwa perdagangan bebas narkoba yang digunakan untuk 
mendanai kegiatan teroris tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Di wilayah kami sendiri, kami terus menjadi bagian 
dari sejumlah forum regional, yang semuanya itu memiliki 
kekuatan guna menyuarakan kekhawatiran kami atas 
terorisme internasional atau menunjukkan bahwa kami 
memiliki kemampuan untuk bergabung dengan pihak lain 
untuk bertindak melawan terorisme ketika hal itu terjadi. 
Sering kali, hal itu disorot melalui hal-hal seperti kegiatan 
anti-pembajakan. Di kawasan Asia, kami adalah anggota 
dari ReCAAP [Perjanjian Kerja Sama Regional tentang 
Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata 
terhadap Kapal di Asia], jadi kami berkontribusi pada 
forum itu, dan kami siap untuk berkontribusi dalam hal 
kehadiran angkatan laut jika diperlukan. 

FORUM: Terminologi sudah mulai berubah menjadi 
lebih menyeluruh dan inklusif dengan menyebut 
kawasan ini sebagai kawasan Indo-Asia-Pasifik. 
Australia baru-baru ini menyelesaikan latihan 
dengan Tiongkok. Bagaimana Anda menggambarkan 
hubungan Anda dengan mereka, mengingat lokasi 
geografis Anda, dan kemampuan untuk bekerja 
bersama-sama?

BARRETT: Kami mengambil pandangan tegas 
bahwa Tiongkok tetap menjadi mitra dagang signifikan 
kami. Hal ini penting dalam artian ekonomi, dan dari 
konteks hubungan pemerintah-ke-pemerintah, bahwa 
kami menunjukkan bahwa kami dapat bekerja sama. 
Pada saat yang sama — dan ditunjukkan secara terang-
terangan — hal itu tidak menghentikan Australia 
sebagai bangsa berdaulat untuk membuat posisinya 
dipahami dengan baik oleh semua pihak di Laut 
Cina Selatan. Kami tidak mendukung siapa pun yang 
mengajukan klaim di Laut Cina Selatan atau yang tidak 
berusaha untuk mengelola klaim itu melalui pengadilan 
internasional atau forum internasional. Kami tidak 
melihat dilema untuk dapat berdagang dengan Tiongkok, 
dan oleh karena itu, menjalin hubungan pemerintah-ke-
pemerintah melalui Angkatan Laut yang melaksanakan 
latihan bersama dengan Tiongkok. Hal itu tidak 
menghentikan kami untuk masih membuat suara kami 
didengar. Kami mengambil pandangan yang sangat jelas 
tentang hubungan kami di Laut Cina Selatan — dengan 
Tiongkok pada khususnya.

FORUM: Seperti apa Angkatan Laut Australia dalam 
lima hingga 10 tahun ke depan?

BARRETT: Itu pertanyaan yang saya tanyakan 
kepada semua anggota saya di Angkatan Laut, karena kami 
sebenarnya mendapatkan kepastian sekarang sehubungan 
dengan sejumlah keputusan pemerintah. Pemerintah, pada 
paruh kedua tahun lalu [2015], telah menunjukkan bahwa 
kami akan mendapatkan fregat baru untuk menggantikan 
fregat kami saat ini. Kami akan mengadakan kapal patroli 
lepas pantai baru untuk menggantikan kapal patroli kami 
saat ini. Kami sedang mengerjakan proyek untuk mengganti 
kapal tangki kami. Dan kami juga sedang berupaya 
mengganti kapal selam kami dengan kapal selam masa 
depan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. 
Semua hal itu akan benar-benar mengubah penampilan 
Angkatan Laut kami, sementara itu kami juga sedang 
menambah kapal perusak peperangan udara baru dan kapal 
LHD (kapal induk helikopter) baru. Dalam waktu lima 
hingga 10 tahun ke depan, Angkatan Laut akan terlihat 
sangat berbeda. Meskipun demikian, apa yang kami 
miliki — antara sekarang dan masa mendatang — adalah 
kepastian dalam apa yang perlu kami lakukan. Kami harus 
memperkenalkan kemampuan saat ini, LHD, kapal perusak 
peperangan udara, helikopter Seahawk Romeo baru, tapi 
kami juga tahu bahwa kami harus melanjutkan proyek itu 
untuk memasok kemampuan baru ini. Semua pekerjaan itu 
harus diselesaikan dalam tiga hingga lima tahun mendatang, 
dengan harapan untuk mengoperasikan kapal-kapal itu 
dalam 10 tahun mendatang.

Jarang sekali Angkatan Laut berukuran kecil hingga 
sedang mendapatkan kejelasan yang begitu besarnya 
sehubungan dengan posisinya dalam waktu 10 hingga 
15 tahun mendatang. Saya memanfaatkannya agar 
memungkinkan semua orang yang berdinas di Angkatan 
Laut atau yang mempertimbangkan untuk bergabung 
dengan Angkatan Laut dapat mengatakan, saya dapat 
memberi tahu Anda ke mana arah yang akan Anda tempuh 
dan apa yang akan Anda lakukan dalam lima hingga 10 
tahun mendatang.

Suntikan anggaran ini adalah kesempatan besar bagi 
kami di Angkatan Laut. Sisi positif dari semua ini adalah 
bahwa hal ini dilakukan tidak hanya untuk proyek individu 
dengan kapal, tetapi harus dilihat sebagai sistem yang 
memungkinkan kami untuk berpikir dengan cara yang 
sama sekali berbeda tentang bagaimana kami bisa melatih 
dan bagaimana kami bisa mempertahankan setiap pasukan 
ini. Kami berada di posisi puncak pada saat ini, dan kami 
punya kesempatan besar untuk benar-benar membawa 
Angkatan Laut ini mencapai standar masa depan yang 
sangat kontemporer dalam segala sesuatu yang kami 
lakukan — tidak hanya cara kami mengoperasikan kapal, 
tapi cara kami mendukung mereka, cara kami melatih 
mereka, cara kami mengembangkan tenaga kerja untuk 
dapat mengelolanya. Dan saya bisa menunjukkan kepada 
orang-orang bahwa ada hasil atau produk berbeda yang 
akan mereka lihat untuk upaya dan usaha mereka. Saat ini 
merupakan masa kejayaan Angkatan Laut kami.  o
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kspansi cepat kekuatan politik, ekonomi, 
dan militer Tiongkok di Indo-Asia-
Pasifik menyajikan peluang dan 
tantangan bagi kawasan ini. Perilaku 
agresif dan pengembangan pesat 
militer Tiongkok bisa meningkatkan 
ketegangan, terutama terkait sengketa 
maritim regional, dan menimbulkan efek 

yang benar-benar merugikan.
Kebijakan isolasi atau pengurungan langsung terhadap 

Tiongkok tidak tepat untuk dilakukan dan kontraproduktif. 
Sebaliknya, negara-negara regional harus berusaha 
meningkatkan kerja sama di kalangan mereka guna menekan 
Beijing untuk mematuhi, dan memenuhi tanggung jawabnya 
berdasarkan, hukum dan norma internasional yang diakui. 
Negara-negara regional juga harus membuat sikap defensif 
yang akan memungkinkan mereka untuk menghindari 
memburuknya lingkungan keamanan regional.

Pada saat yang sama, negara-negara regional harus 
mengambil setiap kesempatan untuk melibatkan 
Tiongkok dalam pembicaraan bilateral dan multilateral 
guna menghindari bahaya bentrokan maritim yang tidak 
diinginkan, mencegah pengembangan kekuatan militer 
secara berlebihan atau perlombaan senjata irasional, dan 
menumbuhkan kebiasaan kerja sama antarmiliter regional. 
Langkah pengembangan kepercayaan dan transparansi yang 
lebih besar akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi Tiongkok 
dan negara-negara regional lainnya untuk membentuk 
mekanisme komunikasi maritim dan udara bilateral, 
termasuk menyelenggarakan dialog rutin, membuat 
hotline untuk mengelola krisis, dan memperkenalkan 
sistem komunikasi militer bersama. Tiongkok dan Jepang 
diharapkan akan menandatangani perjanjian tersebut dalam 
waktu dekat.

Kawasan Indo-Asia-Pasifik menghadapi berbagai 
isu keamanan tradisional dan non-tradisional. Masalah 
keamanan maritim patut mendapatkan perhatian 
khusus dan harus ditangani oleh para pemain regional. 
Negara-negara itu harus menegaskan kembali perlunya 
menghormati dan mematuhi praktik dan hukum 
maritim internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS). Mereka juga 
harus menekankan arti penting kebebasan navigasi dan 
keamanan jalur laut. Ini adalah elemen penting untuk makin 

mengembangkan perdagangan secara aman di sepanjang 
jalur laut di kawasan tersebut.

Mayoritas negara-negara regional sangat percaya 
bahwa Tiongkok, sebagai negara yang bercita-cita 
menjadi kekuatan maritim yang kuat, harus lebih proaktif 
dalam menaati hukum dan norma maritim internasional. 
Sebaliknya, perilaku agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan 
dan Laut Cina Timur telah menyebabkan ketidakpuasan 
yang kuat di kawasan tersebut dan meningkatkan 
kewaspadaan negara-negara tetangganya.

Demikian pula, negara-negara regional ingin melihat 
Amerika Serikat meratifikasi UNCLOS sesegera mungkin. 
Dengan semua negara maritim Indo-Asia-Pasifik 
menandatangani konvensi itu dan menghormati serta 
mematuhi konvensi itu dengan tulus akan menjadi landasan 
penting untuk menyelesaikan atau setidaknya mengelola 
sebagian besar sengketa maritim di kawasan itu.

Menyusun Koalisi Keamanan Maritim
Sementara itu, negara-negara regional harus berusaha 
membentuk mekanisme fleksibel untuk kerja sama keamanan 
maritim kolektif. Pengembangan keyakinan melalui dialog 
resmi dan pembagian informasi, serta latihan keamanan 
maritim kooperatif untuk mengatasi ancaman bersama akan 
berkontribusi pada stabilitas regional dengan mencegah 
kesalahpahaman, mengurangi ketidakpercayaan, dan 
memperluas ruang lingkup kepentingan bersama.

Negara-negara regional telah memperlihatkan kerja sama 
keamanan maritim kolektif semacam itu dalam memerangi 
ancaman maritim nontradisional. Mereka telah melakukan 
upaya kerja sama untuk mengatasi kekhawatiran bersama 
seperti kontrapembajakan, memerangi perdagangan gelap, 
dan mencegah proliferasi senjata pemusnah massal. Kawasan 
ini juga menjajaki kerja sama yang lebih besar di bidang 
bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, mengingat 
kerentanan Indo-Asia-Pasifik terhadap gempa bumi, angin 
topan, dan bencana lainnya. Kebanyakan negara di Indo-
Asia-Pasifik ingin melihat kekuatan maritim regional yang 
dapat diandalkan, seperti Jepang, Australia, India, dan 
Amerika Serikat, memainkan peran yang lebih penting di 
bidang-bidang ini.

Kekuatan maritim regional yang dapat diandalkan ini 
adalah pemain utama dalam pertahanan dan keamanan 
maritim di Indo-Asia-Pasifik, memiliki berbagai kepentingan 
bersama, dan memandang penjagaan keamanan dan 
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E
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kemakmuran regional sebagai kemaslahatan masyarakat 
regional. Mereka adalah negara-negara yang memiliki 
kemauan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi pada 
keamanan dan stabilitas regional, meskipun ada perbedaan 
dalam kemampuan dan kebijakan maritim, dan negara-
negara regional lainnya pada umumnya menyambut inisiatif 
mereka. Oleh karena itu, membangun koalisi keamanan 
maritim semulus mungkin di antara kekuatan-kekuatan yang 
bertanggung jawab ini harus menjadi fokus utama kerja sama 
keamanan dan pertahanan di kawasan itu.

Kekuatan maritim regional yang bertanggung jawab ini 
harus mengupayakan kerja sama dengan satu sama lain dan 
negara-negara tetangga yang lebih kecil di bidang keamanan 

maritim tradisional dan non-tradisional, tidak melalui aliansi 
formal tetapi melalui rangkaian koalisi kerja sama keamanan 
maritim mini-lateral yang akan membentuk koalisi menyeluruh 
yang berjalan dengan mulus. Koalisi ini akan menjadi asosiasi 
tak terikat dan sukarela yang memberikan keamanan maritim 
universal sebagai kemaslahatan masyarakat regional.

Untuk melakukannya secara efektif, negara-negara regional 
yang lebih kecil yang memiliki kepentingan yang sama harus 
bergabung dalam koalisi keamanan maritim mini-lateral — 
misalnya, di tingkat subregional, sehingga bisa memanfaatkan 
kebutuhan unik geografis dan strategis mereka. Koalisi ini 
perlu didukung oleh Amerika Serikat, termasuk pasukan 
angkatan lautnya, dan oleh kekuatan maritim regional yang 
bertanggung jawab lainnya — Australia, India, dan Jepang.

Koalisi keamanan maritim ini harus diizinkan untuk 
mengembangkan diri satu sama lain, membawa sebanyak 
mungkin negara maritim untuk menyelimuti Indo-Asia-
Pasifik dalam rangkaian koalisi mulus dan berlapis. Akan 
tetapi, masing-masing koalisi harus tetap bersifat mini-lateral 
— hanya beranggotakan beberapa negara untuk memastikan 
kemampuan membangun konsensus dalam kelompok 
itu. Koalisi longgar yang terhubung secara mulus ini bisa 
membantu memastikan stabilitas di kawasan itu.

Jepang berencana 
menyewakan ke Filipina 
lima pesawat Beechcraft 
TC-90 King Air, serupa 
dengan pesawat latih 
TC-90 Pasukan Bela Diri 
Maritim Jepang yang 
ditampilkan di foto ini.
REUTERS

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kanan, menyambut 
Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu, kiri, dan 
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Tokyo pada 
Desember 2015. Para pejabat mengatakan bahwa Jepang 
dan Indonesia sepakat untuk memulai pembicaraan tentang 
transfer teknologi pertahanan ke Jakarta dan membantu 
mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan.  AFP/GETTY IMAGES

Purnawirawan Laksamana Madya Hideaki Kaneda berdinas di Pasukan Bela Diri Maritim Jepang 
dari tahun 1968 hingga 1999. Dia adalah direktur Okazaki Institute dan konsultan paruh waktu 
di Japan Institute of International Affairs. Artikel ini telah diedit supaya sesuai dengan format 
kami. Artikel ini dicetak ulang atas izin dari Asia Maritime Transparency Initiative.
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Pelopor musik rock Tiongkok Cui Jian mengatakan bahwa pesan 
dasarnya tentang kebebasan pribadi tidak berubah di album barunya, 
meskipun dunia telah berubah.

Penyanyi rock itu, yang tidak disukai pemerintah setelah dia 
memihak pelajar yang berunjuk rasa dalam protes Tiananmen tahun 
1989, mengatakan bahwa pesan dalam lagu-lagunya saat ini mungkin 
tidak berbeda, “tapi cara Anda memahaminya bisa berbeda” karena 
perubahan yang telah dilalui Tiongkok.

Cui mengatakan bahwa bertambahnya kekayaan pribadi di kalangan 
warga Tiongkok telah menciptakan kesempatan untuk melakukan 
perjalanan dan mengendalikan kehidupan pribadi mereka. Kondisi ini 
jauh berbeda dari masyarakat yang dikontrol dengan ketat pada tahun 
1980-an. “Mereka mendapatkan kesempatan untuk memperoleh uang, 
jadi ini perubahan besar,” katanya.

Pada saat yang sama, hal lain tidak berubah, demikian kata Cui 
yang mengenakan setelan bisnis modis dan topi baseball putih dihiasi 
bintang merah yang menjadi ciri khasnya. Masih ada batasan pada 
seberapa bebas Anda dapat berbicara, dan “Anda seharusnya tidak 
mengatakan sesuatu hitam dan putih; Anda bisa mengatakannya abu-
abu maka semuanya akan aman-aman saja,” katanya.

Album pertama Cui dalam 11 tahun terakhir ini berjudul Frozen 
Light, dan dia mengatakan bahwa dia berharap musiknya akan 
menginspirasi rakyat Tiongkok untuk memikirkan bagaimana beberapa 
hal tetap statis, kemudian “pikirkan apakah Anda menerimanya 
atau coba saja untuk menghangatkannya dan mengubahnya atau 
menghancurkannya.”

Penyanyi berusia 54 tahun itu memulai karier musiknya sebagai 
pemain terompet selama enam tahun di Beijing Philharmonic, menulis 
lagu, dan membentuk band di waktu luang. Dia menjadi simbol perintis 
kancah musik rock di Tiongkok ketika dia menyanyikan lagu andalannya 
Nothing to my Name pada sebuah konser di stadion yang disiarkan di 
televisi pada tahun 1986.

Lagu itu, yang liriknya menyerukan hasrat dan hancurnya harapan, 
kemudian menjadi lagu tidak resmi mahasiswa pelaku unjuk rasa pro-
demokrasi. Dia naik pentas di Lapangan Tiananmen hanya beberapa 
hari sebelum pemerintah mengirimkan tank dan tentara untuk 
membungkam unjuk rasa itu.

Setelah itu, pihak berwenang Komunis menolak memberikan izin 
untuk konsernya di ibu kota dan menyensor lirik-liriknya. Pada tahun 
2005, dia mampu membuat berita besar di stadion Beijing. Pada tahun 
2006, dia tampil bersama dengan Rolling Stones di Shanghai dan 
menyanyikan lagu Wild Horses bersama Mick Jagger.

Saat ini, Cui mengatakan bahwa orang-orang melihatnya lebih 
sebagai “pria tua” daripada pemberontak, wajah yang akrab di televisi 
tetapi tidak lagi berpengaruh. “Mereka tidak peduli dengan seseorang 
yang mengatakan kebenaran, mereka hanya peduli dengan usia Anda,” 

katanya. “Mereka peduli apakah Anda mengatakan sesuatu yang ingin 
mereka dengar, karena mereka tidak punya waktu untuk memikirkan 
hal-hal yang serius.

“Saya bahkan tidak ingin orang-orang mengatakan saya bapak 
musik rock Tiongkok. Saya ingin mengatakan saya cucu musik rock 
Tiongkok,” katanya. “Saya ingin terus melakukan sesuatu; saya 
tidak ingin duduk di sana dan memberi tahu orang-orang apa yang 
seharusnya Anda lakukan. Saya tidak suka itu.”

Meskipun begitu, Cui mengatakan bahwa ada kebebasan 
berekspresi yang lebih besar saat ini dan terkejut bahwa dia tidak 
menghadapi tuntutan untuk mengubah lirik pada lagu Frozen Light 
ketika dia menyerahkannya kepada pihak berwenang, sebagaimana 
yang harus dilakukan oleh semua seniman di Tiongkok. Atau mungkin 
dia sudah menyensornya sendiri: “Penyensoran mandiri selalu ada.”

Frozen Light adalah album pertama Cui sejak tahun 2005, meskipun 
sebagian besar lagu itu diselesaikan setidaknya lima tahun yang lalu. 
Cui mengatakan dia merasa album ini belum siap dan, karena bertindak 
sebagai “bos bagi dirinya sendiri,” maka dia tidak terburu-buru merilisnya.

Rekaman ini dirilis pada Hari Natal 2015 di 119 negara, termasuk 
A.S. dan Jepang, demikian menurut manajer Cui, Yoyo. Dia akan 
menindaklanjuti peluncuran album ini dengan pertunjukan di Beijing 
dan kota-kota Tiongkok lainnya pada paruh kedua 2016.

Beberapa pengulas Tiongkok tidak terkesan dengan album ini. Mereka 
menyatakan bahwa melodinya sederhana dan liriknya menggunakan 
teka-teki klasik yang sulit dipahami. “Menurut saya musiknya lebih kuat 
dan lebih orisinal, meskipun ada banyak melodi, meskipun nuansanya 
rock ‘n’ roll,” kata Cui. “Dalam setidaknya dua atau tiga lagu, saya kira saya 
membuat iramanya, bernuansa reggae tapi tidak seperti jenis reggae ‘di 
pantai,’ tidak seperti musik lantai dansa. Iramanya menggetarkan jiwa dan 
diiringi perasaan sakit hati dan penderitaan.”

Dia mengatakan bahwa lagu Outside Girl menangkap sentimen 
tersebut. Liriknya mengisahkan penghinaan yang harus ditanggung 
oleh kaum migran dari pedesaan ke kota-kota, tidak peduli seberapa 
kerasnya mereka berusaha.

Ketika diminta untuk menilai kancah rock modern Tiongkok, Cui 
mengatakan bahwa, tidak seperti artis musik pop dangkal yang banyak 
mendapatkan dukungan, penyanyi rock paling berbakat Tiongkok tidak 
mendapatkan pengakuan, kontrak rekaman atau tim manajemen. “Itulah 
mengapa orang-orang mengira mereka tidak berhasil. Tapi di mata saya 
mereka sangat, sangat berani. Mereka mengatakan sesuatu. ... Mereka 
berbicara tentang lingkungan, mereka berbicara tentang polusi, mereka 
berbicara tentang korupsi, semuanya.”

Dalam waktu dekat ini, dia ingin melihat seniman — di bidang 
musik, film, dan program TV — berbicara tentang apa yang mereka 
rasakan. “Jangan membuatnya hanya untuk uang; percayai, dan 
kemudian Anda dapat melihat perubahan,” kata Cui.

KISAH DAN FOTO OLEH THE ASSOCIATED PRESS

 CUI JIANPENYANYI ROCK

MENGATAKAN MUSIKNYA TIDAK BERUBAH 
TETAPI TIONGKOKLAH YANG BERUBAH
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KENYA

UNDANG-UNDANG 
MENYATAKAN  
DOPING SEBAGAI 

TINDAK PIDANA

Rencana Pelatihan untuk Guru-Guru Pengungsi

Kenya memberlakukan undang-undang pada April 2016 yang 
memidanakan doping yang dilakukan oleh atlet dan mengancam 
pelaku kecurangan ini dengan hukuman penjara.

Untuk membantu negara ini menghindari sanksi dari World 
Anti-Doping Agency (WADA) menjelang Olimpiade 2016 di Rio de 
Janeiro, Presiden Uhuru Kenyatta menandatangani rancangan 
undang-undang anti-doping yang lama ditunggu-tunggu setelah 
anggota parlemen menyetujuinya. Undang-undang itu juga 
memberi lembaga anti-doping nasional baru Kenya kekuatan 
hukum untuk beroperasi.

Undang-undang baru itu memungkinkan hukuman penjara 
tiga tahun dan denda 393,2 juta rupiah (30.000 dolar A.S.) untuk 
orang-orang yang diputus bersalah atas pelanggaran terkait doping. 
Seorang atlet juga bisa dipenjara selama satu tahun karena gagal 
atau menolak untuk melakukan tes doping.

Hukuman di Kenya lebih berat daripada apa yang diberikan 
WADA. WADA menentang pihak berwenang untuk mengambil 
tindakan pidana terhadap atlet yang terlibat dalam kasus doping 
dan percaya bahwa mereka seharusnya menghadapi sanksi 
olahraga seperti larangan bertanding.

Di tengah-tengah krisis doping yang telah menggerogoti 
reputasinya sebagai negara terkemuka di cabang lari jarak jauh di 
dunia, Kenya telah melangkah lebih jauh.

Sejak Olimpiade London 2012, 40 atlet Kenya telah dilarang 
bertanding karena terlibat dalam kasus doping. Selain itu, empat 
pejabat senior federasi atletik diskors atas tuduhan korupsi dan 
menutup-nutupi kasus doping.

Undang-undang itu disambut dengan perasaan lega oleh 
beberapa atlet papan atas Kenya, yang takut didiskualifikasi dari 
Olimpiade Rio.  The Associated Press

Sebuah universitas di Jerman meluncurkan program yang 
bertujuan membantu guru-guru yang melarikan diri dari Suriah 
dan negara-negara lain untuk kembali mengajar. Upaya ini 
berpotensi membantu mereka berperan sebagai pihak yang 
menjembatani hubungan antara sekolah-sekolah di Jerman dan 
para pengungsi baru yang banyak berdatangan.

Proyek di University of Potsdam, di luar kota Berlin, dimulai 
saat Jerman semakin berfokus untuk mengintegrasikan apa 
yang kemungkinan akan menjadi ratusan ribu orang ke dalam 
masyarakat dan tenaga kerjanya.

Pada April 2016, kelompok pengungsi Suriah pertama 
berjuang untuk mempelajari seluk-beluk cara menyatakan waktu 
dan hari dalam bahasa Jerman di kampus universitas modern di 
pinggiran kota itu.

Kursus selama 11 bulan untuk membiasakan diri mereka 
dengan bahasa dan sistem pendidikan Jerman itu dimulai dengan 
kursus bahasa Jerman intensif selama beberapa bulan. Kemudian 
mereka akan mengambil bagian dalam pelatihan guru reguler dan 
belajar tentang mengajar di Jerman, yang diakhiri dengan praktik 
di sekolah.

“Saya sangat senang ada kursus khusus untuk pengungsi yang 
berprofesi sebagai guru — itulah yang saya inginkan,” kata Alaa 
Kassab, guru berusia 23 tahun dari Aleppo, yang mengajar bahasa 
Inggris dan mata pelajaran lain untuk anak-anak di Suriah.

Mirjam Vock, profesor pendidikan di universitas tersebut yang 
membantu memulai program ini, mengatakan bahwa dia dan pihak 
lain meluncurkannya setelah menyadari bahwa “tidak ada program 
di Jerman untuk kelompok orang yang sangat berkualitas ini.”

Universitas itu menerima lebih dari 700 permohonan tetapi 
hanya menyediakan 25 kursi dalam kursus pertamanya.
The Associated Press

Bank Dunia pada April 2016 
menjanjikan 32,8 triliun rupiah (2,5 
miliar dolar A.S.) untuk mendidik dan 
memberdayakan remaja perempuan di 
negara-negara berpenghasilan rendah 
sebagai cara untuk meningkatkan 
kesejahteraan mereka dan memerangi 
kemiskinan.

Berbicara pada pertemuan musim 
semi Grup Bank Dunia dan Dana 
Moneter Internasional, Presiden Bank 
Dunia Jim Yong Kim mengatakan bahwa 
memungkinkan anak perempuan 
untuk bersekolah membantu mereka 
menunda pernikahan; memiliki 
anak yang lebih sedikit, lebih sehat, 
dan berpendidikan lebih baik; serta 
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Dana itu akan dialokasikan pada 

tahun 2020, dan 75 persen uang itu 
sebagian besar akan disalurkan ke 
negara-negara di Sub-Sahara Afrika dan 
Asia Selatan.

“Membuka potensi penuh ekonomi 
separuh populasi dapat mendorong 
pertumbuhan dan kemakmuran 
bangsa,” kata Kim. “Investasi pada 
anak perempuan dan kaum perempuan 
tidak hanya hal yang tepat untuk 
dilakukan bagi mereka sebagai individu. 
Ini juga merupakan tindakan yang 
cerdas bagi ekonomi.”

Let Girls Learn berusaha 
mendorong pemimpin negara-negara 
lain untuk memberikan kesempatan 
pendidikan kepada sekitar 62 juta anak 
perempuan di seluruh dunia yang tidak 
bersekolah.  The Associated Press

JERMAN

DUNIA

AFP/GETTY IMAGES

AFP/GETTY IMAGES

CAKRAWALA DUNIAIAPDF

BANK DUNIA MENJANJIKAN
32,8 TRILIUN RUPIAH (2,5 MILIAR DOLAR A.S.) 
UNTUK PENDIDIKAN ANAK PEREMPUAN
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Ketika Vincent van Gogh mengintip keluar dari jendela 
tempat pengasingan Saint-Paul untuk melihat langit 
malam di Saint-Rémy pada tahun 1889, dia melihat 
cahaya terang dari bintang-bintang yang tak terhitung 
jumlahnya di atas bagian selatan Prancis yang mengilhami 
lukisannya yang menggugah perasaan The Starry Night.

Saat ini, malam tidak penuh bintang lagi bagi miliaran 
orang. Sekitar 83 persen populasi dunia, termasuk lebih 
dari 99 persen di Eropa dan Amerika Serikat, tinggal 
di daerah yang dilanda “polusi cahaya” nokturnal dari 
gencarnya cahaya lampu listrik, demikian kata peneliti 
pada Juni 2016.

Polusi cahaya ini begitu meluas sehingga lebih dari 
sepertiga penduduk di seluruh dunia, termasuk hampir 80 
persen orang Amerika Utara dan 60 persen orang Eropa, 
tidak bisa melihat sabuk cahaya Bima Sakti, pemandangan 
malam hari yang umum dikenal oleh keberadaan manusia 
selama ribuan tahun.

“Mengejutkan bagaimana dalam beberapa dekade 
pertumbuhan pencahayaan, kita telah menyelimuti 
sebagian besar umat manusia dalam tirai cahaya yang 
menyembunyikan pemandangan keajaiban terbesar alam: 
alam semesta itu sendiri,” kata Fabio Falchi dari Institut 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Polusi Cahaya di Italia, 
yang memimpin penelitian yang dipublikasikan dalam 
jurnal Science Advances.

“Dasar peradaban kita terhubung dengan langit malam 
di segala bidang, dari sastra hingga seni hingga filsafat 
hingga agama dan, tentu saja, ilmu pengetahuan.”

Fisikawan Christopher Kyba dari Pusat Penelitian 
Ilmu Bumi GFZ Jerman menambahkan, “Menghargai 

keindahan hanyalah bagian dari apa yang 
membuat kita menjadi manusia.”

Para peneliti menggunakan data satelit 
dan kecerahan langit untuk membuat 
atlas polusi cahaya global, pencahayaan 
buatan langit malam yang cukup untuk 
memudarkan cahaya bintang kita secara 
substansial. Ini adalah salah satu bentuk perubahan 
lingkungan yang dilakukan umat manusia yang terjadi 
di berbagai penjuru dunia, dicontohkan oleh cahaya 
nokturnal di atas kota-kota.

“Bahkan negara-negara besar seperti Italia atau 
Spanyol atau Prancis atau Jerman tidak memiliki satu 
tempat pun di wilayah mereka yang memiliki langit 
malam murni,” tambah Falchi.

Meskipun bagian Barat Amerika memiliki ruang 
terbuka yang luas, hampir setengah wilayah A.S. memiliki 
malam yang tercemari oleh cahaya. Pantai Timur 
terutama terkena dampak terparah, dengan hanya bagian 
dari Maine dan pulau-pulau di ujung Florida Keys yang 
memiliki kualitas langit murni, demikian ungkap peneliti 
Dinas Taman Nasional A.S. Dan Duriscoe.

Negara yang paling tercemar cahaya adalah Singapura. 
Negara-negara G20 yang terkena dampak terparah adalah 
Italia dan Korea Selatan.

Hanya sebagian kecil daerah di Eropa Barat yang 
masih relatif tidak terpengaruh, sebagian besar di 
Skotlandia, Swedia, dan Norwegia. Australia dan Afrika 
paling sedikit terkena dampak di antara benua-benua yang 
didiami manusia.

Pemerhati 
bintang di 
kamp-kamp di 
Gurun Putih di 
sebelah utara 
Oasis Farafra 
di dekat Kairo 
mengamati 
Bima Sakti.
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MENYURAMNYA PEMANDANGAN KOSMIS BUMI

RENUNGANIAPDF
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SERBA-SERBI Berita-berita yang menarik, tak lazim dan menghiburIAPDF

Seakan kafe bertemakan kucing, kelinci, 
burung hantu, elang, dan bahkan ular masih 
belum cukup di negara yang mencintai segala 
sesuatu yang lucu, warga Tokyo yang ingin 
menghabiskan waktu bersama dengan hewan 
memiliki pilihan baru: kafe bertema landak.

Pelanggan di “Harry,” plesetan nama 
hewan itu dalam bahasa Jepang, telah berbaris 
mengantre untuk menghabiskan waktu di 
ruangan terang benderang di kawasan hiburan 
Roppongi tempat 20 hingga 30 landak dari 
keturunan yang berbeda menggaruk-garuk dan 
tidur sejenak dalam tangki kaca.

Biayanya 130 ribu rupiah (1.000 yen atau 
9 dolar A.S.) pada hari kerja dan 170 ribu 
rupiah (1.300 yen) pada hari libur untuk satu 
jam bermain dan berpelukan secara hati-hati 
dengan mamalia berduri yang telah lama dijual 
di Jepang sebagai hewan peliharaan meskipun 
bukan hewan asli negara pulau itu.

“Semua landak ini ramah meskipun 
beberapa dari mereka mungkin menusuk 
Anda,” kata Anna Cheung, pengunjung berusia 
11 tahun dari Inggris.

Anggota staf Mizuki Murota, yang juga 
bekerja di kafe kelinci di gedung yang sama, 
mengatakan toko itu telah populer sejak 
dibuka pada Februari 2016 dan pelanggan 
sering kali harus antre.

“Kami ingin menunjukkan kepada 
masyarakat pesona landak, yang memberikan 
kesan sulit untuk ditangani. Kami ingin 
menyingkirkan citra itu dengan membiarkan 
orang-orang menyentuhnya,” kata Murata.

“Hal yang paling menggemaskan tentang 
landak adalah membuat hewan ini membuka 
diri dan menunjukkan wajahnya.”   Reuters

STATUS
LADA

CINTA
LANDAK

Lada Kampot Kamboja, rempah-rempah andalan koki 
di seluruh dunia, telah bergabung dengan kelompok elit 
makanan adiboga yang namanya dilindungi oleh Uni Eropa 
(UE). Lada ini bergabung dengan produk-produk seperti keju 
Gruyere dari Prancis dan ham Parma dari Italia.

Penetapan yang didambakan itu, yang dikenal sebagai 
Indikasi Geografis yang Dilindungi (PGI) berfungsi seperti 
perlindungan merek dagang yang mengesahkan asal 
makanan daerah. Ini berarti bahwa setiap produk yang 
dijual di negara-negara Uni Eropa yang menyebut dirinya 
“Lada Kampot” harus berasal dari daerah yang ditetapkan 
di Kamboja selatan yang mencakup provinsi Kampot dan 
provinsi tetangganya Kep.

Pengakuan ini diberikan kepada lada Kampot pada 
Februari 2016, sehingga menjadikannya produk Kamboja 
pertama yang menerima label PGI, demikian ungkap kantor 
Uni Eropa di Kamboja dalam sebuah pernyataan.

Merica ini, yang berwarna putih, merah, dan hitam, 
digambarkan oleh koki adiboga memiliki cita rasa kompleks 
dengan nuansa bunga. Petani Kamboja dari wilayah pantai 
di Teluk Thailand mengatakan iklim mikro dan tanah kaya 
mineral daerah itu memberikan rasa yang unik pada lada itu.  
The Associated Press
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Tentara Angkatan Darat Republik Korea (ROK) membangun jembatan ponton selama latihan penyeberangan sungai 
bersama A.S.-Korea Selatan pada April 2016 di Yeoncheon, Korea Selatan, di dekat Zona Demiliterisasi yang 

memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Latihan ini menyimulasikan bagaimana Tentara Korea Selatan dan 
Korps Zeni Angkatan Darat A.S. akan membangun kembali jembatan yang hancur akibat serangan artileri musuh. 
A.S. dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman pada Maret 2016 untuk meningkatkan operasi, yang 
memungkinkan militer kedua negara untuk melakukan jenis pelatihan baru, termasuk pembangunan jembatan. 

Foto dari: KIM HONG-JI | Reuters

APAKAH ANDA INGIN FOTO FAVORIT ACARA LATIHAN ATAU KEMITRAAN TERBARU ANDA DITAMPILKAN DALAM KOLOM KATA TERAKHIR? 
SILAKAN KIRIMKAN FOTO ANDA KE IAPDF@IAPDFORUM.COM UNTUK KAMI PERTIMBANGKAN.
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